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ABSTRAK
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER 1-04 PALEMBANG”

(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/V11/2023)
SINDI MUTIARA SEFIA

Hukum militer di Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur
disiplin serta tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian utama adalah
perzinahan atau tindakan asusila, yang dianggap sebagai pelanggaran berat
terhadap etika dan kedisiplinan militer. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis proses hukum serta sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit
TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem
peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
normatif dengan dukungan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proses hukum terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak
pidana perzinahan atau asusila melalui empat tahapan, yaitu penyelidikan
dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, serta
persidangan di Pengadilan Militer. Proses ini berlandaskan pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus yang
diteliti, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa dua tahun penjara serta
pemecatan dari dinas militer. Putusan ini mempertimbangkan dampak
negatif perbuatan terdakwa terhadap citra dan kehormatan institusi Tentara
Nasional Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer
memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, serta
integritas dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regulasi terkait pelanggaran asusila di lingkungan
militer, peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit, serta program
pembinaan moral yang lebih intensif guna mencegah terulangnya kasus
serupa di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas peradilan militer
dalam menegakkan keadilan dan disiplin dapat terus ditingkatkan demi
menjaga profesionalisme dan kewibawaan institusi Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat.

Kata Kunci: Proses Hukum, Perzinaan, Asusila, Prajurit TNI AD,
Pengadilan Militer.



ABSTRACT
"JURIDICAL REVIEW OF ADULTERY OR IMMORAL ACTS
COMMITTED BY INDONESIAN ARMY SOLDIERS WITHIN THE
JURISDICTION OF THE MILITARY COURT 1-04 PALEMBANG"

(Case Study: Verdict Number: 83-K/PM 1-04/AD/VIl/2023)
SINDI MUTIARA SEFIA

Military law in Indonesia has specific provisions governing discipline and
criminal offenses within the Indonesian National Armed Forces (TNI). One
of the major violations of concern is adultery or immoral acts, which are
considered serious breaches of military ethics and discipline. This study
aims to analyze the legal process and sanctions imposed on TNI soldiers
convicted of adultery or immoral acts under the Military Criminal Code
and the Indonesian criminal justice system. The research employs a
normative method supported by empirical data. The findings indicate that
the legal process for Indonesian Army (TNI AD) soldiers involved in
adultery or immoral acts consists of four stages: investigation and inquiry
by the Military Police, prosecution by the Military Prosecutor, and trial at
the Military Court. This process is based on the Military Criminal Code
(KUHPM) and Law Number 31 of 1997 on Military Courts. In the case
studied, the court sentenced the defendant to two years in prison and
dishonorable discharge from military service. This verdict considered the
negative impact of the defendant’s actions on the reputation and honor of
the TNI institution. This study emphasizes that the military justice system
plays a strategic role in maintaining discipline, honor, and integrity within
the TNI. Therefore, strengthening regulations related to immoral violations
in the military, increasing supervision of soldiers’ behavior, and
implementing more intensive moral development programs are necessary
to prevent similar cases in the future. Enhancing the effectiveness of
military justice in upholding justice and discipline is crucial to
maintaining the professionalism and credibility of the Indonesian Army.

Keywords: Legal Process, Adultery, Immoral Acts, TNI AD Soldiers,
Military Court..
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang yang berlaku dalam
sistem ketatanegaraan, termasuk peraturan yang mengatur bidang militer.
Secara umum, hukum militer merupakan kumpulan peraturan khusus, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diterapkan dan berlaku dalam
lingkungan militer. Selain itu, hukum militer juga dikategorikan sebagai
hukum khusus karena memiliki prosedur yang lebih ketat dan cepat
dibandingkan dengan hukum pada umumnya. Perbedaan ini muncul karena
kebutuhan akan ketepatan dan efisiensi dalam pelaksanaannya, yang
membedakannya dari sistem hukum sipil..!

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pasukan khusus
sekaligus organisasi nasional yang berperan dalam bidang pertahanan. Hal ini
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Struktur
Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa
Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama yang bertanggung
jawab dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Seorang prajurit adalah
individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang
serta diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat

pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, Jurnal Hukum Doctrinal: Vol 7,
No 2, September 2022, hlm 3



Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat melakukan operasi militer secara mandiri maupun bersama-
sama. Pelaksanaan tugas ini berada di bawah komando Panglima Tertinggi.
Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan keseluruhan personel
yang dikenal sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia.?

Militer pada awalnya dikenal sebagai agen yang bertanggung jawab
untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai ancaman dan pemeliharaan
keamanan nasional. Selain itu, semua personel militer bertanggung jawab
untuk mempertahankan nama baik agen tersebut. Karena itu, sangat penting
untuk mempertahankan kepercayaan publik pada militer. Jika ada seorang
perwira militer yang terlibat dalam kejahatan yang tidak bermoral atau tidak
bermoral, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena tindakan ini
memiliki potensi untuk mempengaruhi kehormatan militer dan mengurangi
kepercayaan publik terhadap institusi. Kejahatan yang terkait dengan
perzinahan dan amoralitas masih terjadi di berbagai lingkungan, termasuk
pengaturan militer. Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI),
masing -masing anggota berfungsi sebagai panutan bagi masyarakat,
sehingga semua tindakan selalu terbuka untuk umum. Tentara Nasional
Indonesia dianggap sebagai contoh, tetapi masih ada orang yang melakukan

pelanggaran moral. Beberapa kasus termasuk hukum pidana yang diatur

? Yuda Prihandana, Sherly Adam, and Leony Lokollo, “Angkatan Darat Yang Melakukan
Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum,” trans. sherly adam,leony lokollo yuda prihandana Jurnal
Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol 1 No 2 , hlm 65 — 77 (ambon,indonesia, October 2021).



berdasarkan Pasal 284 atau Pasal 281 (KUHP) yang mengatur perzinahan dan
perilaku tidak bermoral.?

Anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana dapat diadili
melalui peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1997 yang mengatur tindak kejahatan yang dilakukan atau berkaitan
dengan dinas militer. Perzinahan sendiri diatur dalam Pasal 284 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai delik
aduan. Seseorang yang terbukti melakukan perzinahan dapat dijatuhi
hukuman penjara dengan masa maksimal sembilan bulan. Ketentuan ini
menetapkan sanksi bagi pelaku serta mendefinisikan perzinahan sebagai
hubungan seksual antara individu yang telah menikah dengan orang lain yang
bukan pasangannya. Dalam lingkungan militer, perzinahan dianggap sebagai
pelanggaran moral yang serius, karena prajurit Tentara Nasional Indonesia
(TNI) diharapkan untuk menjaga integritas serta memiliki pengendalian diri
yang kuat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga
melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan
internal militer yang mewajibkan setiap anggota TNI untuk menjaga diri dan
kehormatan institusi militer. Oleh karena itu, prajurit yang terbukti
melakukan perzinahan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disipliner,
pemecatan tidak hormat, atau bahkan diadili sesuai dengan hukum yang

berlaku.*

* Maulana,Jurnal Illmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol 4, No 1 ,oktober
2024,hlm 5-8

* Duwi Handoko,buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,penerbit hawa dan ahwa
pekan baru,” 2019.him 62-64



Perbuatan asusila merujuk pada tindakan yang melanggar norma
kesusilaan, kesopanan, serta etika yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini
diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
dikategorikan sebagai delik laporan. Perbuatan tersebut mencakup berbagai
tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral. Bagi anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI), perilaku asusila merupakan pelanggaran disiplin
yang serius. Prajurit diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai moral,
profesionalisme, serta menjaga kehormatan pribadi dan institusi militer. Jika
seorang prajurit melakukan tindakan asusila, ia tidak hanya dapat dikenakan
sanksi pidana apabila melanggar hukum, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi
disiplin militer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer memperkuat aturan
mengenai tata tertib prajurit, termasuk dalam menangani tindak pidana
perzinahan atau asusila. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai
Sapta Marga, terutama dalam hal kehormatan, integritas, dan disiplin yang
harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit.®

Dasar hukum terkait tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal
284 yang mengatur tentang perzinahan. Pasal ini menjelaskan bahwa
perzinahan terjadi ketika seorang laki-laki atau perempuan yang telah terikat

dalam perkawinan melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan

® Nadia Novianti Kusuma Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang
Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni
(Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019),”jurnal Transparansi Hukum Vol 6, No. 1
(2023).



pasangan sahnya. Sementara itu, Pasal 281 KUHP mengatur tentang
perbuatan asusila. Apabila seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat terbukti melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dikenakan
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus
perzinahan atau asusila yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia
akan diproses melalui peradilan militer. Pengadilan ini memiliki kewenangan
untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer,
termasuk kasus perzinahan atau asusila. Dalam prosesnya, prosedur hukum
yang diterapkan akan mengikuti sistem peradilan militer yang berlaku..®

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang memberikan Putusan
Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VI1I/2023, atas Tindak Pidana Perzinahan atau
Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi 2 yang dilaporkan oleh
orang yang merasa di rugikan dalam tindak pidana ini adalah suami sah Saksi
2 atas nama Saksi 1 (Pelapor). Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-
2). pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS
DKT 02.07.04 Bandar lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit
tersebut,dan Bahwa Pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak
Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan dan mereka
menjalin hubungan pacaran,dan sering bermesraan dan pada bulan Januari
2022 tersangka dan saksi 2 menyewa kamar kos di dusun sindang sari ,kab
lampung selatan mereka melakukan hubungan badan layak nya pasangan
suami istri,lalu pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke
Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, dan
berhubungan badan layak nya pasangan suami istri Selanjutnya tanggal 2 Mei
2022 dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 selaku istri Terdakwa mendapat
informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA)
mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa.’

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan

menganalisis Proses, Sanksi terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila

® Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional
Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung,” Jurnal Yustitiabelen 3, no. 1
(2017): 39-60.
7. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-04
palembang/kategori/pidana-militer-1.html, 83-K/PM 1-04/AD/VI1/2023.di Axses pada tanggal 17

oktober 2024



yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. dan juga

Pentingnya penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer, serta

penguatan etika dan moral dalam pendidikan dan pembinaan prajurit,serta

program konseling guna mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di

kemudian hari.dan sanksi yang diterapkan juga relatif berat dikarenakan

memiliki hubungan sesama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, Untuk
itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang

dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah pengadilan militer 1-04

palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor : 8§3-K/PM 1-04/AD/V11/2023),

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas,adapun di uraikan permasalahan
sebagai berikut:

1. gaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-
04/AD/V11/2023?

2. Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana
perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia?



C. Ruang Lingkup
Pokok kajiannya adalah pokok kajian dan permasalahan yang dibahas
terbatas. Ruang lingkup kajian ini mencakup Proses hukum bagi prajurit TNI
yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Militer.dan sanksi hukum yang dijatuhkan

kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti

melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-
04/AD/V11/2023?

2. Menganalisis Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak
pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Didalam kajian yuridis tindak pidana militer mencakup Penelitian yang

memberikan tinjauan akademis terhadap penerapan hukum militer dalam



kasus perzinaan atau asusila, yang dapat digunakan sebagai referensi
dalam studi hukum militer.Sedangkan di dalam Perbandingan hukum
Kajian ini juga dapat menjadi perbandingan antara penegakan hukum
militer dan hukum Sipil mengenai tindak pidana perzinahan atau asusila,
sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dalam penanganan kasus
serupa.
2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum prajurit TNI tentang
pentingnya menjaga disiplin dan moral, serta akibat hukum yang
ditimbulkan dari tindak pidana seperti perzinahan atau Asusila.dan Juga
Kajian ini akan membantu para panglima militer dan pengambil kebijakan
mengevaluasi dan memperkuat aturan disiplin internal terkait pelanggaran

moral demi menjaga citra dan wibawa TNI AD.

E. Kerangka Konseptual
Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini
maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna
yaitu :

1. Tinjauan hukum berarti kajian yang cermat, pertimbangan (pemahaman)
terhadap pandangan dan pendapat dari sudut pandang hukum. Pentingnya
pertimbangan hukum dari sudut pandang hukum pidana dapat
disejajarkan dengan pertimbangan hukum pidana substantif. suatu
kegiatan yang mempertimbangkan dengan cermat semua ketentuan dan

peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana,



kejahatan apa yang telah dilakukan, unsur kejahatan mana yang telah
dipenuhi, dan kepada siapa pelakunya ditunjuk.®

2. Perzinahan adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang
menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya yang sah. dan
perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP). Asusila mencakup tindakan dan perilaku yang dianggap tidak
pantas secara sosial dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di
atur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
Kejahatan maksiat lebih luas dari perzinahan karena mencakup berbagai
bentuk perbuatan seksual dan tidak senonoh, baik atas dasar suka sama
suka maupun tidak.’

3. Prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) adalah
anggota militer yang bertugas sebagai bagian dari Angkatan Darat TNI
yang merupakan salah satu cabang utama Tentara Nasional Indonesia.
Pasukan TNI AD bertugas menjaga kedaulatan negara, menjaga wilayah
Indonesia, serta menjaga keselamatan dan keamanan negara dari segala
ancaman, baik internal maupun eksternal ™

4. Peradilan militer dalam sistem ketatanegaraan menegakkan kekuasaan
kehakiman di lingkungan TNI guna memelihara hukum dan keadilan
sekaligus melindungi.Pengadilan militer berwenang mengadili perkara

pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika

Pengertigan Tinjuan Yuridis http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapa
nya-di-masyarakat.html, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.
® Agustina Kakiay and Wigiyanti, ” Jurnal Riset llmiah Vol 1, No. 01 (2022): him 15-18.

10 https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara Nasional Indonesia_Angkatan Darat,diaxses
pada tanggal 17 oktober 2024.
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masih aktif bertugas dan/atau orang yang berada di bawah kewenangan
pengadilan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.
Pengadilan Militer 1-04 Palembang Berkedudukan di Palembang,
berfungsi sebagai pengadilan kelas satu bagi prajurit TNI berpangkat
kapten, meliputi provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung,
dan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Pengadilan Militer Palembang harus menyelaraskan fungsi organisasi,
administrasi, dan keuangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien.™

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Kredibilitas Penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya
plagiarisme antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.
Penelitian Hukum yang Berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN
OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER 1-04 PALEMBANG” (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-
04/AD/V11/2023).dan asli dilakukan penelitian sendiri oleh peneliti,dengan
studi kepustakaan dan lapangan.
Tabel ini sebagai perbandingan atau reverensi terhadap penelitian skripsi

milik saya dengan peneliti skripsi terdahulu:

11

https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024.pada
tanggal 17 oktober 2024,pukul 11:17
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Tabel I.I Review Skripsi dan Jurnal
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NO | JUDUL,TAHUN NAMA METODE PEMBAHASAN
PENELITIA | PENELITIAN
N

1 Penerapan Pasal 281 | AgusSusanto, Metodepenelitian Membahas tentang
KUHP tentang | Saepuddin yuridis empiris. | penyelesaian perkara
perkara asusila yang | Zahri,Khalisah Sumber data terdiri | ,dan hambatan dalam
dilakukan  Prajurit | Hayatuddin dari data primer, | perkara tindak pidana
TNI (Studi Kasus data sekunder dan | asusila dan juga Guna
PutusanPengadilan data tersier mencegah Untuk
Militer 1-04 mencegah terjadinya
Palembang  Nomor tindak pidana asusila,
21-K/PM 1- perlu meningkatkan
04/AD/1V/2021) penyuluhan hukum

kepada para prajurit TNI
agar menyadari bahwa
hal tersebut merupakan
pelanggaran dalam
hukum pidana militer.
Pelaku akan dikenai
sanksi berat dan dapat
dipecat atau
diberhentikan dari dinas
militer.

2 TinjauanYuridis Almi,BO111710 | Hukum  normatif | penerapan hukum pidana
TerhadapTindak 79  Peminatan | adalah aturan yang | materil oleh hakim
PidanaPerzinahan pidana ditetapkan oleh | terhadap tindak pidana
Yang Dilakukan Oleh | departemen pemerintah atau | perzinahan yang
Oknum hukum pidana | lembaga  otoritas | dilakukan oleh oknum
Tentara Nasional | fakultashukum untuk mengatur | TNI AD
Indonesia Angkatan | universitas perilaku masyarakat
Darat (Studi Kasus | hasanuddin Penelitian normatif
PutusanNomor:39- makasar 2021 sering disebut
K/Pm-Ii penelitian doctrinal.
09/Ad/1v/2019) Fokus utamanya

adalah dokumen
peraturan,  bahan
pustaka, dan hukum
yang dianggap
sebagai norma yang
berlaku dan
menjadi  pedoman
perilaku.

3 Angkatan Darat | YudaPrihandana | Metode Penelitian | Penerapan unsur-unsur
YangMelakukan 1, Sherly | yang digunakan | dalam tindak pidana
Tindak Pidana | Adam2, Leony | adalah  Penelitian | asusila,danpertimbangan
Asusila  Di  Muka | Lokollo 3, | hukum  normatif. | hukum hakim dalam
Umum FakultasHukum | Pendekatan tindak pidana asusila

Universitas Penelitian  adalah | yang dilakukan oleh
Pattimura,Ambo | pendekatan oknum Tentara Nasional
n,Indonesia. perundang- Indonesia

undangan,
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pendekatan

koseptual dan
Pendekatan Kasus.
Sumber hukum
yang digunakan
terdiri dari bahan

hukum primer,
sekunder, dan
tersier. Cara
pengumpulan bahan
hukum melalui

studi  kepustakaan
kemudian dianalisis
dengan  perspektif
kualitatif.

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas yang membedakan peneliti

terdahulu dengan penelitian milik saya adalah

1. Penelitian Jurnal Agus Susanto, Saepuddin Zahri,Khalisah Hayatuddin,
Penerapan Pasal 281 KUHP tentang perkara asusila yang dilakukan
Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Nomor 21-K/PM 1-04/AD/IV/2021),ada kesamaan di latar belakang tetapi
terdapat perbedaan dari permasalahan dan pembahasan,fokus pada
penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana
Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal
281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hambatan dalam
penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di
Pengadilan Militer I-04 Palembang

2. Penelitian Skripsi  Almi,BO11171079 Peminatan pidana departemen
hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makasar 2021,
TinjauanYuridis TerhadapTindak PidanaPerzinahan Yang Dilakukan Oleh

OknumTentaraNasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus
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PutusanNomor:39-K/Pm-Ii  09/Ad/Iv/2019), ada perbedaan di latar
belakang,permasalahan dan pembahasan,fokus pada kualifikasi perbuatan
terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD dan
penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana
perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD

Penelitian Jurnal YudaPrihandanal, Sherly Adam2, Leony Lokollo 3,
Fakultas Hukum Universitas Pattimura,Ambon, Indonesia, Angkatan Darat
Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum, ada perbedaan
di latar belakang, permasalahan dan pembahasan fokus pada Penerapan
Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI AD Yang Melakukan
Tindak Pidana Asusila Dimuka Umum dan Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum Yang Dilakukan
Prajurit TNI AD

Penelitian Skripsi milik saya tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak
pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di
wilayah pengadilan militer 1-04 palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor
: 83-K/PM 1-04/AD/V11/2023),fokus pada Proses hukum bagi prajurit TNI
yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sanksi hukum yang dijatuhkan
kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti
melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang pembahasan-pembahasan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan judul dan ruang lingkup penelitian maka metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dan di dukung oleh
data Empiris Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian terhadap Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer, di siplin Militer, Sanksi, Pemidanaan dan Penegakan Hukum dalam

kasus tindak pidana perzinaan atau asusila.dan peraturan terkait lainnya.*’

2. Sumber Data
Sumber data yang di peroleh yaitu:

a. Data primer: Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Militer 1-04
Palembang Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/V1I/2023,Melakukan wawancara
dengan hakim atau Ahli Hukum dan Observasi.

b. Data Sekunder: Data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku,
jurnal, dan artikel yang membahas kejahatan perzinahan atau Asusila,
undang-undang disiplin militer, dan analisis putusan pengadilan militer.
Hal ini juga mencakup dokumen hukum terkait lainnya, termasuk
peraturan hukum.surat dakwaan,tuntutan,putusan.

Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang di dapat dari Undang-

Undang,Peraturan Perundang-Undangan.

2 Almasdi Syahza, Buku-Metopel-2021-ISBN-978-623-255-107-7, 2021.
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di dapat dari buku
hukum,jurnal hukum

c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan
ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

a. Studi pustaka (literature research) mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah,
dan dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang terkait Tentara
Nasional Indonesia, serta peraturan internal militer yang berkaitan dengan
tindak pidana perzinaan atau asusila.

b. Studi lapangan (field research).studi lapangan dilakukan dengan cara

melakukan wawancara.
4. Analisis Data
Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana dalam
sumber studi ini untuk memahami dan mendeskripsikan karakteristik suatu
fenomena atau populasi tanpa mengubah variabel,dalam tindak pidana
perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat, serta bagaimana hal itu ditangani oleh Pengadilan

Militer 1-04 Palembang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh

wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena hukum atau

sosial dalam konteks militer.
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H. Sistematika Penulisan
Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang
Lingkup,Tujuan Penelitian ,Manfaat Penelitian ,Kerangka Konseptual
,Review Studi Terdahulu yang Relevan ,Metode Penelitian ,Sistematika

Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Yang berisikan penjelasan tentang Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana
Perzinahan dan Asusila, Tentara Nasional Indonesia (TNI),Aturan
Hukum,Disiplin Militer,Sanksi Hukum,Kewenangan Pengadilan Militer 1-

04 Palembang, teori penegakan hukum, teori pemidanaan.

BAB III Pembahasan

Yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian secara khusus
menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai
bagaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia
yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-
K/PM 1-04/AD/VII/2023 dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada

prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti
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melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

BAB IV Penutup

Dalam Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian penjabaran pada

skripsi ini dan serta memberikan saran.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pelaku adalah tindakan yang merupakan hukum yang dilarang sesuai
dengan aturan hukum pidana. Oleh karena itu, semua tindakan kriminal harus
secara tegas menyatakan tindakan yang dilarang bersama dengan sanksi
pidana tetap jika terjadi pelanggaran hukum. Hukum pidana dapat
didefinisikan sebagai bagian dari aturan hukum negara berdaulat, termasuk
tindakan terlarang, di mana sanksi pidana dikenakan, dan dalam hal ini sanksi
pidana ditegakkan oleh negara untuk menerapkan praktik pidana. Pertanyaan

hukum pidana dalam arti kritis.."

Memahami Tindak Pidana dirumuskan dengan baik dalam RUU
tersebut. Pasal 11 (1) menyediakan untuk yang berikut: Perilaku pidana
melanggar hukum atau peraturan yang digambarkan sebagai undang -undang
yang dilarang dan diancam oleh penjahat. Tindakan kriminal adalah tindakan
yang melanggar aturan yang ditentukan oleh hukum dan harus dihukum oleh
seseorang sesuai dengan kesalahan. terhadap undang -undang yang
mengharuskan Anda dinyatakan bersalah dan dianggap bertanggung jawab

atas tindakan Anda. Perilaku pidana juga merupakan tindakan hukum yang

 Joko Sriwidodo, Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia , Penerbit Kepel Press, Jakarta
2019, hlm 1-2
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mungkin dikenakan sanksi dalam bentuk kejahatan (penjara, denda, atau
hukuman lainnya). Hukuman ini bertujuan untuk mempertahankan keadilan,

melindungi masyarakat, dan mencapai efek sulit

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur tindak

pidana umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur
subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan fisik atau perbuatan yang
dilakukan dalam suatu tindak pidana, sementara unsur subjektif berfokus
pada niat atau motif batin pelaku dalam melakukan kejahatan. Agar seseorang
dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, kedua unsur ini harus

terpenuhi.

Adapun Unsur Objektif Tindak Pidana adalah :

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;

b. Kualitas dari si pelaku

Unsur Subjektif TindakPidana adalah :

a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),

b. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

€. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,

dan lain-lain;

" Aksi Sinurat,Buku Azas-Azas Hukum Pidana Materil Dilndonesia, Penerbit Lembaga
Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023,him 112-113
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d. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan Perzinahan atau Asusila

menurut Pasal 284 atau 281Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Unsur subjektif merujuk pada tindakan seseorang yang dianggap tidak
diinginkan dalam hukum. Unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik
individu maupun kelompok, serta niat atau kesadarannya dalam melakukan
tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang
secara hukum dilarang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku, tanpa memperhitungkan dampak atau konsekuensi yang mungkin

ditimbulkan oleh pelaku...”

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana merupakan hukuman atau tindakan yang
diberikan oleh pengadilan kepada individu yang terbukti melakukan
kejahatan atau pelanggaran hukum. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk
menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, menjaga keamanan
masyarakat, serta membantu proses rehabilitasi bagi pelaku agar dapat

kembali berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku..

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10

tersebut adalah :

e Pidana Pokok

a. Pidana mati

“Youngky Fernando dan Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus
Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,”
Jurnal Ilmiah Manazir Vol 1, No. 1 (2023): hlm 57-71.
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b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda

e. Pidana tutupan (terjemahan BPHN)).
e Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim."

4. Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses
penghukuman. Penghukuman ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana
dan alasan yang membenarkan (justifikasi) pemberian hukuman terhadap
seseorang yang, melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap (incracht van gewijsde), terbukti secara sah melakukan tindak
pidana. Kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana
sepenuhnya berada di tangan negara sebagai pemegang otoritas hukum.
Pemidanaan merupakan proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak
pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari pemidanaan
meliputi penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, pemberian efek jera,
rehabilitasi pelaku, serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa

mendatang.

1o Teng Junaidi Gunawan, “Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi -
Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum,” Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol 3, No. 2
(2022):hIm 53-71,
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Unsur utama pemidanaan meliputi:

a. Tindakan melawan hukum
b. Kesalahan pelaku
c. Pembuktian di pengadilan

d. Putusan hakim

Bentuk-bentuk pemidanaan antara lain:

a. Pidana pokok seperti penjara, denda, dan hukuman mati.
b. Pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang

tertentu.’’

Teori Pemidanaan

a. Teori Relatif (Deterrence)

Salah satu teori dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan
utama dari pemberian hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan
di masa mendatang. Teori ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan,
tetapi juga bertujuan memberikan dampak terhadap masyarakat luas dengan

menciptakan efek jera (deterrent effect).

Hukuman dijatuhkan kepada pelaku untuk mencegah mereka
mengulangi tindak kejahatan serupa. Pendekatan ini menitikberatkan pada
individu pelaku dengan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan

atau menyakitkan agar mereka enggan mengulangi perbuatannya.

' Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan
Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi
Manusia, Vol 5(No 1), (2023), hlm 1-6.
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Teori ini melihat hukuman dari perspektif yang lebih praktis, di mana
tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Teori
Relatif (Deterrence Theory) berfokus pada penggunaan hukuman sebagai
sarana pencegahan, baik dengan menimbulkan rasa takut di kalangan
masyarakat umum (pencegahan umum), maupun dengan memastikan bahwa

pelaku tertentu tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus). **
b. Teori Absolut

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai Teori Pembalasan
(Retributive Theory), adalah pendekatan dalam hukum pidana yang
menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan diberikan semata-mata
sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam teori ini, pidana
dianggap sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari kejahatan, tanpa
mempertimbangkan aspek pencegahan atau rehabilitasi bagi pelaku. dasar
pemikiran teori ini terletak pada prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum
harus disertai dengan hukuman yang setimpal. Pemikiran ini berakar dari
filsuf seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kant
berpendapat bahwa hukuman harus diberikan karena kejahatan telah terjadi,
bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau perbaikan. Sementara itu,
Hegel beranggapan bahwa hukuman berfungsi untuk memulihkan
keseimbangan moral yang terganggu akibat suatu kejahatan. dengan demikian,

Teori Absolut berlandaskan pada prinsip keadilan retributif, di mana hukuman

'® Siti Nabilah Utami et al., “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan
Pidana Pada Perkara Narkotika,” Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Vol 02, No.
01 (2023): hlm 1-25.
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yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan

yang telah dilakukan oleh pelaku.™

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila

a) Pengertian Perzinahan dan Asusila

Perzinahan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh
seseorang yang telah menikah dengan individu lain yang bukan pasangan
sahnya. Tindak pidana ini tidak dapat diproses hukum kecuali jika suami atau
istri yang dirugikan mengajukan pengaduan. Perzinahan juga melibatkan
unsur kesengajaan, yang berarti bahwa niat pelaku harus dapat dibuktikan
agar dapat dinyatakan secara sah telah melakukan perbuatan tersebut. Oleh
karena itu, perbuatan ini hanya dapat dikenakan sanksi jika terbukti bahwa
pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang termasuk dalam
kategori perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Asusila merupakan perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan
norma kesopanan dan etika yang berlaku di masyarakat. Secara umum,
kejahatan moral mencakup segala perbuatan yang bertujuan untuk
memperoleh kepuasan seksual namun sekaligus melanggar nilai-nilai
kesusilaan dan kehormatan. tindak pidana asusila telah diatur dalam Pasal

281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur

° Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022).
"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol 6, No (2),
hlm 178-192.,

%% Nasruddin S, Achmad Nurdaim, Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946,
UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam, Jurnal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 1
Februari 2024 hal. 1-13
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mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di ruang

publik atau dalam situasi tertentu yang dapat merusak moral dan etika

sosial.?*

b) Aturan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan atau asusila
yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

Aturan Hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
Mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, yang menjadi dasar
hukum utama dalam kasus-kasus perzinahan. atau asusila dalam Pasal
284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana *

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Hukum militer mengatur berbagai tindak pidana yang dapat dilakukan
oleh anggota militer, termasuk pelanggaran yang merusak kehormatan,
seperti perzinahan atau perbuatan asusila. tindak pidana perzinahan
maupun asusila dianggap sebagai pelanggaran serius dalam lingkungan
militer karena dapat merusak citra, mencederai kehormatan institusi,
serta melemahkan disiplin prajurit..”

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak
pidana, termasuk perzinahan atau perbuatan asusila. Pengadilan Militer
memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum militer. Selain itu, peraturan ini juga mengatur
mekanisme penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan yang berbeda
dari sistem peradilan umum, menyesuaikan dengan disiplin dan hierarki
dalam lingkungan militer..”*

2 Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal Humaniora,
Vol. 12, No. 2, 2000, hal. 157,https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-
asusila-pengertian-dan-unsurnya. di Akses pada tanggal 04 November 2024,pukul 13.20 wib

?? Viena Nungky Kusuma et al., “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023,” Jurnal UNES Law Review ,Vol
6, no. 1 (2023): hlm 2193-2206,

Zwikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang Hukum_Pidana Militer, No. 167. Sumber:
Indeks:KUHPM.pdf,di Akses pada tanggal 25 November 2024,pukul 07:28 WIB

** Tiarsen Buaton etal., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia ( Reform of the
Indonesian Military Justice System )” Jurnal Studi Multidisiplin [lmu Vol 2, No 1 (2024): hlm 37—
51.
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d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki aturan yang mengatur
disiplin prajurit, termasuk kewajiban untuk menjaga kehormatan institusi
militer. Setiap pelanggaran terhadap etika dan disiplin, seperti
perzinahan, dapat dikenakan sanksi dan diproses melalui mekanisme
hukum militer..”

e. Hukum Disiplin Militer (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014)
Selain dijatuhi hukuman pidana, anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang melakukan perbuatan asusila juga dapat dikenakan sanksi
administratif atau disiplin militer. Sanksi ini dapat berupa teguran,
penahanan disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian
tidak hormat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. perbuatan
asusila atau perzinahan yang mencoreng kehormatan institusi dan
merusak moral prajurit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat
yang mengancam disiplin serta tata tertib militer.*®

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan angkatan bersenjata
negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI
memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta melindungi bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang
dapat mengganggu stabilitas negara. sebagai alat pertahanan negara, Tentara
Nasional Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional,

melaksanakan kebijakan pertahanan, serta menggelar operasi militer baik

* Kariawan, 1. M., Haerani, H., & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia
Dalam Penyelengaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia . Unizar Recht Journal (URJ),Vol 1,No 4 (2022),hlm 476

*® Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Fakultas Hukum, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , Vol 1, No 5,
2023,hlm 244-251.
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dalam situasi perang maupun tugas non-perang. Selain itu, TNI juga berperan
aktif dalam misi perdamaian, baik di tingkat regional maupun internasional,

guna mendukung stabilitas global..”’

2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal dari perjuangan
bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dari
ancaman Belanda yang berupaya kembali menjajah melalui kekuatan militer.
Pada awalnya, TNI berasal dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat
(BKR), yang kemudian, pada 5 Oktober 1945, diubah menjadi Tentara
Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya, nama tersebut kembali diubah
menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa perjuangan
mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-
laskar perjuangan atau Badan Perjuangan Rakyat. Pemerintah Indonesia terus
berupaya menyempurnakan organisasi militer nasional, sembari berjuang
dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai
langkah penyatuan antara Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara
reguler dan berbagai badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden
Soekarno secara resmi mengesahkan pembentukan Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Keberadaan TNI tidak terlepas dari sejarah organisasi
militer yang telah ada sejak zaman kolonial, seperti Koninklijk Nederlandsch-

Indisch Leger (KNIL). Sejak awal berdirinya, organisasi militer ini

” Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin, “Kewenangan Tentara
Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana,” Limbago: Jurnal of
Constitutional Law Vol 2, No. 2 (2022): hlm 285-99,.



28

mengalami beberapa perubahan nama, dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian menjadi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah adanya pemisahan antara
militer dan kepolisian, nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali

digunakan hingga saat ini..*®

3. Disiplin Militer (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk
kepatuhan dan ketaatan penuh dari setiap prajurit yang didasari oleh
kesadaran diri serta berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib
Tentara Nasional Indonesia. Disiplin ini mengarahkan prajurit untuk
menjalankan tugas dan kewajiban, serta berperilaku sesuai dengan norma dan
aturan dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia . Dasar hukum
disiplin prajurit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia, yang menjadi pedoman dalam menegakkan disiplin secara benar
dan tegas. Tingkat kedisiplinan prajurit sangat bergantung pada kesadaran
individu serta efektivitas organisasi militer itu sendiri. Pelanggaran disiplin
prajurit mencakup segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh
anggota Tentara Nasional Indonesia, baik disengaja maupun tidak, yang
melanggar peraturan disiplin prajurit. Selain itu, pelanggaran juga mencakup

tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Sapta Marga dan Sumpah

%8 Endro Tri Susdarwono, “Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Dan Sejarah Kebijakan Awal
Pembentukan Tentara Nasional Indonesia,” ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah Vol
16, No. 1 (2020): hlm 1-18,
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Prajurit, peraturan kedinasan, serta perbuatan yang merugikan organisasi TNI
atau mencoreng kehormatan prajurit. »

SAPTA MARGA

a) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan
Pancasila.

b) Kami Patriot Indonesia Pendukung Serta Pembela Ideologi Negarayang
Bertanggung Jawab dan Tidak Kenal Menyerah.

c) Kami Kesatria Indonesia yang Bertagwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan.

d) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara
dan Bangsa Indonesia.

e) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin,
Patuh dan Taat Kepada Pimpinan serta Menjunjung Tinggi Sikap dan
Kehormatan Prajurit.

f) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan
didalam Melaksanakan Tugas Serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti
Kepada Negara dan Bangsa.

g) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia dan Menepati Janji Serta

Sumpah Prajurit.

 Tuta Herawati et al., “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii
Sriwijaya,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 2, No. 1 (2022): hlm 155—
70.
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SUMPAH PRAJURIT

a)

Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

c) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab
kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

8. WAJIB TNI

a) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.

b) Bersikap sopan santun terhadap rakyat.

€) Menjunjung tinggi kehormatan wanita.

d) Menjaga kehormatan diri di muka umum.

e) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.

f) Tidak sekali-kali merugikan rakyat.

g) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

h) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi

kesulitan rakyat sekelilingnya.

Hukum disiplin bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat

penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan oknum

Tentara Nasional Indonesia dan menarik perhatian masyarakat. Tindakan

kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Disiplin Prajurit
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Tentara Nasional Indonesia yang mencoreng citra serta integritas institusi
militer di Indonesia. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Tentara
Nasional Indonesia menjadi dorongan bagi upaya pembenahan dan penataan
kembali sistem disiplin prajurit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan
landasan hukum yang lebih kuat, dalam bentuk undang-undang, guna
mengatur dan menertibkan perilaku prajurit dalam sistem pembinaan militer.
disiplin dalam militer bukan sekadar aturan, tetapi merupakan bentuk
ketaatan dan kepatuhan yang wajib dijalani oleh setiap prajurit. Bagi seorang
anggota Tentara Nasional Indonesia, disiplin adalah pola hidup yang harus
diterapkan dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya. Prajurit yang
terbukti melanggar hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi, baik dalam
bentuk tindakan disiplin maupun hukuman disiplin, sesuai dengan aturan

yang berlaku..*

Sebagai garda pertahanan negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia
(TNI) memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,
Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI dalam setiap
pelaksanaan tugasnya. Selain itu, sebagai warga negara, setiap prajurit juga
harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus
bagi anggota militer. Ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit Tentara
Nasional Indonesia (TNI) mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan

¥ Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu., Implementasi Sanksi

Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan
Undang-undang Nomor 25/2014 Tentan g Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb),Jurnal
kajian hukum Iuris studia,Vol 5,No1,(2024) him 514.
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Disiplin Prajurit, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kehidupan dan

kedisiplinan dalam lingkungan militer.

Dalam dunia kemiliteran, disiplin dan kehormatan adalah prinsip
utama. Ketika seorang prajurit melanggar norma moral, hal ini tidak hanya
mencoreng nama pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu di antara
sesama rekan prajurit. Unit militer yang bersangkutan mungkin merasa
reputasinya tercemar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada semangat
korps (esprit de corps). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
menerapkan kode etik dan standar moral yang ketat. Pelanggaran seperti
perzinahan atau tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran serius
terhadap nilai-nilai tersebut dan mencerminkan lemahnya moralitas pelaku.
Jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelanggaran
etika dapat ditoleransi, yang pada akhirnya dapat merusak fondasi moral
institusi militer. Kasus-kasus semacam ini sering kali memicu seruan untuk
memperketat disiplin dan pengawasan di lingkungan Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat. Oleh karena itu, institusi militer mungkin perlu
melakukan evaluasi dan perbaikan sistem guna mencegah pelanggaran serupa

di masa depan..*!

' Adwin Wibisono, Buku “Batas Moral Kepatuhan: Sebuah Kajian ETtika Militer
Clausewiitz dalam Buku Vom,” 2023,hlm 2-4.
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4. Sanksi-Sanksi hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan pelanggaran hukum disiplin militer

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum
disiplin militer akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer serta peraturan internal militer. Pemberian sanksi ini
menjadi  kewenangan Atasan Menghukum (ANKUM), yang dapat
menjatuhkan tindakan disiplin dalam bentuk hukuman fisik dan/atau teguran
lisan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran prajurit
dan mencegah terulangnya pelanggaran disiplin di lingkungan militer. Sanksi-
sanksi tersebut umumnya terdiri dari:

a) teguran;

b) penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau

C) penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

d) sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.®

Prajurit yang terbukti bersalah dapat dikenai berbagai sanksi, mulai
dari hukuman pidana, seperti penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan
dari dinas militer, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya
terhadap institusi militer. Selain sanksi pidana, prajurit juga dapat menerima
hukuman disipliner yang diberikan oleh atasan langsung. Tindak pidana

perzinaan atau asusila bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit,

32 Aldy Mirozull, Aprilian Nurahsan, M. Reza Saputra,Irwan Triadi, Peran Ankum Dalam
Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit,
JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2, No. 4 Tahun( 2024) hlm 145-155.
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disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta norma
sosial dan moral yang dijunjung tinggi dalam lingkungan militer. Sebagai
institusi yang menuntut prajurit untuk menjaga kehormatan dan nama baik
satuan, pelanggaran seperti ini dapat mengganggu tatanan dan kedisiplinan
militer, sehingga peradilan militer menangani kasus tersebut dengan serius
untuk menjaga ketertiban dan integritas institusi.*

Atasan yang berwenang menghukum dalam komando kesatuan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin melalui sidang disiplin. Dalam menjatuhkan sanksi,
ANKUM harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan
keadilan serta memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama di masa depan. Keputusan ANKUM mengenai hukuman
disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Setelah
ditetapkan dalam sidang disiplin, hukuman tersebut segera dilaksanakan dan
dicatat dalam buku hukuman serta data personel, sebagai bagian dari rekam
jejak pelanggaran hukum disiplin militer..>*

Pemberian sanksi terkait pelanggaran disiplin militer ini juga
bertujuan untuk :

a) Membantu prajurit Tentara Nasional Indonesia menyadari kelalaian

dalam menjalankan tanggung jawabnya serta menanamkan semangat

* Rahmadani Husni and R Rahaditya, “Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Dalam
Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat ( 1 ) KUHP ( Studi Putusan No . 126- K/ PM . II-
08 /AD / VII /2020 )”Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No. 2 (2023): hlm 5991-5995.

** Andhika Okta Syahbana., Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana
Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal, Jurnal Ilmu Hukum Sosial
dan Humaniora Vol. 1 No. 4 Oktober 2024, hlm 287-294
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dan pemahaman agar lebih menghormati serta mematuhi peraturan yang
berlaku.

b) Menimbulkan efek jera guna memperingatkan prajurit lain agar tidak
mengulangi pelanggaran serupa, dengan menerapkan sanksi administrasi
yang adil, proporsional, dan berlandaskan hukum.

€) Melindungi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, dengan
menekankan bahwa penegakan disiplin tidak semata-mata bertujuan

untuk memberikan hukuman, tetapi lebih mengutamakan pembinaan.*

D. Kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum
disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pengadilan Militer 1-04 Palembang memiliki kewenangan khusus
untuk mengadili kasus yang melibatkan prajurit TNI, termasuk tindak pidana
perzinaan atau asusila. Lembaga ini bertugas memeriksa dan mengadili
berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer, baik yang
tergolong tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Namun,
berdasarkan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, prajurit
TNI tunduk pada peradilan militer untuk kasus pelanggaran hukum militer,
sedangkan untuk tindak pidana umum, mereka berada di bawah kewenangan

peradilan umum. *

% Adelia Kartika Nur Huda., Saiful Abdullah, Kewenangan Memeriksa dan Mengadili
Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota
Militer, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial,Vol.3, No.4,Desember2024, him 513

* Ibid, him 267-281
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Pengadilan Militer [-04 Palembang memiliki kewenangan untuk
mengadili anggota TNI yang bertugas di wilayah hukum Sumatera Selatan,
Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Yurisdiksi ini mencakup
prajurit yang terlibat dalam tindak pidana selama masa dinas aktif atau dalam
situasi yang berkaitan dengan tugas militer. Sebagai bagian dari sistem
peradilan militer, Pengadilan Militer [-04 Palembang berwenang menangani
kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI aktif, termasuk pelanggaran
disiplin militer yang mengandung unsur pidana. Kewenangan ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kewenangan Pengadilan Militer [-04 Palembang yaitu:

a) Kasus Pidana Militer: Meliputi pelanggaran pidana umum yang dilakukan
oleh anggota TNI serta tindak pidana yang berkaitan dengan hukum
militer, seperti desersi, pelanggaran berat terhadap disiplin militer, atau
tindakan yang mengganggu struktur dan ketertiban dalam institusi militer.

b) Kejahatan Terkait Pelanggaran Disiplin Militer: Jika suatu pelanggaran
disiplin meningkat menjadi tindak pidana, maka kasus tersebut akan
diproses lebih lanjut dan disidangkan di Pengadilan Militer.

c) Kasus yang Melibatkan Kode Etik Militer: Meskipun pelanggaran disiplin
ringan umumnya diselesaikan secara internal, pelanggaran serius yang
mencoreng kehormatan militer dapat dibawa ke peradilan militer untuk

diproses lebih lanjut..”’

*” Arie Sudihar ., Pembina: Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab,Buku Komisi
Yudicial,Advokasi untuk menjaga kehormatan hakim, Edisi Juli-Desember 2021 ,him 26
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E. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum Filosofis

Teori penegakan hukum filosofis merupakan pendekatan yang melihat
penegakan hukum tidak sekadar sebagai penerapan aturan secara teknis,
tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, moralitas,
dan etika dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya
memahami esensi hukum, tujuan hukum, serta nilai-nilai fundamental yang
mendasarinya. Dengan demikian, penegakan hukum harus selaras dengan
prinsip keadilan substantif. Hukum perlu sesuai dengan norma moral dan
etika yang berlaku di masyarakat agar pelaksanaannya tidak bertentangan

dengan rasa keadilan publik..*®

2. Teori Disiplin Militer

Teori Disiplin Militer menitikberatkan pada prinsip-prinsip yang
mengatur kepatuhan prajurit terhadap peraturan dan etika yang ketat guna
menjaga efektivitas, keteraturan, dan kehormatan institusi militer. Disiplin
militer merupakan aspek fundamental dalam kehidupan militer yang
memastikan ketaatan, kesiapsiagaan, dan kekompakan pasukan dalam
menghadapi berbagai situasi. Disiplin ini mencerminkan kepatuhan tanpa
syarat terhadap peraturan, perintah atasan, serta norma dan etika yang berlaku
di lingkungan militer. Selain itu, disiplin militer juga mencerminkan sikap
dan perilaku yang menunjukkan rasa tanggung jawab serta komitmen

terhadap tugas sebagai prajurit.

® Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila
Anak di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 2,No (2), him 128-135.
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BAB III

PEMBAHASAN

Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan
tindak pidana perzinahan atau asusila dalam perkara Nomor: 83-K/PM
1-04/AD/V11/2023

Proses hukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam Hukum Militer. Proses ini
berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
(KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Secara umum, tahapan dalam Peradilan Militer mencakup
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan militer,
hingga pelaksanaan putusan. Mengingat bahwa tersangka merupakan anggota
Tentara Nasional Indonesia, maka aparat penegak hukum yang berwenang
juga berasal dari lingkungan militer, seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan

Hakim Militer.

Tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana
perzinaan atau asusila yang dilakukan oleh tersangka dilakukan oleh Polisi
Militer Denpom II/3 LS. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, proses tersebut
menjadi kewenangan Oditur Militer yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tuntutan hukum. Sementara itu, dalam tahap persidangan,

perkara ini diadili oleh Hakim Militer yang berwenang memproses kasus di

% Ruslan Abdul Gani, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Darat (TNI AD) yang Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum “ Vol 2, No 4, 2020, him 61-

70.
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pengadilan militer. Seluruh proses hukum ini berlaku bagi individu yang
berstatus sebagai personel militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer.

1. Tahap Pemeriksaan Awal

Pemeriksaan awal dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom)
sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana perzinaan
atau asusila yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal, menggali
keterangan dari saksi maupun terduga pelaku, serta memastikan bahwa setiap
tahapan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan militer yang
berlaku. Polisi Militer memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti
guna memastikan bahwa perkara yang ditangani memiliki dasar hukum yang
kuat sebelum diajukan ke Pengadilan Militer. Seluruh tahapan pemeriksaan
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM).

Dalam perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang
melibatkan terlapor, laporan diajukan oleh Saksi 1 sebagai korban. Terlapor
diduga melakukan perbuatan tersebut dengan istri sah Saksi 1 pada rentan
waktu 5 Desember 2021 hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung.

Merasa dirugikan akibat kejadian tersebut, Saksi 1 melaporkan Tersangka
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melalui Laporan Polisi Denpom II/3 LS dengan Nomor LP-06/A-
06/1/2023/1dik. Dugaan tindak pidana ini dikenakan Pasal 281 ayat (1) dan

Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Uraian singkat perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila
yang tercantum dalam laporan polisi atas Tersangka adalah sebagai berikut
Pada hari Jumat, 23 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah
Saksi 1 yang beralamat di JI. Sultan Agung, GG. M. Bangsawan, No. 72,
Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, saksi 2, yang merupakan
istri sah Saksi 1, diketahui telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan
Tersangka. Berdasarkan laporan, keduanya diduga telah melakukan hubungan
badan layaknya suami istri di Hotel Amanda, Bandar Lampung, sekitar bulan
Agustus 2022 hingga tahun 2023, dengan rentang waktu kurang lebih selama

tujuh bulan.*

Polisi Militer Denpom 1I/3 LS melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila
yang melibatkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin
06/1/2023. Pada tanggal 11 Januari 2023, Polisi Militer mulai mengumpulkan
barang bukti, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi guna memperkuat

dugaan terhadap tersangka.

* putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/VI11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, him
4
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Dalam proses penyidikan, Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan
penahanan sementara terhadap tersangka untuk mencegah kemungkinan
melarikan diri serta demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelum
penahanan  dilakukan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan
sebagaimana tercantum dalam Surat R/11/1/2023 sebagai syarat administrasi
penahanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang
berkaitan dengan kasus perzinaan atau asusila serta menghadirkan para saksi
untuk dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah
tahap penyidikan dinyatakan selesai, berkas perkara dan tersangka
dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses penuntutan lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku..*!

Setelah laporan polisi dari Denpom II/3 LS dibuat, tersangka
menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom II/3 LS.
Penahanan ini bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan,
mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta
menghindari potensi gangguan keamanan. Selanjutnya, penahanan sementara
tersangka dilimpahkan ke Dandim 042/LS selaku atasan yang berhak
menghukum (ANKUM). Penahanan ini dilakukan berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara Nomor Kep/02/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023,
dengan durasi penahanan selama 20 hari. Setelah masa penahanan tersebut,

Perwira Penyerah Perkara dari Danrem 043/Gatam mengambil alih

* putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/V11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ,hlm
11



42

penahanan sementara pertama terhadap tersangka atas dugaan tindak pidana
perzinaan atau asusila. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor
Kep/08/1/2023 tertanggal 1 Februari 2023, dengan durasi 30 hari. Penahanan
sementara ini terus diperpanjang hingga penahanan sementara keenam,
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep/45/VI1/2023

tertanggal 7 Juli 2023, dengan durasi tambahan 30 hari..*?

Polisi Militer (PM) adalah unit di bawah komando Tentara Nasional
Indonesia (TNI) yang bertugas menegakkan hukum di lingkungan militer.
Peran utama Polisi Militer mencakup menjaga disiplin dan keamanan di
kalangan prajurit TNI, serta menangani pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh anggota militer. Selain itu, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap personel militer yang
diduga terlibat dalam tindak pidana militer, termasuk pelanggaran yang
terjadi di lingkungan militer atau dalam operasi militer. Dalam menjalankan
tugasnya, Polisi Militer bertanggung jawab mengumpulkan serta
menganalisis bukti guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan

aturan yang berlaku di lingkungan militer.*

Menurut penulis, Polisi Militer yang melakukan penyelidikan,
penyidikan, serta penahanan sementara telah memastikan bahwa tersangka

benar-benar melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila terhadap istri

* Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/VI1/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm
1

* Debby Nauli et al., “Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum
Dan Keadilan DalaHal. 304-309m Lingkungan Tentara Nasional Indonesia,” Jurnal Relasi Publik
Vol. 2 No. 3 Agustus 2024,
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sesama anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penahanan
sementara ini merupakan bagian dari proses hukum militer yang bertujuan
untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan kelancaran penyidikan. Selain itu,
tindakan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri selama

proses penyelidikan dan penyidikan be:rlamgsung..44

2. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan Pengadilan Militer 1-04

Palembang

a. Tahap dakwaan dan Tuntutan

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05
Palembang Nomor Sdak/69/V1/2023 atas nama terdakwa surat ini berisi
uraian mengenai dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang dilakukan
oleh terdakwa. Ddngan mempertimbangkan bukti yang diperoleh serta
keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta
terpenuhinya unsur-unsur yang relevan, Oditur Militer mendakwa terdakwa
Agus Saputra berdasarkan Pasal 284 ayat (1) -1 a dan Pasal 281 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perzinaan

dan/atau asusila. ©

Berikut adalah wuraian singkat mengenai perbuatan terdakwa
sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. terdakwa, yang merupakan

prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, didakwa melakukan

* Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/V11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

* Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/V11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, him
11
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tindak pidana perzinaan atau asusila dengan istri prajurit TNI lainnya.
Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di berbagai hotel di Bandar
Lampung, yang tidak hanya mencoreng nama baik institusi militer tetapi juga
melanggar norma disiplin dan etika keprajuritan. Tindakan tersebut dilakukan
secara sadar oleh terdakwa bersama saksi tanpa adanya tekanan atau
ancaman. kejadian pertama terjadi pada 5 Desember 2021 dan berlangsung

hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Militer 1-04 Palembang
Kapten Chk Sugiarto,S.H.,M.H. di dalam perkara tindak pidana perzinahan
atau asusila yang dilakukan oleh anggota tentara Nasional Indonesia yang
mana di adili di pengadilan militer 1-04 palembang merupakan Pemeriksaan
biasa proses persidangan pidana yang dilakukan secara lengkap dan
menyeluruh untuk menggali fakta-fakta hukum, memeriksa bukti-bukti, dan
mendengarkan keterangan para pihak. Proses ini dilaksanakan berdasarkan
tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jika

dilakukan di pengadilan militer.*

Menurut Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil:
Syarat Formil yang mana menerangkan identitas terdakwa Laki-laki,

Indonesia, Islam Prov. Lampung.

* Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024
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Syarat Materil menguraikan terkait perbuatan terdakwa didalam surat
dakwaan Oditur Militer, Adapun uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa
yang mana di dalam surat dakwaan menerangkan sebagai berikut Tindak
pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sekira tanggal
05 desember 2021 s.d bulan juli 2022 di wilayah provinsi lampung bersama
istri sah dari korban Saksi 1 yang dilakukan berulang kali di berbagai hotel di

Bandar lampung.*’

Dalam kasus ini, surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer 1-
05 Palembang telah memuat tuduhan yang jelas dan kemudian diterima oleh
Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dalam surat dakwaan tersebut, Oditur
Militer berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan

yang berlaku dan diancam dengan pidana yang sesuai.

Oditur Militer menyusun dakwaan terhadap terdakwa dalam bentuk
Dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dakwaan
alternatif kedua berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP. Namun, karena Pasal 284
ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (klacht delict),
dan dalam persidangan Saksi-1 mencabut pengaduannya, maka syarat formal

pengaduan untuk dakwaan pertama tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis

" Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/VI11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
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Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, yaitu berdasarkan Pasal
281 ke-1 KUHP.*®

Oditur Militer dalam tuntutannya (Requisitoir) menyatakan bahwa
terdakwa Agus Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas dasar itu, Oditur
Militer mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim untuk
memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..*®

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan
alternatif kedua, yaitu tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan," sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah
dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan asusila.
Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi
dipertahankan sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,
karena dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan dan disiplin dalam

organisasi.50

*®  Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1

04/AD/V11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 45.
* Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1

04/AD/VI1/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm

2.

% Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1

04/AD/V11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm

51-58.
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Maka Penulis Berkesimpulan mengenai dakwaan dan tuntutan oditur
militer terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh
terdakwa terbukti bersalah,akan tetapi pada dakwaan alternatif pertama tidak
memenuhi unsur-unsur nya dikarenakan terlapor mencabut laporan nya pada
saat pemeriksaan dipersidangan oleh karna itu dakwaan pertama tindak
memenuhi unsur-unsur nya .dan karena itu hakim pengadilan militer 1-04
palembang membuktikan pada dakwaan alternatif kedua ,yang mana dakwaan
ini memenuhi unsur-unsur nya dan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan
dakwaan alternatife kedua dengan pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana tentang tindak pidana asusila.

b. Fakta Persidangan

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), terdapat lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam
persidangan untuk membuktikan tindak pidana perzinahan atau asusila yang
dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini, terdapat sembilan saksi yang memberikan
keterangan, selain keterangan saksi, alat bukti yang digunakan meliputi
keterangan terdakwa, barang bukti, bukti petunjuk, serta alat bukti lainnya
yang relevan dengan perkara ini. ,berdasarkan uraian di atas mengenai alat
bukti, keterangan saksi, barang bukti, bukti petunjuk,dan keterangan terdakwa

maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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Terdakwa menjadi seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia dari tahun
2005 sampai dengan 2023 terjadi nya tindak perkara pidana Perzinahan
atau asusila dan terdakwa menikah bersama Saksi 9 pada tahun 2010.

Dan terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi 2 di bulan November 2021
bertempat di RS DKT Lampung Selatan dan dari sana mereka sering
berkomunikasi, pada 5 Desember 2023 mereka memutuskan untuk
bertemu di pantai kedu kalianda lampung selatan untuk menjalin
hubungan pacaran dan berlanjut dengan hubungan Perzinahan pada saat
itu Saksi 2 merupakan istri sah dari Saksi 1

Saksi 2 dan terdakwa sering berboncengan ,berpelukan mesra di atas
motor dan di pantai,dan pada bulan desember 2021 untuk pertama kali
mereka berhubungan layak nya suami dan istri di hotel kahai beach
Krakatau lampung selatan,lalu yang kedua pada bulan yang sama di bulan
desember 2021 di hotel Grend Elty, dan selanjutnya pada bulan januari
2022 dan terdakwa menyewa kamar kos milik saksi 5 yang beralamat di
dusun sindang sari,lampung selatan dan terdakwa memperkenalkan saksi 2
sebagai istri nya dan didalam kamar kos tersebut mereka melakukan
Perzinahan

Pada bulan februari 2022 terdakwa pindah ke mes desa pematang baru
dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 sebagai istri nya kepada perangkat
desa pematang baru,dan saksi 2 dan terdakwa melakukan hubungan layak
nya suami dan istri di mes tersebut, Pada 02 mei 2022 saksi 2

mengirimkan pesan kepada saksi 9 selaku istri sah terdakwa bahwasanya
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mereka ada hubungan perselingkuhan,dan perselingkuhan itu sudah sejak
bulan desember 2021 dan terhitung sudah 7 bulan

Pada tanggal 13 mei 2022 saksi 9 melaporkan perbuatan suami nya atau
terdakwa ke koramil 421-08/Palas dan Kapten Cba Siswoko selaku atasan
terdakwa melakukan mediasi dan mendapatkan kesepakatan terdakwa
mengakui perselingkuhan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut apabila dikemudian hari terjadi kembali perselingkuhan
terdakwa siap mendapatkan hukuman.

Bulan juni 2022 terdakwa sudah menghindari saksi 2 dan akibat dari
perbuatan terdakwa yang menghindari nya saksi 2 merasa di khianati dan
di manfaatin terdakwa dan pada tanggal 2 agustus 2022 terdakwa akan
pindah tugas di BKO di kantor BPTWP dan pada saat itu terdakwa
meminta saksi 2 untuk mengantarkan nya di mereka masih menjalin
hubungan tersebut dan terdakwa berjanji akan menceraikan istri sah nya
dan menikahi saksi 2

Saksi 2 menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 1 suami dari saksi
2 pada tanggal 25 d esember 2022 dan pada keesokan hari nya pada
tanggal 26 Desember 2022 saksi 1 mengajak saksi 2 melaporkan terdakwa
ke Denpom 11/3 LS, kemudian perwakilan dari pihak keluarga terdakwa
melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada saksi 1 atas perbuatan
terdakwa yang melakukan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2 selaku
istri sah dari saksi 1 atas hal tersebut terdakwa membuat surat permohonan

damai dan permintaan maaf kepada saksi 1 dan di tanda tangani oleh
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terdakwa,saksi 1 tertanggal 16 februari 2023 dan diketahui oleh danramil
atas nama Cba Mohali serta kakak terdakwa Sdr endang.

- Barang bukti tambahan yang diajukan oleh saksi 2 di persidangan majelis
hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau terdakwa melakukan
perbuatan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2
C. Menetapkan Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer
terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa
memiliki peran penting dalam mendukung dakwaan serta memperkuat
keputusan hakim. Barang bukti tersebut menjadi elemen krusial dalam proses
pembuktian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar
hukum yang kuat dan sah di pengadilan. adapun barang bukti yang di uraikan
sebagai berikut:

1) Barang :
a) 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (Video) Tik Tok dengan durasi 10
detik dan 5 detik.
2) Surat-surat :
a) (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu JI. Sinar Laut,Kelurahan
Way Urang, Kec. Kalianda,Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
b) 3 (tiga) lembar foto hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir,
Desa batu balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov

Lampung;
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) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Kraktau Kahai Beach di Jl.
Raya Pesisir, Desa batu balak, No0.99, Kec.Rajabasa, Kab. Lampung
Selatan,Prov. Lampung

d) 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl.Jendral Suprapto, Kec.
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel Krakatau Kahai
Beach di Jl.Jendral Suprapto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota
Bandar Lampung;

f) 1 (satu) lembar hasil scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM
A a.n terdakwa

g) 3 (tiga) lembar foto kosan di Dusun Sindang Sari, RT, 001, RW,005
,Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov.Lampung;

h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec.
Palas, Kab.Lampung Selatan, Prov. Lampung;

i) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto
HP pengelola Amanda Homstay di GTang Jangkung, Kel.
Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung.

J) 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar
Lampung;

K) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. Saksi 2 bersama satu
orang temanya dengan Kapt Inf Saksi 8 dan Terdakwa di Café D’Sas
di JI. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab.

Lampung Selatan Prov.Lampung;
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I) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto buku nikah Saksi 1 dengan Saksi 2
m)1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Saksi 2>
Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan
Alternatif kedua oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :
a) Unsur Kesatu : Barang Siapa
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa
Agus Saputra terbukti secara sah melakukan tindak pidana perzinahan atau
asusila. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan berakal serta dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat dan warga negara Indonesia, terdakwa mampu
memberikan keterangan dengan jelas dan benar di muka persidangan. Seluruh
keterangan yang disampaikan dalam persidangan, baik dari saksi-saksi, alat
bukti, barang bukti, maupun pengakuan terdakwa sendiri, telah cukup untuk
memenuhi unsur "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum

yang berlaku..”
b) Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Berdasarkan dakwaan Oditur Militer menguraikan unsur-unsur
didalam persidangan terhadap terdakwa,unsur-unsur ini memuat pengertian

sebagai berikut:

°! Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/VI1/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.,hlm
31

%2 Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/VI11/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, him
45
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Dalam konteks ini, kesengajaan diartikan sebagai tindakan yang
dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh (willens en wetens).
Artinya, seseorang yang bertindak dengan sengaja tidak hanya menghendaki
perbuatannya tetapi juga memahami konsekuensi dari tindakannya. Dengan
demikian, kesengajaan mencakup dua aspek utama: pertama, pelaku secara
sadar menginginkan tindakan tersebut, dan kedua, pelaku menyadari serta

memahami dampak yang mungkin timbul akibat perbuatannya..S3

Menurut Fudyartanta, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis
oleh Surajiyo berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif
Filosofis, kesusilaan diartikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang
menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk mencapai
tujuan hidupnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan konsep susila dan

kesusilaan disebut sebagai asusila.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila berarti tidak
susila atau memiliki tingkah laku yang tidak baik. Perbuatan asusila merujuk
pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah
kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Pancasila,
tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan

etika yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..”*

** Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana
Indonesia, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 1, 2020 hlm 75-85

*https://jdih.sukoharjokab. go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusilapengertian dan
-unsurnya, di Akses pada tanggal 31 Desember 2024 ,Pukul 12:58 WIB
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Penulis berkesimpulan maka mengenai unsur barang siapa dan unsur
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sudah memenuhi unsur-
unsur nya di muka persidangan dan terdakwa patut terbukti bersalah

melakukan tindak pidana Perzinahan atau asusila.

d. Putusan oleh Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Proses peradilan dalam lingkungan militer memiliki aturan khusus
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang melibatkan
personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam persidangan, hakim
bertugas menelaah, mendengarkan, serta menimbang fakta, bukti, dan
argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum (Oditur Militer) dan

pthak pembela.

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang berpendapat bahwa
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana
diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). dimana didalam ayat alqur’an dibawah ini menerangkan
bahwasanya Hakim harus memutuskan suatu perkara harus yang seadil-

adilnya.
Surah An-Nisa' (4:58)

&) T &l o 105 Teial 1 T 135 s G Tl o 1,888 0 & &) T G
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04
Palembang, Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa
terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas
militer., dikarenakan terdakwa sudah berapa kali melakukan perzinahan atau
asusila dan juga melakukan nya bersama Istri Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat/ Ibu Persit/Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia,karena
perbuatan ini sangat mencoreng nama baik kesatuan dan merusak
kedisiplinan bagi prajurit lainnya dan juga mengingat terdakwa menjadi
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sejak 2004 yang mana
seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat maupun kepada
prajurit lainya bukan malah memberikan contoh yang tidak baik yang
berakibatkan mencoreng nama baik kesatuan. oleh karena itu Hakim
Pengadilan Militer 1-04 Palembang menilai Terdakwa tidak layak lagi
menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dasar Hukum secara
yuridis dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer

terdapat di pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.>

*® Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024
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Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H berpendapat didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip-prinsip yang harus

dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah bunyinya:

a) Ayat (1): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.

b) Ayat (2): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi harus
memutus perkara berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang.

c) Ayat (3): Setiap pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan
berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan
pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa
dipersidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit
jiwanya sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala
akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat
menghapus pertanggungjawaban pidananya, sehingga terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena terdakwa
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dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan
yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat.*

1) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Meringankan

Majelis Hakim pengadilan militer 1-04 palembang Letnan Kolonel
Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.berpendapat dalam menjatuhkan pidana
atas terdakwa dalam perkara ini ,terlebih dahulu memperhatikan keadaan
yang dapat memberatkan dan meringankan agar tidak semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan
kembali ke jalan yang benar,menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan

falsafah pancasila.”’

Namun, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa, di
antaranya sikapnya yang tidak kooperatif serta cenderung berbelit-belit dalam
memberikan keterangan selama persidangan, yang menyebabkan proses
persidangan menjadi terhambat. Selain itu, pernyataan terdakwa dalam Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan keterangannya di persidangan.
Tindakan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai Sapta
Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib Militer. Lebih lanjut, perbuatan

tersebut telah dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup

*® Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

*" Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk
Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.
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lama, yaitu sekitar tujuh bulan dari akhir tahun 2021 hingga 2022. Hal ini
tidak hanya mencoreng nama baik dirinya sendiri, tetapi juga merusak citra
serta wibawa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Meskipun
demikian, terdapat faktor yang meringankan, yaitu terdakwa telah mengabdi
sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 18

tahun.>®

2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan

Dalam kasus ini, berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Militer 1-04 Palembang, terdapat sejumlah pertimbangan yang
mempengaruhi keputusan hakim terkait pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota militer. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh melalui
wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Kapten CHK
Sugiarto, S.H., M.H., yang mengungkapkan bahwa terdapat enam faktor
utama yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana, baik
dalam hal berat maupun ringannya putusan. Dengan mempertimbangkan
faktor-faktor ini, hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih profesional
dan seimbang, sehingga dapat memberikan keadilan bagi terdakwa,
masyarakat, serta korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan Teori Keadilan
John Rawls, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam
menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam suatu

perkara hukum.

% Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1
04/AD/VI1/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
,hlm 53-54.
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a) Surat dakwaan, tuntutan oleh oditur militer atau jaksa umum dasar
hukumnya terdapat di Pasal 143 Ayat (1):Pasal ini memastikan
bahwa setiap proses penuntutan dilakukan secara resmi, dengan
langkah-langkah administratif yang jelas. Hal ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan pihak-pihak lain
yang terlibat dalam proses peradilan pidana.yang berisi tentang
identitas terdakwa,tindak pidana yang dilakukan,waktu dan tempat
kejadian,pasal yang dilanggar,Undang-Undang

b) Alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdapat di pasal
184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan di Undang-
Undang 31 Tahun 1997 terdapat di Pasal 172 ayat 2 yang mengatur
tentang ,keterangan saksiketerangan ahli, keterangan terdakwa,
petunjuk, barang bukti harus yang di perlihatkan di persidangan yang
mana menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu putusan

c) Pasal dalam Undang-Undang yang terhubungan dalam pasal 150
tentang kekuasaan kehakiman Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun
2009, kekuasaan kehakiman dijelaskan sebagai kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.

d) Majelis Hakim harus melihat kondisi terdakwa,apakah terdakwa
cacat atau gila,kurang cakap atau apakah terdakwa sudah dewasa

atau anak-anak,sehinggat majelis hakim melihat terdakwa kurang
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efek jera,hakim dalam memberikan suatu putusan harus memberikan
efek jera bukan berarti tidak ada efek jera

e) Status sosial dilihat juga apakah terdakwa merupakan mahasiswa
atau pejabat atau pengangguran,dan juga dilihat terdakwa apakah
pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya atau residivis

f) Peran terdakwa apakah dia melakukan sendiri atau ada orang lain

atau bersama-sama>’

e. Motivasi dan Akibat perbuatannya dalam tindak pidana perzinahan
atau asusila

Setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, termasuk
prajurit Tentara Nasional Indonesia, tentu memiliki latar belakang dan
dorongan tertentu. Tindak pidana perzinahan atau asusila dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, kondisi psikologis, hingga
lemahnya kontrol diri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam
motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut serta memahami dampak
hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkannya. Dampak ini tidak hanya
dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh institusi militer serta lingkungan
sekitarnya, yang dapat terpengaruh baik dari segi kedisiplinan, citra,

maupun moralitas dalam kehidupan militer.

Adapun Motivasi dan Akibat yang melatarbelakangi perbuatan

terdakwa antara lain:

*® Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.
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a) Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena tidak
bisa menahan hawa nafsunya dan Terdakwa merasa kesepian jarang
pulang menemui istrinya yaitu Saksi-9 sehingga pada saat
berkenalan dengan Saksi-2 dan saling tukar nomor telepon kemudian
sering berkomunikasi dan Terdakwa dan Saksi-2 merasa sama-sama
mendapatkan perhatian dan kasih sayang

b) Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah
tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu tidak harmonis sering
terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan hubungan saksi 1 dan
saksi 2 kurang harmonis, sering bertengkar disamping itu perbuatan
Terdakwa merusak citra dan nama kesatuan Tentara Nasional
Indonesia seharusnya mengatahui bawa Saksi-2 merupakan ibu
persit selaku istri dari Saksi-2 yang berdinas di Korem 043/Gatam.

3. Pelaksanaan Putusan

Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana asusila, di mana
unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti,
keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk, serta keterangan
terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang
menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi



62

dipertahankan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,

sehingga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Terpidana dan oditur militer bahwasanya mereka menerima akta
putusan yang dibacakan atau yang diputus oleh hakim pengadilan militer 1-04
palembang. Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor
AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 atas nama

terpidana.®

Menurut penulis di dalam surat dakwaan dan tututan terdakwa di
jatuhkan oleh oditur militer dengan Pasal 284 dan 281 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. di dalam putusan majelis hakim terdakwa agus saputra di
putus dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan
pasal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sedangkan Pasal
284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di terapkan dalam putusan
dikarenakan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur nya
tidak terpenuhi karena terlapor sudah mencabut laporan nya di dalam
persidangan pada saat masih tahap pemeriksaan awal dan sudah membuat

surat perdamaian antara terlapor dan terdakwa.

B. Sanksi hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang
terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila di Pengadilan
Militer 1-04 Palembang

1. Aturan Hukum

% putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-

04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 1
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Menurut aturan dalam menentukan sanksi dan hukuman bagi prajurit
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang terbukti
melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila, terdapat beberapa aturan
hukum yang menjadi dasar pertimbangan. Aturan-aturan ini mencakup
hukum pidana umum, hukum pidana militer, serta ketentuan disiplin dan

administrasi militer yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

e Pasal 284: Mengatur tentang tindak pidana perzinahan yang
dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terikat
perkawinan.

e Pasal 281: Mengatur tentang tindak pidana asusila yang
dilakukan di muka umum dan bertentangan dengan norma
kesusilaan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer

o

Sejalan dengan bunyi dan ketentuan hukum yang mengatur aturan
hukum di atas maka dalam putusan perkara nomor 83-K/PM.1-
04/AD/VI11/2023 yaitu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan
tindak pidana asusila serta sudah memenuhi unsur-unsur sehingga di hukum
dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan pidana tambahan di pecat dari

Tentara Nasional Angkatan Darat.

Penulis berpendapat mengenai aturan hukum dan putusan di atas
bahwasanya penulis sependapat dengan putusan majelis hakim dalam
memberikan suatu putusan kepada terdakwa, menurut penulis putusan
tersebut sangat lah adil dilihat dari perbuatan terdakwa sendiri yang sangat

mencoreng nama baik instansi kesatuan,keluarga dan keluarga besar Tentara
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Nasional Indonesia Angkatan Darat sedangkan aturan hukum yang di
terapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur-unsur.
Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menerapkan asas legalitas dengan
tepat, memastikan bahwa dakwaan alternatif kedua terhadap Terdakwa sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. dan juga jenis pelanggaran yang
dilakukan oleh seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yaitu
perbuatan Perzinahan dan asusila dengan istri sesama anggota militer tidak
hanya merusak kepercayaan pribadi,tetapi juga dapat merusak moral dalam
unit militer yang pada akhirnya berdampak pada penegakan disiplin dan citra
institusi.dan juga keterangan terdakwa yang berbelit-belit, tidak koperatif

dalam memberikan suatu keterangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
(KUHPM). serta disiplin Militer pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer. Sanksi ini diterapkan untuk menegakkan disiplin, ketertiban,

dan hukum di lingkungan militer.

Didalam Tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh
terdakwa agus saputra majelis hakim memberikan putusan pidana penjara
selama 2 tahun dengan tindak pidana asusila pasal 281 ke-1 serta pidana
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan ini diberikan

karena perbuatan terdakwa dianggap mencemarkan nama baik institusi militer
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dan melanggar disiplin serta kehormatan prajurit Tentara Nasional

Indonesia®.

Dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan berdasarkan
wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak
Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.menyatakan bahwasanya
untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer
dasar hukum nya pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer,dan
juga tidak ada kriteria dan tolak ukur untuk hakim menjatuhkan pidana
tambahan berupa pemecatan ,karna hakim mempunyai hak progratif dalam
menjatuhkan suatu putusan ,hakim menjatuhkan putusan berupa pemecatan
terhadap terdakwa agus saputra karna memang agus saputra tidak layak lagi
untuk di pertahankan di dinas militer dan perbuatan terdakwa relatife berat
karna terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan atau asusila

bersama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.®

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04
Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. dalam
pertimbangan hakim dan penilaian hakim untuk menjatuhkan pidana
tambahan berupa pemecatan dikarenakan akan merusak tatanan militer,dan
dikhawatirkan akan merusak pola pembinaan di siplin militer,dan akan
memberikan contoh yang tidak baik serta akan menimbulkan kekhawatiran

bagi prajurit-prajurit lain nya yang berangkat tugas apabila meninggalkan

®1 Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-
04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, him 58-60.

%2 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk
Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.



66

anak dan istri nya dikesatuan. dan untuk menghindari kekhawatiran,
penegakan disiplin maka hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa
pemecatan,supaya itu menjadi contoh untuk prajurit-prajurit lainnya tindak
melakukan perbuatan yang sama kemudian hari dan juga memberikan

pelajaran bagi setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia.®®

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04
Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H menyatakan bahwa
terdakwa dalam melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila harus
dijatuhkan pidana tambahan karna perbuatan terdakwa ini sudah sangat
mencoreng nama baik kesatuan karena terdakwa melakukan perbuatan
tersebut bersama istri dari sesama berprofesi tentara nasional angkatan darat
atau keluarga besar tentara nasional Indonesia,oleh karna itu terdakwa
dijatuhkan pidana tambahan dan mengingat terdakwa juga menjabat sebagai
babinsa ramil dan melihat dari kepangkatan nya,seharusnya memberikan

contoh yang baik kepada bawahnya.64

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04
Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H Pidana tambahan ini
didasarkan oleh pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer yang mana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pidana
tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok kepada

seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana militer. Pasal-pasal

%3 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk
Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

® Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.
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yang mengatur pidana tambahan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis-jenis
pidana tambahan yang dapat dikenakan, tetapi juga memberikan panduan
bagi hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi yang lebih bersifat

rehabilitatif atau pencegahan, selain dari pidana pokok.*

Penulis berkesimpulan bahwa mengenai pidana tambahan berupa
pemecatan terhadap terdakwa oleh hakim pengadilan militer 1-04 palembang
merupakan bentuk hukuman tegas atas pelanggaran berat yang dilakukannya.
Keputusan ini mencerminkan bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan
disiplin militer secara serius, sehingga dianggap tidak lagi layak untuk
mempertahankan status sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan keputusan ini juga memberikan peringatan tegas terhadap prajurit-prajurit

lain nya supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel
Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H menyatakan Yang menjadi dasar Hakim
dalam menjatuhkan pidana tambahan terdapat di Kamar Pleno Nomor 3
Tahun 2015 tentang Kekuasaan Kehakiman dan aturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer memberikan dasar hukum yang kuat bagi
pelaksanaan peradilan militer di Indonesia, termasuk dalam hal penjatuhan
pidana tambahan kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran
hukum. aturan ini menegaskan pentingnya proses peradilan yang transparan,

adil, dan profesional, serta memastikan bahwa pengadilan militer tetap

® Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto,
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.
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memegang peranan penting dalam menegakkan disiplin dan integritas

anggota militer.*®
2. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Tentara Nasional Indonesia

Ketentuan sanksi administratif bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan
Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi
Administrasi. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Sanksi Administratifl
adalah sanksil/hukuman yang dijatuhkan sebagail tindak lanjut dari
penjatuhan hukuman disiplinl atau pidana yang berakibatl pada penundaanl
dalam bidang pembinaan karier seorang prajuritl Tentara Nasional Indonesia
yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat.dan sanksi admnistratif ini
diberikan untuk pelanggaran disiplin atau ketertiban yang tidak bersifat

pidana, ada beberapa sanksi administarif sebagai berikut:

a. Teguran atau peringatan diberikan untuk kesalahan ringan.

b. Penundaan kenaikan pangkat sebagai hukuman atas pelanggaran
tertentu.

Cc. Pencopotan Jabatan menghilangkan jabatan yang diemban karena
pelanggaran berat.

d. Penempatan dalam tahanan disiplin dijatuhi hukuman disiplin di
ruang tahanan sementara.

e. Pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dipecat dari dinas militer

karena pelanggaran berat.®’

® Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk
Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.
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Sanksi Pidana Militer merupakan bentuk hukuman yang diberikan
kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti melanggar
hukum, baik dalam hukum militer maupun hukum umum. Sanksi ini
bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta
memastikan keadilan dalam sistem hukum militer. dalam penerapannya,
hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti
beratnya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pembinaan
bagi prajurit. Sanksi pidana militer dapat diberikan atas pelanggaran tindak
pidana militer maupun tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit
Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan menjaga ketertiban dan
profesionalisme dalam institusi militer. Adapun uraian Sanksi Pidana

Militer dibawah ini sebagai berikut:

a. Pidana Mati diberikan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan
berencana atau pengkhianatan negara.

b. Pidana Penjara kurungan untuk jangka waktu tertentu sesuai
beratnya tindak pidana.

c. Pidana Kurungan Militer kurungan yang dijalani di fasilitas militer.

d. Penurunan Pangkat diturunkan satu tingkat atau lebih dari pangkat
sebelumnya.

e. Diberhentikan dengan tidak hormat jika tindakan yang dilakukan

mencederai citra Tentara Nasional Indonesia secara serius.

%" Arief Fahmi Lubis, “Skorsing Dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit
Yang Melakukan Pelanggaran Hukum,” Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora Vol 2,
No. 1(2021) hlm 01-08.
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f. Kerja paksa dalam kasus-kasus tertentu, prajurit dapat diperintahkan

melakukan kerja paksa di bawah pengawasan militer.

Sanksi Disiplin Militer merupakan alat hukum yang digunakan untuk
menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Sanksi ini lebih bersifat korektif dan pembinaan, berbeda dengan
sanksi pidana militer yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum.
penerapan sanksi disiplin bertujuan agar prajurit yang melakukan pelanggaran
dapat memperbaiki kesalahan, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat
loyalitas terhadap tugas dan institusi. Dengan demikian, sanksi ini berperan
dalam menjaga profesionalisme serta moralitas prajurit di lingkungan
militer..adapun uraian dibawah ini terkait sanksi displin militer sebagai

berikut:

a. Penahanan ringan maksimal 14 hari.

b. Penahanan sedang maksimal 21 hari.

c. Penahanan berat maksimal 30 hari.

d. Penahanan di tempat khusus misalnya barak atau ruang isolasi di

pangkalan militer.®®

® Aldy Mirozul et al., “Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin
Militer Dari Perspektif Keadilan Dan Pembinaan Prajurit,” Jurnal Ilmu Hukum dan Tata
Negara, Vol 2, No 4 (2024), hlm 145-155.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
terlibat dalam tindak pidana perzinaan atau asusila dilaksanakan sesuai
dengan tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer (KUHPM). Tahapan tersebut mencakup penyelidikan dan
penyidikan oleh polisi militer, yang bertugas mengumpulkan barang bukti
serta memeriksa saksi dan tersangka. Selanjutnya, oditur militer
mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam proses
penuntutan, yang kemudian dilanjutkan dengan persidangan oleh Hakim
Pengadilan Militer yang memeriksa dan memutus suatu perkara. dalam
Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, terdakwa dinyatakan
bersalah setelah melalui proses peradilan yang menyeluruh. Akibatnya,
terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa hukuman penjara selama dua
tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Selain itu,
terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas
militer. Sanksi tambahan ini diberikan karena perbuatan terdakwa tidak
hanya mencoreng citra Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga
melanggar nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8§ Wajib TNI.

2. Sanksi hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

yang melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila.Sanksi didalam
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ruang lingkup militer dibagi menjadi tiga yaitu sanksi disiplin yang mana
berupa teguran,sanksi fisik ringan,sanksi penahanan dalam pembinaan,lalu
sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat,pemindaan ke
unit,selanjutnya sanksi pidana militer berupa pemecatan secara tidak

hormat,pidana penjara.

B. Saran

1. Berdasarkan kasus di atas, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan
perlu dilakukan dengan memperkuat pendidikan moral dan etika di
lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penting untuk menanamkan
nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kehormatan sebagai seorang
prajurit. Selain itu, program konseling dan pembinaan rutin juga sebaiknya
diterapkan guna membantu prajurit menjaga moralitas serta menghindari
tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi. di sisi lain, proses
penegakan hukum di lingkungan militer harus dilakukan secara konsisten
dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional
Indonesia tetap terjaga.

2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu melakukan evaluasi terhadap
regulasi disiplin militer, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana
perzinaan atau asusila. Pengetatan aturan dan peningkatan pengawasan
terhadap perilaku prajurit di luar tugas dinas dapat membantu mengurangi
pelanggaran yang berpotensi mencoreng nama baik institusi. Selain itu,
penerapan sanksi yang lebih tegas dan adil dapat memberikan efek jera

bagi prajurit lainnya serta meningkatkan profesionalisme dan disiplin.
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F,Erﬁara pidana dengan acara pamerksaan hiasa pada tingkat pertama menjaluhkﬂﬂ
putusan dalam perkara Terdakwas -

Mama lengkap . TERDAKWA.
Pangkal, NRP OO, OGO,
Jabatan RO,
Kesatuan RN,
Tempat, tanggal lahir : XOCOOOCOOONOOE
Jenis kelamin » Laki-lakl,
Kewarganagaraan ¢ Indonesia,
Agama » lslam.
Tempat tinggal : Prov. Lampung.

Terdakesa ditahan oleh

1. Dandim D425 selaku Ankum salama 20 {dua puluh) har terhitung mulai
tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 berdasarkan Keputusan
Penahanan Sementara Nomor Kep/02/1/2023 tanggal 11 Januari 2023;
2 Hemudian diperpanjang sesual :
a. Danrem 043/ Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) har terhifung
mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan fanggal 1 Marel 2023
berdasarkan Kepulusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Momor Kepl/@/I12023
tanggal 1 Februar 2023;
b, Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (liga puluh) hari tarhitung
mulai tanggal 2 Maret 2023 sampal dengan tanggal 1 April 2023 berdasarkan
Keputesan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor KeplZ2fIVI20Z3 langgal 5
April 2023;
c. Danrem 043 Gatam selaku Papera selama 30 (liga puluh) han terhitung
mulai langgal 2 April 2023 sampai dengan fanggal 1 Mei 2023 berdasarkan
Keputusan Perpanjangan ka-3 Penahanan Momor Kep/23/iVi2023 tanggal 5
Aprl 2023;
d. Danrem 043/Catam selaku Papera selama 30 (Hga puluh) hari terhitung
mulai tanggal 2 Mei 2023 Eﬂﬂ'lF'-Eli dengan tanggal 1 Jum 2022 berdasarkan
Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/36M/2023 tanggal 24

Mei 2023;
an 1 dari 60 hafeman Pufusan Nomor ; BF-HPM -4 A0nIYeor s
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} Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
" Fu:u:ammahkmmmungmm ; ]
% e | selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari
Hung mulai
“mﬂgma ulai tanggal 2 Juni 2073 sampal dengan tanggal 1 Juli 2023
" Kepulisan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/38/Vi2023
tanggal 31 Mei 2023;
L _ Danrem 043/Gatam selaky Papera selama 30 (tiga puluh) hari erhitung
mulat tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan
Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomer Kep/idSAiy2023 tanggal 7
Juli 2023;
1. Hakim Ketua selama 30 (liga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2023 sampal
dengan tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan
Tap/83/PM.I04/AD VIN2023 tanggal 21 Juli 2023;
4. Kepala Pengadilan Milter 1-04 Palembang selama 60 (enam puluh) har sejak
tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Okiober 2023 berdasarkan
Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/83/PM.1-04/AD MII/2023 tanggal
18 Agustus F023.
PENGADILAN MILITER |-04 PALEMBANG tersebut;
Membaca, Berkas Perkara dari Denpom /3 Lampung MNomor BP-05/A-
D6M2023 tanggal 25 Maret 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini,

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerabhan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira
Penyerah Perkara Nomor Kep/a3MI/2023 1anggal 19 Juni 2023,

2, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Palembang Nomos

Sdak/E90VI2023 tanggal 26 Juni 2023,
3. Penstapan Kepala Pengadilan Militer |-04 Palembang Nomor TAP/B3/PM.I-

04/ADN 1172023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4, Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer 1-04 Palembang Momor 83-

K/PAML 1-04/0011/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
5 Pengtapan Panitera Pengadian Militer |-04 Palernbang Momor TAPTERAMI
PAMLL04/ADMV 112023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Penggant;

an dan tanda terima (refaas) panggilan uniuk menghadap di

6. Surat Panagil
parsidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar,

1. Pembacaan Surd v
Juni 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini,

3. Hal-hal yang diterangkan aleh Terdzkwa di persidangan serta keterangan-
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:
1. Tuntutan Pid

t Dakwazn Oditur Militer Nomor Sdak/GSVII2023 tanggal 26

ana (Requistioi) Odiur adiliter yang diajukan kepada Majelis Hakim
Hataman 2 dard B0 ralman Putusan Momor : BI-K0PM 040000200
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pirektori Putusan Mahkam

pYBASTETTARHTRND D gr i menya
a.

ah Agung Republik Indonesia
ye 1akan bahwa
terbukd:
o ":‘m“'ﬂ s'l ¥8cara sah dan menyakinkan bersalah melakukan findak
- 7 Sapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusiaan”,
sebiagaimana diatur dan diancam, dalam Pasal 281 ke-{ KUHP-
b.  Oditer Militer mohon kepadg Majelis Hakim agar Terdakwa dijatubi :

i = -
| |_"’E’“E' Pokok penjara : selama 1 {satu) tahun dan & (enam) bulan,
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Milter Cq TNI AD.
c.  Menetapkan barang bukti berupa -

1) Surat-surat -

a) 2 (dua) lembar foto Gazeba di Pantai Kedu JI. Sinar Laut,

Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov.
Lampung;

b) 3 (tiga) lembar fato Hotel Krakatau Kahai Beach di JI. Raya

Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung
Selatan, Prov. Lampung;

£} 1 (sat) lembar bukli pembayaran Hotel Krakatsu Kahal
Beach di JI. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa,
Kab. Lampung Selatan, Prov, Lampung;

d) 3 (tiga) lembar foto Hatal De Green di JI. Jendral Suprapto,
Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

&) 1 (satu) lembar bukli pembayaran kamar Hotel De Grean di Jl
Jendral Suprapto, Kec, Tanjung Karang Pusat, Kola Bandar
Lampurg;

f) 1 {satu) lembar hasil Scan ldentitas 1amu Hotel De Green
berupa SIM A a.n. TERDAKWA,

g) 3 (tiga) lembar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001,
RW, 005 Kel, Bakli Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov.
Lampung;

h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Fematang Baru,
Keo. Palas, Kab. Lampung Selatan, prov. Lampung:

) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 {satu} lembar
foto HP pengeicia Amanda Homestay di Gang Jangkung, Kel
Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusal. Prov. Lampung;

i 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar
Lamguarig;

K) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdn, SAKSI-2
harsama Satu orang temanyd dengan Kapl Inf SAKSI-B dan 300X
TERDAKWA. di Calé D'Sss di JL Trans Sumatera KM 45 Kal.

Hadarman 3 dvi 60 halaman Putuzan Nomar : B3-KPM -04ADNAT 2023
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Direktnri Putusan Mahkamap
n.mahkam daistarg i
putusa M ®alianda Kap, Lampung Salatan Prov. Lampung;

T -
) &atu) lembar 3 (tiga) buah fote Buky Nikah 300CKX SAKSH
1 dengan Sdri SAKHELD:

m) 1 (satu) lembar 2 (dua
) bush ot KRP Persit Sdr
SAKSI-2, o

Telap dilekatkan dalam berkas perkara,
2) Barang :

1 {satu) buah Nashdisk berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan
durasi 10 datik dan 5 datik

Dirampas untuk dimusnahkan,
d. Membebani Terdakwa uniuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh Abuy rupiah):
e, Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pemmohonan keringanan hukuman {clementie) yang diajukan oleh Terdakwa
yang disampalkan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluaraga yang memiliki 2 (dua)

arang anak yang masih membutuhkan hiaya;

b. Terdakwa satu-satunya yang menjadi anggota TNI dikeluarga besarnya

dan merupakan kebanggana keluarga;

e Terdakws mohon keringanan hukuman yang serngan-ringanya;

d.  Terdakws masih ingin mengabdikan dirnya menjadi anggota THI AD.
1, Bahwa atas permohonan (clementing) yang diajukan oleh Terdakwa lersebut,
Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada untutannya
samula.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya unfuk didampingi

aleh Penasihat Hukum.

Menimbang. bahwa manundt Surat Dakwazn Oditur Militer tersebul di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-wakiu dan di tempat-tempat tatsebut di bawah

inl. yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh saty, bulan
Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bulan Februar tahun Dua ribu dua puluh dua
dan bulan Mel tahun Dua ribu dua puluh dua atau safidak-tidaknya pada sualu wakiu
tertentu dalarm bulan Desember tahun Bua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan
Mel tatun dua ribu dua puluh dua, stau setidak-fidaknya masih dalam tahun Dua ribu
dua puluh satu sampal dengan tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kamar
Krakatau Kahai Beach Hotel yang beralamat di JI. Pesisir Desa Batu Balak, No. 88,
Selatan, kamar kos yang :

Esflah;:h ;Z“'::gm Rasa, Kec. Sragi. Kab Lampung Selatan, Mes Balai Desa

‘ Hataman 4 i G harla
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pirektor] "ulisan Mahkamah Agung Repybiik Indonesia
Fwﬂlw g0, i¢an, Lampung Selalan, Amanda Homestay Bandar

Jenderal Suprapto, Mo 19. Kel, Falapa, Hec.
Lampung, afay selidak-tidaknya pada suaiu

i M Pengadilan Milter 1-04 Palembang, yang
perwenang MEMENKsa dan mengadili percarg inj telah melakukan tindak pidana:

*Seofang pria yang lurut sera melakykan Perbuatan zina, padahal diketahuinya
pahwa yang tunit bersalah telah nikat Gengan cara sebagai berikut:

5. Bahwa Terdakwa }00x TERDAKWA masus menjadi Prajurit TNI-AD pada
sahun 2004 melalui pendidikan Secats P, setelah selagal pendrdikan dilantik dergan
pangkat Prada dilugaskan di Yonif Mekanis 201 dari tahun 2005 sampai dengan
ahun 2010, kemudian pidah tugas g Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan
2020, selanjulnya tugas di Yonid 1425, Pada fahun 2020 sampai dengan tahun
2021, dan pada lahun 2020 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg lulus
selanjutnya pada fahun 2021 Terdakwa pinda tugas di JOOUOOOOOONK sampai

dengan terjadinya indak pidana ¥ang menjadi perkara sekarang ini dangan pangkat
l KX

4 ampung dan di Hotel De Groan g; di.
tanjung Karang Pusal, Kota Bang,,

b.  Bahwa Terdakwa kenal Sdrl. SAKS|2 (Saksi-2), pada bulan November 2021
pada saal Terdakwa sedang berada dji RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung uniuk
perobat kemudian bertemu Saksi-2 di Kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung
pada saatl ity Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah ity
Terdakwa dan Saksi-2 berlukaran nomor telepon dan sejak saat Mu sering
berkomunikasi;

. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk
peral ke Pantai Teduh Kalianda Lampung Selatan saat di pantai ity Terdakws
mengutarakan maksudnya untuk menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai pacar
dan pada saal Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, saat itu kondisi rumah
langga Saksi-2 dengan XOOCKK SAKSI-1 (Saksi-1) sedang mengalami masatah dan
Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jka rumah tangganya juga saedang bermasalah
setelah itu Terdakwa, mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan barjan;i akan
menceraikan istrinya Sdri, SAKSI-B (Saksi-0) setelah lu menikahi Saksi-2:

d.  Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, status
Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di 2000000000 yang
stalusnya sudah menikah dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-9) yang menikah dengan
Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 di Bandung secara agama Islam dan Kedinasan
serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing a.n. Badrika Gumilar umur
1{sebelas) tahun dan an. Azizah Safitri umur & (enam} tahun, berdasarkan Buku
Hutipan Akta Nikah Nomor 7131094142010 tanggal 18 Jull 2010 dan Kary
Penunjuk Istri (KP1) Nomar KPIET3(XIN2011 tanggal 30 Desember 2011, sedangkan
slalus Saksi? sudah menikah dengan XXXXX SAKSI-1 (Saksi1)dan Saksi-2 masih

Halaman 5 dan S0 halaman Fufusan Namor: S3-K0PM 10600102023
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pirektori Putusan Mahkamap, a i
putesjadirtih et gung Re ik Indonesia
N i u'ﬂﬁﬂmmﬂnnﬂnta Korem Ma,rgi P Bl :: utinan Alkta
nikah Momor: 198/38/1 112007 tanggal 29 Jun e m bardasarkan pa

o,  Bahwa sekira @nﬂnm 10 Desember 2021 Terdakwa dan Saksi2 menginap di
gamar Krakatau Kahai Beach Hotel ¥ang beralamat di I, Pesisir Desa Batu Balak No.
99, Rajabasa. Lampung Selatan, ¥ang dipesan olgh S;ahzsl
KTP Saksi-2 yang beralamat
pusat, Kota Bandar Lampung,

: -2 dengan menggunakan
i Gg. Jangkung. Kel, Penengahan. Kec. Tj. Karang
kemudian untuk ;
periama kali Terdakwa dan Saksi-2
h
ﬂtﬂlﬂkukal'l. uI:Iuan:]an badan lﬂ!p'-akﬂ}la suami istil adalgh dengan cara memasukkan

hingge Terdaiem dan Saket-2 mendapat orgasme atau meangealuarkan cairan sperma;

£ Bahwa pada awal Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar kos di
Duizun Sindang Sari, RT. 001, R 005, Kel. Bakt Rasa, Kec, Sragi, Kab Lampung
Selatan selama 1 (salu) bulan, pada saat finggal di Kos Saksi2 diperkenalkan oleh
Terdakwa sebagai |strinya kepada pemilik Kos an Sdri. Sulis Styaningsih (Saksi-5)
dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah kost tersebut Saksi-2 sering
! datang berkunjung dan sesekali menginap dan kemudian melakukan hubungan
1 badan layaknya suami isti dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin
ipenis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penefrasi hingga
Terdakwa dan Saksi-Z mendapal orgasme atau mengeluarkan cairan sperma;

g Bahwa pada Bulan Februari 2022, Terdakwa pindah ke Mes Balai Desa
Pematang Baru, Kic. Palas, Kab. Lampung Selatan, pada saat tinggal di Mes Saksi-
2 diperkenalkan kepada peranghat Desa Pematang Baru sebagai isirl Terdakwa dan
Saksl-2 sering menginap dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami

igtri dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin {penis) Terdakwa ke
dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penelrasi hingga Terdakwa dan Saksi-2
mendapat orgasme atau mengeluarkan calran sperma;

h. Bahwa selain di rumah Kos milik Saks-5 yang beralamat di Dusun Sindang
Sari, RT 001, RW, 005, Kel, Bakli Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan dan Mes
Balgi Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan Terdakwa dengan
Saksl-? pada bulan April sampal dengan bulan Mei 2022 juga pernah mekakukan
hubungan badan layaknya suami istrl di Amanda Homestay Bandar Lampung dan di
Hotel De Green J. Jenderal Suprapto, Mo. 13, Kel. Palapa. Kec Tanjung Karang
i Pusal Kota Bandar Lampung dengan Gara memasukkan slat kelamin (penis)
| Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan melakukan penetrasi hingga Terdakwa dan
Saksi-2 mendapat orgasme alau mengeluarkan caman Sperma,

L Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, karena

Terdakwa merasa keseplan karena Terdakwa jarang pulang dan bertemu istri

Terdakwa dan Saksi-2 mengaku tdak mempunyai suami alias janda;
i Bahwa sampai pada bulan Mel 2022, karena Terdakwa sudah merasa

Hatamarn § dari 60 hataman PUrisad Namor ; BI-FPM HIADATE 2023
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" Bahwa pada tanggal 02 pa; 2022 sekj
pesan ke momior me.ﬁ.pp Sakaj

-9 {istri Terdakws : . :
2 mengaku sudah mengonal | Jng I ISl keng. Soks

Terdakwa sejak bylan
i Desembar 2021 dan sudah
menjalin hubungan badan layaknya suami istri selama 7 (tujush) budan;

L Bahwa alas kejadian tersehy Saksi-9 pada harl Jum'at

tanggal 13 Mei 2022
mendatangl tempat Terdakws bekearja tepatnya di Makeramil

K 421-08/Palas untuk
mg].ﬂpm'l"iﬂn eladian tersebyl hEF‘-E-dEt I':Ul'ﬂﬂndan Faoramil a.n, Kapt Cha Siswoko;

m. Bahwa hasil laporan Saksi-g kepada Komandan Koramil 421-08/Palas an Kapt

Cba Siswoko pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba Siswoko

melakukan mediasi lerhadap Saksio dan Terdakwa dengan hasil:
1} Terdakwa mengakul tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2.
2)  Terdakwa  mengakui  berjanj  fidak  aken menguiang|
perselingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain: dan

3) Apabila  dikemudian  hari  Terdakwa mengulangi  perbuatannya

maka bersedia menerima tindakan/sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
n.  Bahwa pada awal bulan Juni 2022, selelah Saksi-3 mengetahui hubungan
Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-% ingin meminta cerai kepada Terdakwa
akan tetapl Terdakwa menolak hal lersebut, kemudian pada akhir bulan Juni 2022.
Saksi-9 melaparkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Pasi Intel
MO0 XXX Kaptean Inf SAKSI-8 (Saksi-8) dan kemudian Saksi-8 berusaha
menengahi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-8 dengan cara memanggil Saksl-
2, kemudian pada langgal 22 Juli 2022 Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-B unluk beremu
di Cafd D'sas depan MaXQOO000G000GN, untuk ditanya permasalahan kedekatan
Saksi-2 dengan Terdakwa;
. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Pada saal Terdakwa ingin berangkal ke
Jakarta untuk pindah tugas BKO di Kantor BFTWP Pusat, Saksi-2 memaksa untuk
kul mengantar Terdakwa ke Jakarta mengounakan Sepeda Motor Terdakwa dan
tetap mengancam apabila Terdakwa tidak menuruli keinginan Saksi-2, keluarga
Terdakwa akan dihancurkan dan Terdakwa akan dilaporkan ke pihak yang berwajib
sehingga Terdakwa menuruli keinginan Saksi-2 dan tetap menjalin  hubungan
pacaran dengan Saksi-2, pada saat i Saksi-2 ke Jakara untuk mengurus
pekerjaannya di kantor TWP, Terdakwa dan Gaks-d beberapa kali bertermu dan
melakukan hubungan badan layaknya suamil istr di hotel yang Terdakwa |lupa apa

nama hotel tersebut;
da awal Januari 2023 Terdakwa mendapal sural panggilan Dandim

P.  Bahwa pa
Halaman T dar 60 halaman Prifusan Momor ; S3-PAM -04Anailaess
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nirelr.tnri Putusan Mahkamah
aET A BebBEIRSOI ke oy
p akodim uniuk i _
ieniang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2; akukan proses pemenksaan
Bahwa selama Terdakwa dan Saksi

,‘.;d.gu di  aplikasi "2 berpacaran, Saksi-2 ada membual

tile

s klﬂh @NPa  sepengetahuan Terdakwa widio lersebut
mengga cfdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel sast Terdakwa
wartidur, saat I Terdakwa dan Saksi-2 pany selesai

i medakukan hubungan badan
jayaknya suami istri;

. Bahwa Terdakwa menyesal telgh menjalin hubungan tedarang dengan Saksi-
2, dan memohon maal sebesar-besamyn kepada Saksi-l, karena dari awalnya
Terdakwa lidak tau jika Saksi-2 adalah isti anggota TNI AD besar harapan Terdakwa
untuk dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-0 sebagai korban perselingkuhan yang
Terdakwa dan Saksi-2 lakukan lidsk aksn menuniut dan melaporkan Saksi-2 cukup
Terdakwa sdja yang menjalani hukuman, dan merasakan kehidupan di dalam
penjara, Terdakwa dan fsiri berharap dengan sangat dapat dimasfkan seria
Terdakwa masih dapat diberi kesempatan uniuk memperbaiki diri dan berdinas di TNI
AD untuk kebedangsungan keluarga Terdokwss:

s.  Bahwae kemudian Saksi-1 mengetahui perbualan persetubuhan (perzinghan)
dan Asusila yang diakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan pengakuan Saksi-2 pada
tanggal 25 Desember 2022,

L Bahwa karena perbuatan Terdakws yang telah melakukan perbuatan
persetubuhan (perzinaban) dengan Saksi-2, pada tanggal 11 Januan 2023 Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdskwa ke Denpom 11/3 Lampung sesuai Laporan Palisi
Nomor LP-06/A-0E/1/20231DIK tanggal 11 April 2023 disertai dengan Surat
pengaduan Saksi-1 ke Denpom 11/3 Lampung tanggal 11 Januari 2023, agar
perbuatan Terdakwa diprosas sesual dengan keleniuan hiukum yang barlaku,

Al

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waklu-waktu dan di tempat-fempat sebagaimana
{ersebut di bawah Ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua
puluh satu, atau setidak-tidaknya pada suatu waklu tertentu dalam bulan Desambaer
tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidak-lidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua

pubuh satu, bertempat di Pamai Kedu Kallanda Lampung Selatan atau tempat l&in

setidak-tidaknya pada suatu tempal yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer

104 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mangadili perkara ini telah
melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan®, dengan cara sebagal barikut -

a  Bahwa Terdakwa XXXX TERDAKWA masuk menjadi Prajurit THI-AD pada

tahun 2004 melalul pendidikan Secata Pi. setelah selesai pendidikan dilantik dengan
an di Yonif Mekanis 2(1/Y dari tahun 2005 sampal dengan

Agung Republik Indonesia
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ap20. selanjutnya lugas di Yonif 1425k pada tahun 2020 sampai dengan tahun
2021, dan pada lahun 2020 Terdakwa mengikuli pendidikan Secabareg IlS
E_Emnjutrma_ p?dﬂ ahun 2021 Terdakwa pindah lugas di XOUOOUOKK sampai
dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat
WXL

p. Bahwa Terdakwa kenal Sdri BAKSI2 (Saksi2), pada bulan November 2021
pada saat Terdakwa sedang berada i RS DKT D2.07.04 Bandar lampung untuk
perobat kemudian bertemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung
pada saal ity Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah it
Terdakwa dan Saksi-2 bertukaran nomor ftelepon dan sejak saat itu senng
parkomunikasi

. Bahwa pada langgal 5 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk
pergi ke Pantai Teduh Kalianda Lampung Selatan sast di pantai iU Tardakwa
mengutarakan maksudnya unuk menjalin hubungan dengan Saksi-2 sebagai pacar
dan pada saat Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, saal itu kondisi rumah
tangga Saksi-2 dergan KA SAKEL (Saksi-1) sedang mengalami masalah dan
Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika rumah langganya juga sedang bermasalah
satelah itu Terdakwa, mengajak Saksi-2 untuk menjalin hubungan dan besjanji akan
menceraikan istrinya Sdri, SAKSI-D (Saksi-0) setalzh itu menikahi Saksi-2,

d Bahwa sejak langgal 5 Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 barwisata di
pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan kurang lebsh sebanyak 3 (tiga) kali, pada
saat di Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan Saksi-2 selalu menggunakan pakaan
Minim dan sering memeluk Terdakwa serta pernah mencium pipl sebelah kin
Terdakwa sehingga Tardakwa membalas mencium kering Saksi-2, selain itu pada
eaat di Pantal Kedu Kalanda Lampung Splatan Terdakwa dan Saksi-2 senng
hermasraan, berpelukan dan bergandengan fangan, Terdakwa dan saksi-2 pemah
duduk di pondokan Pantai Kedu dan menikmati pemandangan, Saksi-2 tiduran di
paha Terdakwa dan pada saat ilu Caksi-2 menggunakan celana levis pendek satu
jengkal di atas dengkul dan pada saat ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan
Terdakwa pernah berboncengan dengan 3aksi-2 menggunakan sepeda molor
Terdakwa dan Saksi-2 memeluk Terdakwa;

" Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, siaius
Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang hartugas di XOOOGOOOOCXKX yang
statusnya sudah menikah dengan Sdrl. SAKSI- (Saksl-0) yang menkah cengan
Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2010 i Bandung secara agama lslam dan Kedinasan
serta sudah dikaruniai 2 (dus) orang anak masing-masing an. Badrika Gumilar umur
11{sabelas) tahun dan an. Azizah Safitri umur & {enam) tahun, berdasarkan Sulu
Kutipan Akta Mikah Momor 713108012010 tanggal 18 Juli 2010 dan Karlu

oo 4 cfari B0 halaman Puluzan Pomer ; BI-EAPM DGADAIZ02T
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psraurT 0 U HARR N Igun g ok 7
P HEIN2011 tanggal 20 Desember 2011, sedangkan

gnan;ﬁﬁ:i*:;ld:r i"":"l:ah dengan XXXXX SAKSH1 (Saksi-1) dan Saksi-2 masi
'::;h Nomor: 196@&:11;32;;: :.:gm Korem 043/Gatam berdasarkan Kutipan AX
gal 28 Juni 2008
f,, Behwmaa TE"#'”""“ menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, karend
Terdakwa Merasa kesepian karena Terdakwa | tatrd
Terdakwa dan Saksi-2 mengaku fidak &. i pulein el BRCAMY
) mempuriyai suami alias janda;

g Bshwa sampal pada bulan Mei 2022, karena Terdakwa sudah merasd
hubungan Terdakwa dan Saksi-2 salah, Terdakws mudai menjauh dari Sakei-? karena
Terdakwa sudah mulal menjauh dar Saksi-2 di sana Terdakwa sering diancam akan
dilaporken kepada istri sah Terdakwa (Saksi-9) bahwa Saksi-2 dangan Terdakwa
mempunyai hubungan terlarang;
h.  Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 mengiim
pesan ke nomor WhatsApp kepada Saksi-8 (istri Terdakwa) yang isinya lebih kurang,
gaksi-2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sefak bulan Desember 2021 dan sudah
menjalin hubungan badan layaknya suami isii selama T (tujuh) bulan;
I Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-3 pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022
mandatangi tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Makoramil 421-08/Falas urituk
melaporkan kejadian tersebul kepada Komandan Koramil a n Kapt Cha Slawoko;
i Bahwa hasil laporan Saksi-9 kepada Komandan Koramd 421-08/Falas a n
Kap! Gba Siswoko pada han Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cha Siswoko
melakukan mediasi terhadap Saksi-9 dan Terdakwa dengan hasil:

1} Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhanya dengan Saksi-2;

2} Terdakwa mengakul berjang lidak akan menguiangi perselingkuhannya

dengan Saksi-2 maupun dengan waniia lain: dan

3) Apabiia  dikemudian hari Terdakwa mengulang perbuatannya

rmiaka bersedia menerima lindakan/sanksi sesual dengan hukum yang berlaku.
k. Bahwa pada awal bulan Juni 2022, setelah Saksi-8 miengetabul hubungan
Tardakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-0 ingin meminta ceral kepada Terdakwa
akan tatapl Terdakwa menolak hal tersebut, Pada akhir bulan Juni 2022, Saksi-9
kedekatan Terdakwa  déngan Saksi-2 kepada Pasi  Intel
wx X Kaptan Inf SAKSH-8 (Saksi-B) dan kemudian Saksi-B barusaha
kwa dengan Saksi-§ dengan cara memanggil Saksi-
022 Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-8 untuk bertemu

melzparkan

HOOOOOO0O
marengahi permasalahan Tarda
2 kemudian pada tanggal 22 Jull 2

di Café ['sas depan MaNOOUOOCKKXX, umiuk ditanya permasalahan kedekatan

Saksi- 2 dengan Terdakwa:
L Bahwa pada awal Januar 2023 Terdakwa mendapa surat panggilan Dandim
0421/LS, agar segera Kembali ke Makadim unluk dilakukan proses pameriksaan

tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2,

Halaman 10 dari 60 falgerran Pufusan Momar - BA-K/PNE DA DI T2 3
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Amah

telah man;
3. Terdakwa mengaku menyggy, dan IR hubimgan terdarang dengan Saksi-

m

gaksi-1, karena dan awalnya Tepgay, tid TI °hon manf sebesar-besamya kepada
a I ar

AD, besar hargpan Terdakws i A jika Sakg|.o adalah istri anggota THI

ima :
porban parseingkuhan yang Terday e ofkan oleh Saksi-1 dan Saksi-9 sebagal

dan Sakg|. .
melaporkan Saksi-2, cukup Terdakwg ga; %512 lakukan figak akan menuntut dan

putusarBatAbbWoRtagnng gn i, Agung Republik Indonesia

dimaafkan sera Terdakwa masip dapat
dan berdinas di TNI AD yppg keberang
Fﬂ:h tﬂnggﬁr 11 Januari 2023 Saksi-1 m

diberi Kesempatan untuk memperbaik diri
Sungan keluarga Terdakwa; dan n. Bahwa
Blaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom
amor LP-0EIA- 08/1/20231DIK tanggal 11

023, agar perb ]
HFH"‘ 2 gar parbealan TEF-HBH'U-IE I;ILI:II'EISE'H. Segiai ﬂ-&ngan kalentuan hukum yang

beraku.

E-Efﬂ-ﬂlﬁdi!ﬁﬂt. l:rahl.l.ra P'Efbi.latan Terdakw-a IE"'EEEI.I‘ lelah memenuhl UNSUr-

unsur tindak pidana sebagaimana diaiy, dan diancam dangan pidana sesuai -
Pertama :
Pasal 284 ayat (1} ke-2 8 KUHP
Atau
Kedua
Pasal 281 ke-1 KUHP
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti
dan atas dakwaan tersebul Terdakwa tidak mengajukan keberatan/sksens/,
Menimbang, Bahwa sesusi dengan Suratl Dakwsaan Cditur Militer, Terdakwa
dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan altermnalifl yailu Dakwaan Alternatif
Fertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau Daswaan Alternatif Kedua Pasal 281
ka=1 KUHP., Qleh karena Pasal 284 Ayal (1) ke-2 a KUHP merupakan delik aduan
absolut {(klachl delicf) maka secara formal disyaratkan adanya pengaduan dar pihak
yang dirugikan uniuk dapatnya diiakukan penuntutan dalam perkara Terdakwa,
Sefanjutnya sesuai kelenluan Pasal 74 Ayal (1) KUHP ditentukan bahwa pengaduan
hanya boleh digjukan dalam wakiu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu
mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam wakiu
sembilan bulan jika bertempat tinggal dl luar Indonesia. Kemydian dalam Pasal 284

Ayal (4) KUHP diteniukan bahwa pengaduan dapai ditarik kembali selama

pemeriksaan dalam sidang pengadilan befum dimulat
Menimbang, bahwa Surat Pengaduan diajukan eleh SARSHT {suami dari Sdri.

SAKSI-2) tanggal 11 Januari 2023 kepada Denpom |13 perihal pengaduan |:.+Br|-:i:'||‘r:|
perzinahan yang berisi bahwa telah terjadi lindak psdana Asusila dan Perzinahan
yang diduga dilakukan olgh X)XXX TERDAKWA ﬂEiEjH tanggal _5 Desember E{ET
sampai dengan tanggal 27 Movernbar 2022 di pantal Kedu Kalianda Lampung, di
mmmmmnm-ﬂmmmm
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pmhlmmhhhlmum idmpy

g, di Kosan Terdakwa di Dusun Sindang Sari
matang Bany Lampung, di Amanda Hamesiay
Ung dan di Holel Grand Palace Jakarla, menuntut

gurat Pengaduan yvang diai A proses sesuai Welentuan hukum yang berlaku-
M Ciajukan tanggal 11 Januari 2023 tersebut, bila dihubungkan

dengan sejak diketahuinga tindak Pidana yang diakukan yaily pada hari Jum'at
tanggal 23 Desember 2022 maka de
dalam Pasal 74 KUHP vaily g = ol ’“Eﬂmtlimmm T mwa_nh:m
pidana, Majelis Hakim menilg| Eu::tm; 7% Ve T e B2
wakiu dan cleh karenanya maka 5 C LD D i e
ural Pengaduan tersebut dapat diterima namun
pada saal persidangan perkara Terdakwa ini dibuks oleh Hakim Ketus, pihak
pengadu  Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) hads diparsidangan dan  menyampaikan
mencabut laporan pengaduan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh XXXX
TERDAKWA (Terdakwa) dengan Sdri, SAKSI-2 dan tidak akan menuniut sesuai
keterituan hukum yang berlaku. Maka dengan mempedomani Pasal 75 KUHP yaitu
orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan
setelah pengaduan diajukan, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan alternatif
Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-Z huruf a KUHP fidak terpenuhi, sehingga
Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa lersebut di
alas dapat difanjutkan terhadap dakwaan allernatil kedua yaitu Pasal 281 ke-1
HKUHF.
Menimbanag, bahwa urutan para Saksi datam pulssan ini, sesuai dengan urutan para
Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan para Saksl yang tidak hadir di
pErsidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeariksaan.
Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di parsidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai bernkut

Lampung, i Mes Bajg) Desa pe
L.EI'I'H:“J“ﬂu di HU‘E‘I D Graen LE-'TII'.'I
atas perbuatan Terdakwg atgar

Saksi=1:

Nama lengkap - SAKSI-1

Pekerjaan - IOOOOOCHRR
Pangkal NRP < OO
Jabatan - SO
Kesaluan - OO
Tempat dan tanggal lahir - Ealembang, XEXKCK,
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan - Indonesia.

Agama - |slam.

Tempat tinggal - Kata Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagal berikut ;
Hataman 12 dawe! 60 halgrman Putirsan hipmar : B3-HPM A DNVI2023
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" foﬂmari Putusan Mahkama

s argmiab i THERBGU0E. orisl dengan
idak ada hubungan keluarga dengan 1

erdakwa hamny: :
anggota TNI AD ya ; ' Nya sebatas rekan kerja sama-
samd g berdinas dijsjaran Korem 043 Gatam:

Bahwa Saksi kenal den -
2. 93N Saksi-2 karena A
; rupakan istri i an
xgnal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 dan soia): .pa n istri sah dari Saksl d
< 5 e il 6l s elah itu pada tanggal 29 Juni 2006
- : imala Agama, Megara, dan Kedinasan
sampal CENG 9 Saksi-2 masin menjadi istri sah Saksi-1:
3. ﬂﬂhﬂlﬂ pada hari Jumal langgal 23 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di
umah Saksi-1 yang beralamat di 5 Sufian Ag a
Raly. Kota B ung, Gg, M. Bangsawan, No 72, Kac.
Lakuben o andar Lampung. Ist Saksi-1 atas nama Sdri. Meri Noviana
{53'[5"2} mengakui kesalahannya jika sudah melakukan perselingkuban dangan
Terdakwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;
4, Bahwa Saksi lidak mengetahui perbuatan perseligkuhan yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan Saksi-2, hanya mengetahuinya dar pengakuan Saksi-2 jika
mereka telan melakukan perselingkuhan:
5  Bahwa pengakuan dari Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya
syami istri dengan Terdakwa melakukanya di beberapa Hotel yang berada di
Lampung;
6. Bahwa Saksi yang membual laporan dan  pengadusn pebuatan
percelingkunan yang dilakukan olah Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pada saat
metaporkan Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 ke Denpom I3 Lampung;
7. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang
yang merasa dirugikan dan dipermalukan adalah Saksi dan Saksi sudah memaatkan

Ti
erdakwa sebelum perkara ini terjadi dan

perbuatan tersebul;

B. Bahwa perwakilan keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi yang
tujuanya untuk meminta maaf alas perbuatan yang dilakukan oleh Teardakwa dangan
Saksi-2 dan memohon supaya Saksi mencabul pengaduanya;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Tendakwa membanarkan selurubnya.

Saksi-2:

Mama lengkap . SAKSI-2

Pekerjaan © HROOCKHRN

Tempat dan tanggal lahir = KRR
Kewarganagaraan - Ingdonesia,

Jenis kelamin - Perempuan.

Agama : Islam.

Tempat tinggal - Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikul .

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terda
£ halsman Pullsan Mamer - B3RP F4ADWIN2023

owa DOCKX TERDAKWA) pada bulan
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r irektori Putusan Mah _
.?menmﬂﬁmm;m“h Agung Republik Indonesia

La .
y panya sebalas rekan bisnig Saja, MPUNg dan tidak ada hubungan keluarga

g Bahwa Saksi kenal dengap,

. KXXXX SAKSI1 {Saksi

tu pada t ksi-1) pada tahun 2005 dan
selelah itu p Nanmal 29 Juni 2008 Saksi menikah dengan Saksi-1 secara sah
gimata Agama. Negara, dan Kedinasan Bimpai dengan sek i-2 masih
manjadiistn sah Saksi-1; ga arang Saksi-Z ma
5 Bahwa pada awal

November 2021
awvial my =
Terdakwa, 5aa iy Saksi uls Saksi berkenalan dengan

E-'El:lElng memban !
0 brosus perumahan di RS DKT dan

hwa Saksi
4 | Ba W;ﬂ : 5l ”‘“ﬂﬂi.but keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang
giberikan dihadapan Penyidik Pom Denpom 1113 Lampung dengan alasan karena

Saksi marah dengan Saksi-9 selaky it Terdakwa karena sudah menuduh Saksi
perpacaran dengan Terdakwa dan sudgh melakukan hubungan badan layaknya
suami istfl sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik Saksi memberikan keterangan
yang slah dan mengarang cerita padahal Sahsi tidak permah melakukan hubungan
I yang dituduhkan kepadanya;

5. Bahwa Saksl mencabul semus keterangannya yang diberikan dihadapan
Penyidik Denpom I3 Lampung alas kesadaran dan kemauan sendin, tidak ada
tekanan atau permintazn oleh siapapun termasuk Terdakwa maupun keluarganya;

§.  Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik Denpom I3 Lampung tidak
diarahkan, dipaksa atau mendapatkan tekanan darl pihak Penyidik;

1 Bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman pidana terhadap Saksl apabila
memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dan Saksi menerangkan bahwa
keterangan yang benar adalah keterangan yang diberkan oleh Saksi di depan
persidangan dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Denpom 1173
Lampung adalah keterangan yang lidak benar;

B. Bahwa kelerangan yang sebenarnya adalah antara Saksi dengan Terdakwa
tdak ada hubungan pacaran atau persefingkuhan dan tidak permnah malakukan
hubungan badan layaknya suami islri hanay hubgungan rekan kerja Terdakwa
mencankan tanah untuk peluang usaha Sakst

9. Bahwa apabila bertemu dengan Terdakwa, Saksi selalu ditemani stafnya
hanya sebatas membicarakan masalah kerjaan saja lidak ada melakukan perbuatan

lain dengan Terdalkwa; : o 5
10. Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada G- MEEne P

Tardakwa bekerja dengan Saksi sehingga dipinjaminan lotal pinjaman Terdakwa

jula rupiah];
sejumiah Rp. 50.000.000 {imapulult ju ‘
1.  Bahwa Saksi parnah datang ke Kanior Balal Desa dimana tempat Terdakwa

berdi karena Tedakwa menawarkan tanah gadakan dan hasil bumi kepada Saksi
inas

Hitaman 14 da 60 ataman Pufusan proumar - S3-HPM -MGADIV 023
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Direktuﬁ Putusan Mahkama

pursauBbRam ARGy ng:go. id h Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi

1 Pemah  barhe

‘ wa karena pad Francengan  naik kendaraan bermelor dengan

Terda arena pada saat may ke Kator
Dasa

dijynpul oleh Terdakwa;
13.

mobilnya ada kendala sehingd3

Bahwa yang membuat videg gy
tik tok adalah Saksi i saabe
e . i pada saat di hotel Ja
pada 533 | membarikan minuman agua yang dicampur CTM sehingga
Tardakwa ngatuk dan Saks '|E'Iﬂg$1.|r‘|g merekamnya o
BEn
selaku istrl Terdakwa marah; S

14_ Bahwa padﬁ tanggﬂ_l e -J'IJ“-

iujuan supaya Saksi-Z

2022, Seksl didampingi

; ; pingi oleh Kaplen Sugend
|

gelaku Pasi Intel mxﬂxmx;m melahukan mediasi di Cafd das depan

MMW' dan sasl dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat
mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 8.000.000,00 {Delapan Juta Rupiah);
Atas keterangan Saksi-2 lersebut di atas, Terdakwa membanarkan el
Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdr. SAKSI-), SaksiS
(5dri. Sulis Styaningsih), Saksi-6 (Son. SAKSI-G), Saksi-T (Sdri. Sunarti), Saksi-8
(Sdr. SAKSI-8) dan Saksi-9 (Sdri. BAKSI-9), fidak dapat hadir di persidangan
meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Milter secara sah dan patut
sesual ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Memar 31 Tahun
1897 tentang Peradilan Militer dan tidak dapat hadir di persidangan karena tidak di
katemukan keberadaanya. Kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para
Saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan dar Berita Acara Pemeriksaan.
Selanjutnya atas permohonan Oditur Mililer dan atas persetujuan Terdakwa dan
Benasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat {2)
Undang-Lindang Nomar 31 Tahun 1987 tentang Peradilan Militer, maka kelerangan
para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan {BAP) pendahuluan yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, kelcrangannya dibacakan di dalam
persidangan dan kelerangan para Sakel lersebul disamakan nilainya dengan
keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun kelerangan
para Saksl yang lidak hadir yang dibacakan lersebul, yaitu sebagai berkul :

Saksi-3

Mama langkap : SAKSI-3
Pekarjzan + OO
Tempat dan tanggal lahir - HCOUOOCOU
Kewarganagaraan : Indonasia.

Jenig kelamin : Parempuan.
Agama - Islam.

Temgat tinggal . Prov Sumnsel
Pada pokoknya sebagal beerikut

Halaman 15 dari 50 halaman FPriusan MNomor BI-KIPM -OADAI202T




pirektori Putusan Mahkama

patusarEerall Bk bouugiga it den h Agu ng R'Epuhﬂk IﬂdﬂﬂESiﬂ
nubungan keluargs ataupyn — gan Terdakwa X00( TERDAKWA dan tidak ada

2. Bahwa Saksi lidak m
engetahui - _ :
oleh Terdakwa dengan Sdri 8AKkS).2 {S::".EIEI? dan alay Perginahan yang dilakukan
=Ly

. Bahwa Saksi bekerja di Krakatau Kahai

bulan Februari 2016, Beach Hotel sabagal Manager sejak

4.  Bahwa jika ada tamy fie
biasa dengan cara mem ¥ang ingin menginap di Krakatau Kahai Beach Hotel
esan - :

melakukan pemesan .l'ﬂE!alm aplikasi dan datang secara langsung aiau
il 1 =" melalui lelepon resepsionis Krakatau Kanai Beach Hotel,

S -::ng akan dimintai kartu ideniitas tamu seperi KTP dan setelah
m m

P yaran baru memberi kuncl kamar dan petlugas mengantar tamu

menuju kamar;

: Fre i
5. Bahwa dari data di Krakatau Kahal Beach Hotel, Sdri SAKSH2 (Saksi-2)
melnim:p 'ﬁ;rﬂk"j"a” Kahal Beach Hotel yang beratamal ai Ji. Pesisir Desa Batu
Balak, No. 95, “"f“hﬂﬂ Lampung Selatan, pada tanggal 10 Desember 2021 dan
menyewa kamar fipe Deluxe Room nomor 03 A dan Check -Out pada tanggal 11
Desamber 202,
6. Bahwa Krakatau Kahai Beach Hotel lempat Saks| bekerja hanya memiliki tjuh
lipe kamar dan memiliki 40 (Empat puluh sembilan) kamar hotel, untuk sewa kamar
hotel per malam berfanasi dari harga Rp 500.000.00 (ima ratus ribu rupiah) 5.d Rp
3.000.000,00 (tga juta rupiah).
Aas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan selyruhnya,
Saksi-4

Nama lengkap  SAKSI-4
Pekeraan - KOOOOKRK
Tempat dan tanggal kahir 2 2OOOOCO0OCK
Kewarganegaraan : Indenesia.
Jenis kelamn : Laki-lakl
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Prov. Lampung
Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bghwa Saksi tidak tidak kenal dangan Terdakwa XXXX TERDAKWA dan Sdri

SAKSI-2 (Saksl-2), tidak ada hubungan keluarga ataupun Faméty;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahul perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan
De Green tempat Saksi-t bekena;
3. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Hotel De Green bisa datang
Grean dan menusjukan KTF setelah malakukan pembayaran
ga dengan cara menghubungl nomor talpon

Saksi-2 saat manginap di Hotel

langsung ke Hotel De
tamu akan diantar menuju kKamar. atau bl

Halaman 16 dan &0 hataman Pufusar Nomar A0 DALV 2023
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4 ﬂirﬂkmri Putusan Mahkamah A
qugawmmmanmﬂam Ml
pesmber 2021, Terdakwa menyawg kamar
Jerdakwa menyewa kamar Kag milik Saksi 4
4an menginap di kosan bersamg Terdakwa:

\gung Republik Indonesia
nggal di kamar kos Saksi pada bulan
0% selama 1 (satu) bulan dan pada saat
AN Saksi-2 pemnah beberapa kali mampir

4. Bahwa Zaksi tidagk Menaryh curiga ka

- reng
saksi-2, Terdakwa mengenalkannya sebagai st
Terdakwa sebagai secrang anggota T
5. Bahwa sejak Terdakwa pindap

perama kali bertemu dengan
ahnya dan Saksi menganggap
AD tidak mungkin barbonong kepada Saksi;

F ost dan fidak & 1 & | i
ydak pemah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa da sr:;: ;" ==
1] s 1

8 Bahwa Saksi sebenamya fidak mempunyai

: uszha kos, letapl karena Saksi
mempunyai rumah kosong di P bk :

mau menyewanya Saksi haruE;b?:r;umh linggal Saksi dan ada anggota THI yang
: anya karena Saksi berpendapat jika Terdakwa

tidak mungkin berbuat hal yang tidak terpuji di rumah Saksl, sehingga Saksi tidak

meminta foto copy KTP milk Terdakwa dan Saksj-z2:

7. Bahwa Saksi lidak pemnah memalok harga sewa kos tersebut tetapi saat ilu

Terdakwa membayar sewa kamar kos selama sebulan sejumizh Rp 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiahy;

g,  Bahws pada saat Terdakwa tinggal dengan Saksi-2 di kamar kos milikl Saksi,

namun Saksi lidak pernah melihat mereka melakukan hubungan badan ataupun

perbuatan asusila dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2

berpelukan, berciuman ataupun bergandengan, Saksl hanya pernah melihal saat

Terdakwa dengan Seksi-2 pergi beksra dengan berboncengan menaiki sepeda

motar,

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai

berikout:

1. Bahwa pada Terdakwa tidak pamah mengalakan Saksi-2 adalah istr Terdakwa,

2. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menginap di kosan bersama Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tarsebul, tidak dapan dikonfimmasi kepada Saksi-5

karena keteranagnya dibacakan sesuzi BAP panyidik.

Soksl-6:

Nama lengkap : SAKSI-E

Pekerjaan o MO

Tampat dan tanggal lahir = HHOTOOICK

Kewarganegaraan - Indonesia.

Jenis kelamin - Perempuan

Agama : Islam.

Tempat tinggal « Prov. Lampung

Pada pokoknys sebagai berikul :

Hataman 1

@ dal 60 hataman Putersan Nemar ) B3RP [-O4ADATVE02 T
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- kamah Agung Republik Indonesia
tersebut, tida dapan dikonfirmasi kepada Saks:-6

e S€SUal BAP penyidik
Mama lengkap SUNART]

Pekerjaan : xmmﬂ
Tempat dan tanggal lahir - MO0
Kewarganegaraan ¢ Indanesig,

Jenis kelamin ! Perempuan

Agama s lslam.

Tempal linggal

- Prov. Lampung

Pada pokoknya sebagai berikyt -

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa {(XXXX TERDAKWA) dan Sdri
SAKSI-Z (Saksi-2), serta tidak ada hy bungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekera di Amanda Homeslay yang beralamat di Gg. Jangkung.

Kel.Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusal, Kota Bandar Lampung, sebagai karyawan
yang mengelola Amanda Homestay sejak tahun 2018;

3. Bahwa Saksi tidak mengetshui perzinahan yang diakukan oleh Terdakwa

dengan Saksi-2 pada saat menginap di Amanda Homestay tempat Saksi bekerja;

4. Bahwa jika ada tamu yang ingin menginap di Amanda Homestay bisa datang
langsung ke Amanda Homesiay dan menunjukan TKP setelah melakukan
pembayaran tamu akan diantar manuju kamar, atau bias dengan cara menghubungi
nomor lelpon Amanda Homestay dangan nomor 0E2375511016;

5. Bahwa setiap tamu yang menginap biaganya Saksi meminta  untuk
menunjukan KTP terebih dahuly, tetapl saat Terdakwa dan Saksi-2 datang saat itu
Terdakwa menggunakan seragam THI AD dan Saksi tidak berani mananyakanfys;

6. Bahwa untuk kapannya Saksi lupa seingat Saksi setiap Terdakwa dan Saksi-2
menginap di Amanda Homestay yang memesan kamar adalah Saksi-2, dengan cara
Saksi-? menghubungl Saksl melaiui HP Amanda Homestay sudah tersimpan kontak
nomor telpon alas nama Mbk Merl dengan nomos telpon OE1379289344, dan seingat
Saksi-7 nomor tersebut yang saring menelepon Saksi dan memesan kamar, unfuk
kamar yang digunakan bergant-gani,

7 Bahwa untuk pertama kall dan terakhir kafinya Saksi lupa, karena Saksi idak
mencatat tamu di Amanda Homestay yang menginap harian, seria untuk berapa kal

Terdakwa dan Saksi-2 mengnap dl Amanda Homestay yang beralamat di Gg.

Jangkung, Kel Penengahan, Kec. Tj. Karang Pusal, Kota Bandar Lampung Saksi

eudaf lupa, seingat Saksi cukup sering karena Saksi merasa familiar dengan foto

KTP miik Saksi-2;

i Bahwa harga sewa di
o 0 dari 60 halaman Pulusan Nomar : B3-40PM HO4ADVIF2023

Amanda Homeslay tempal Saksl- bekerja hanya

[
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a, Bahwa E.Emgat Eﬂkﬁi

: gung Republik Indonesia
14 {empat belas) kamar hotel, untuk sewa
100,000 0n {seratus mbu ruplah) samapal

" ribu rupiah);

ad
P303a saat Terdapwa dan Saksi-2 menginap di Amanda
Sewa kam

i 10 -[E:Eram; lirrea puls

] ar adalan 1
[seratus ima puluh riby rupiah). Saksi-2 dengan harga Rp 150.000,00

Atas kelerangan Saks)

Saksi-8

Mama lenghap
Pangkat, NRP
Jabatan

Kesatuan

Tempat dan tanggal
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama

Tempal ngoal

-T terseh
Ul i atas, Terdakowa membenarkan seluruhmya,

lahir - H}{mW

: IndDMEiEI.
! Islam,

- Kata Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berilut

g Bahwa Saksi kenal dengan

Terdakwa XXXX TERDAKWA, NRP

OO 0K, Jabatan MO0, Kesaluan
KOO AR K XXX, pada tahun 2022, saat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intel
OO RXK, pada saal itu Terdakwa mempuryal permasalaban dengan Sdri,
SAKSI-2;

2. Bahwa pada =aat Saksi menjabat sebagai Pgs. Pasi Intal XOOOCO00O00NL,
isti Terdakwa atas nama Sdn. SAKSES (Saksi-9) mengadu ke kesatuan
IOCOCOOOOOOO0 ingin meminta cerai dengan Terdakwa,

d. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Saksi-3, jka ada wanita yang
bemama Sdri. SAKSK2 (Saksi2) menghubunginya dan mengatakan bahwa
Terdakwa dengan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami st
dan ftinggal bersama, dari ity Saksi-9 meminta ceral dengan Terdakwa dan
melaporkan permasalahan tersebut ke XXOOCORONONMULK

4. Bahwa untuk hubungan layaknya suam istri dan linggal bersama seperti apa
yang Saksi tidak mengetahuinya karena east Saksi-9 mengadukan permasalahan di
OOOOOOO0OO00. tidak bertemu dengan Saksi secara langsung, harya berlemu

dengan Bati Intel Paitu Dodik;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli

XXKIOOOOOKX, setelah mendapat

9 mengadukan permasalahannys dan mengaj
0 hataman Pitusan Nomar : B3-KIPM 044 DAVIN02T

222 saal Szksi menabat sebagal Pgs. Fasi Intel
informasi dari Bali Intel Pellu Dodik jika Saksi-
ukan perceralan, Saksi mencari

Hatsman 21 dar 6
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8.  Bahwa pada akhir pygan Juili

20 y )
melakukan peremuan di 22, yang tanggal pastinya Saksi lupa saat

Cafe or
Trans Sumatra, KM 45, Kef, i 503 depan X00000000OO yang beralamat di J.
' « Kedaton, Kac, “B'iﬂl'lml Eah, LEII'nr.ILH'Ig Salatan, saat itu

Saksi menanyakan secara [gn
e G5ung kepada Saksi-2
dari Saks+9 jika Saksi 2 telah mengain PO T o e st
bersama dengan Terdakwa, sgat ; ublngan layaknya suami istri dan tinggal
dengan Terdakwa, Saks 2 :al W Saksi-2 membantah telah mempunyai hubungan
sehingga Saksi-2 | - heralasan katena terpancing emosi dengan Saksi-S
Gga =2 berkata jika merska mempuryal hubun I ( setrl
serta tinggal bersama dan ket R A
e s Brangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa jika
e nya sebatas hutungan ulang pitang tidak lebin;
i i haﬂ.l dari pertemuan Saksi dengan Saksi-2 dan Terdakwa serta satu
orang teman Saksi-Z yang namanya Saksi tidak tahu, pertemuan tersebut di lakukan
di Café D'sas yang beralamat di J. Trans Sumatra, KM 45, Kel. Kedaton, Kec.
F:ﬂﬁal"ldﬂ, ak. LE-ITIFII.I.I'IQ Selatan, E'Ehﬂgai berikut:
T Bahwa Fermasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-2
sudah diselesaikan dan dibayar;
b.  Bahwa antara Terdakws dengan Saksi-2, tidak mempunyai hubungan
layakinya suami istri, hanya hubungan pedemanan;
. Bahwa Saksi-2 menghubungl istri Terdakwa dan mengatakan mereka
mempunyai hubungan hanya karena Saksi-2 merasa marah dan terpancing
) e
Atas ketorangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan selurubnya.

Saksi-9 :

Mama langkap : BAKSI-9
Pekeraan L MO0
Tempat dan tanggal lahir O
Kewarganegaraan : Indanesia
Jenis kalamin : Perempuan
Agama : Islam

Tempat tinggal « Prov. Jabar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan
hubungan keluarga

Tardakwa (0O TERDAKWA) sejak bulan
Deserber tahun 2009 dan ada dengan Tetdakwa karana Saksi
marupakan isir sahnya Terdakwa;

2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa
mran a3 dgri (7 hakaman Pidugan Momar : §3-KPM LADATY202

ada tanggal 18 Juli 2010 o

Hala
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kedua alas nama Azizah Safitr mey,

6 (enam) tahun;
3. Bahwa pada tanggal ) tahum;

02 Mei 2022 sqp ;

i iri . SAKSI

(Saksi-2) mengirim pesan p;i ki:ll-lhul 18,30 WIB, Sdri. SAKSI-2
ks I yang

2 mengaku sudah mengenal Terdakea sejak bulan DE:‘E*ET‘:: fLi:::
menjalin hubungan selayaknya suami ist sefarmg 7 {tujuh} bulan;

4.  Banhwa Saksi kemudian pada harl Jumat tanggal 13 Mei 2022 mendatangl
tempat Terdakwa bekeria di Korami 421-08/Palas unfuk melaporkan kejadian
tersebul kepada Komandan Karamil atas nama Kaplen Cba Siswoko;

< Bahwa hasil laporan Saksi kepada Komandan Koramil 421-08%alas atas

namal " Cba Siswoko pada harl Jumat tanggal 13 Mei 2022 adalah Kapten Cba
Siswoke melakukan medias! terhadap Saksi dengan Terdakwa dengan hasil sebagai
berkut
8. Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhanya dengan Saksi-2;
b.  Terdakwa mengakui berjanji fidak akan mengulangi persefingkuhanya
dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain;
(= Apabila dikemudian hari Terdakwa mangulangl perbuatanya maka
barsedia menerma tindakan atau Sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
B. Bahwa selama Terdskwa berdinas di Koramil 421-8/Palas Saksi tidak pemah
ikut bersama Terdakwa karena tidak dijinkan oleh Terdakwa dengan alasan
tempatnya kampung, rumahnya kecil, jauh dari mana-mana dan tidak bagus unituk
anak-anak;
T Bahwa pada tahusn 2010 sampal dengan tahun 2014 berdinas di Yonil
201 /Mekanis Jayakara sebagal pengemud| Komandan Balalyon, Terdakwa tinggal di
Mayonif 201/Mekanis sedangkan Saksi-0 tinggal di rumah. Kp. Cipondok, RT. 002,
RW. 014, Kec Cipeundeuy Padalarang, Kab. Bandung Baral Sebulan atau dua
bulan sekali Terdakwa pulang; |
B. Bahwa pada tahun 2015 gamapai dengan tahun 2020 berdinas di TWP Pusat
JI. Letien Suparman, Kgv. 97, Palmerah, RT. 001, Rwy, 008, Kel Jatipulo, Kec.
Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus ibu Kota Jakarta sabaga pangemudi
Brigien TNI Imam. Terdakwa tinggal di rumah orang fuanya di Bekasi sedangkan
' . RW. 014, Kec. Cipsundeuy
Saksi tinggal di rumah, Kp. Cipondak, RT. 002 ) |
; -
Padalarang, Kab, Bandung Barat, Seminggy sekall Terdakwa pulang -
i g s.d. bulan November fahun 2020 berdinas di
g Bahwa pada akhir tghun 2019 5.4. _ .
' | Urp Sumohario, Wod, Sungai Pult, Kec.
Korem 042(Gapu, di JI. Jendra
hi. Prov. Jamii. Tardakw= tinggal di Asrama Korem 042/Gapu
Telonalpura, Kot» JE”T ‘ : ah. Kp. Gipondok, RT. 002, RW. 014, Kec.
sedangkan Saksi-0 tinggal di rumeth _ 5
e aamingau sekali Terdakwa pulang;
Kab, Bandung Baral, —&m
Cipeundeuy Padalarang. =5
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tahun 2020 berdinas di Korem gg 20 samapai dengan akhir Desember
AGatam, g . Teuku Umar, Bandar Lampund.

prov. Lampung. Terdakwa tinggal ai Kontraks

sedangkan Saksi-9 tinggal dinyman N yang Saksi tidak tahu atamalnys,
Cipeundeuy Padalarang, Kab, Bang Kp. Cipondok, RT. 002 RW. 014, Kec.
g43iGatam Terdakwa tidak i Ung Barat Selama berdinas di Makorem

I Brna u
11, Bahwa pada akhi 4ng dan hanya berkomunikasi lawat HP;
B hﬂlﬂﬁ Dﬁﬂfﬁbﬁr ?ﬂm i
2022 berdinas di XXXXXOOUHNNK | S
l.
alianda, Kab. Lampung selatan, Py Lintas Sumalera, Mo, 45, Kel. Kedalon, Ket.
Terdakwa tinggal di Mes Balai ue Gv. Lampung, lepainya di Koramil 421-8/Falas.
: sa tempalnya, sedangk ;

. G k ' nokan Saksi tinggal di rumah.
Kp. Cipondok, RT. 002, RW 014, Kec. Cipeundeuy Padalarang, Kab, B A
calama berdinas di Karamil 424 g, Kab. Bandung Barat.
nanwa 1 i, (pagi i -8/Palas pernah 1 (satu) kall pulang dan di rumah

anya AP _EI sampai rumah dan siang harinya kemball ke Lampundg), untuk hari
dan tanggal pastinya Saksi tidak ingal;
= , et Eﬂk.ﬁi lidak mengetshui secara detall perbualan Asusila dan atau
Perzinahan yang diduga dilakukan cleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi hanya tahu
pada bulan April 2022 kurang lebih 3 (liga) kali Saksi-8 menghubungi Terdakwa
melahui HP dan Saksi-2 mendengar ada suara perempuan di belakang, kemudian
Saksi-9 tanyakan suara siapa itu di jawab cleh Terdakwa “ifu mungkin suara hantu, di
ginl nggak ada siapa-siapa”;
13.  Bahwa Saksi mengetahui perkara tindak pidana Asusia dan alau Perzinahan
yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di Amanda Homestay df Bandar Lampung

sakira bulan Juli 2022 pada hari Sabtu tanggal 27 Januarl 2023 sekira pukul 06.58

WIB pada saat Penyidik Denpom 11/3 yaily Seru Didik Duwi Prawolo, 5.H.

memberitahukan babwa Saksi akan dipanggil ke Madenpom 11/3 Lampung untuk
dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara lersebut]

14. Bahwa Saksi tidak fahu pasti kapan hubungan perselingkuhan antara
Terdakwa dengan Saksi-2, hanya mengatahui darni Saksi-2 Pada tanggal 02 Mei 2022
sekira pukul 18,30 WIB ketika Saksi-2 mengirim pesan ke nomor WhatshApp Saksi
.2 mengaku sudah mengenal Terdakwa sejak bailan

yang Isinya lebih kurang. Saksi
burgan layaknya suami st selama 7 (tujuh)

Desember 2021 dan sudah menjalin hu

bulan;

15. Bahwa Saksi-9 tidak mengelahul berapa wall Terdakwa melakukan Asusila dan

atau perzinahan dengan Saksi-2.

16 Bahwa terakhir kali Saksl menafma nafkah batin dar Terdakwa pada tahun

2094 untuk waktu pastinya Saksi-9 tidak ingat, untuk nafkah lahir terakhir Saksi-9
anz2 sejumiah Rp 1.000.000,00 (satu juta

grus tahun
ada Bank BRL

menerima pada bulan agu .
rakaning gap ¥
mbenarkan seluruhnya.

rupiah) yang Saksi tanma melalul
Tardakwa me

Alas keterangan Saksi-9 tersebut di atas,
wsan Momar ; B3-KPM [-OEOA VIR
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ermohonan  untuk
Lmng ks _:‘:ﬁghadlrkan Saksi Verbaiisan dari Penyidik Denpom 13
Enyidik va
i g Nmmuj:;nﬂi Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksl-2 dan
c Undang-Undang Repuhi; iy A Mendasari pada Pasal 154 Ayat (1) Huruf
Pulilik Indonesig Momor 31 Tahun 1997 fentang Peradilan

piliter, Majelis Hakim memberikan i
Saksi Verbalisan yaity - &N izin kepada Oditur Mililer untuk menghadirkan

Sﬂm"lﬂ [Eﬂhﬁi Hﬂmﬂffaan} i

Mama lengkap : SAKSI-10

Pangkat, NRP S MRIOOO00K

Jabatan R0

Kesatuan OO 0K

Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 18 Oktober 1861,
Jenis kelamin : Laki-laki,

Kewarganegaraan ! Indonesia.

Agama . lslam,

Tempat linggal : Keta Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikul :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sajak tanggal 7 Februar 2023 sewalkiu
Terdakwa diperiksa dalam perkara fidak pidana kesusiaan dan perzinaan yang
dilakukan dengan Saksi=Z (Sdri. SAKS|-2) namun fidak ada hubungan keluarga;

2, Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSE2) sejak tanggal 12 Januarl
2025 sewaklu diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tidak pidana kesusilaan dan
perzinaan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr, SAKS-2) namun tidak
ada hubungan keluarga;

a, Bahwa sewakiy Saksi melakukan pemerikzasn terhadap Saksi-2 pada hari
Kamis tanggal 12 Januar 2023 sekira pukul 13,10 WIB dilengkapl dengan Sural
Perintah dari Dandenpom 143 Lampung.

4, Bahwa sebelurn dilakukan pemerksaan Saksi-2 dalang ke Madennpom
sendirian akan melaporkan perbuatan Asusita dan perzinaan yang dilakukan ofeh

Terdakwa dengan Saksi-Z;
5 Bahwa Setelah mengetahui Saksi-2 adalah isti anggota TNI AD selaku ibu

idan disampaiakan oleh supaya yang melparkan yaitu sumal darl Saksi-2

persit kemu T
porkan pihak yang diugkan yadu

karena perkara delik aduan yang berhak mela
suami dar Saksi-2;
B. Bahwa Saksi-2 kemudia

SAKSK1 dan membuat laporan dan manga
yang dilakukan oleh Terdakwa Gengd

n datang kembali bersam:a Saksi-1 atas narna 20000
dukan atas dugaan perbuatan kesusilaan
n Saksi-2 selaku istri Saksi-1;

dan perzinaan

Hataman 28 far! 0 haman Pulusst Nomoar ; B3-KPM -00ADATV2023
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°M9 dan Saksi telah mengingatkan kepada Saksi-1 dan

Terdakwa agar memberikan keiars
f :
dimsﬂkﬂﬂ dan dizglami sendini gleh E:i: Eznﬂ:ﬂ-bengr.henamwi apa yang diliat,
. n Peardakwa:

8. Bahwa selama dal
qaksi2 maupun Tlam:m Proses pemeriksaan Saksi tidak permah mengarahkan
WA unluk memberkan jawaban fertentu, melakukan

mcaman atau te i
penga kanan baik fisil Maupun psikls kepada Saksl-2 dan Terdakwa;

. Bahwa proses i
g pemeriksaan yang dilakukan cleh Saksi dengan cara tanya

iawab yang lansung diketik of -
} oh Saksi dan sefelah selesai dilakukan pemeriksaan
BAP diserahkan kepada Saksi-2 bagit
; it Juga setalah selesai pemeriksaan terhadap
Terdakwa hasil BAP diserahkan kepada T .
o a Terdakwa unluk dibaca kembali kemudian
setelah seiuju di paraf dan ditandatangani:
. Babw ;
10 1 :_ selama dalam pemerksaan BAP suasara ruangan tenang dan
kondusif, sehingga saksi-2 maupun Terdakws dapat menjawab secara bebas dan
lancar alas semua pertanyaan Saksi:
11. Bahwa sewaktu dilakukan pemerksaan fterhadap Saksi-2, diakukan
panyumpahan baik sebelum maupun sesudah penyidikan dan kemudian dibuatkan
Barita Acara Penyumpahan dan dilandalangani oleh Saksi-2;
12.  Bahwa Saksl melakukan pemeriksaan termadap Saksi-2 selama kurang lebih 2
(dua) jam, semua pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Saksi-2 diketik dan diprint,
kamudian dibaca sendii oleh Saksi-2, Saksi-2 menerangkan bahwa semua
katerangan yang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasil print, selanjutnya di
paraf setiap lembamya dan ditandatangani oleh Saksi-2 dan Saksi selabku peEmerikes;
13 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama kurang lebih
2 (dua) jam, semua pertanyaan dari Saksl dan jawaban dari Terdakwa diketik dan
diprint, kemudian dibaca sendin oleh Terdakwa menerangkan babwa semua
keterangan yang diberikan telah benar dan sesyai dengan hasil prnt, selanjutnya di
paraf sefiap lembamya dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi salaku
pemariksa;
44, Bahwa menurut Saksi, keterangan Saksi-2 yang benar adaleh keterangan

yang diberikan oleh Saksi-2 pada saat dilakukan pemernksaan di kantor Denpom 13

gkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAF) penyidik

Lampung yang dituan
ng benar adalah keterangan

15. Bahwa menurut Saksi, keterangan Terdakwa ya
yang diberkan aleh Terdakwa pada saat dilakukan pemernksaan di karmtar Denpom
I1f3 Lampung yang ditsangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

16. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan ferhadap Saks+2 mapun Terdakwa

telgh sesuai dengan SOP yang teraku sebagal dasar penyusunan Sural Dakwaan

dan dasar pemeriksaan di parsidangan.
EI-KPM -OADVINZ02S
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optas HEREIAMEDSUN0 LBukd Verbalisan) o .
cphagaian sebagai berikut; Fsebut di atas, Terdakwa menyangkal

= Bahwa pada saal memberikgn T
gan e
pebas karena kedua tangan dalam keadaan erdakwa tidak dalam keadaan

terhadap bantahan Terdakwa tersah
ut, Saksi-10
gaksi-11 (Saksi Vierbalisan) : tetap pada keterangnnya semula.

nama lengkap I SAKSI-11

pangkal, NRP L U000

Jabatan v MO

Kesatuan T RO

Tempat dan tanggsl kahir : Empat Lawang X3000000K,
Jenis kelamin : Lakidaki.
Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama > Islam,

Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai benkut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2023 sewaktu
Terdakwa diperiksa oleh Sertu Rio Mendagri dalam perkara tidak pidana kesusilaan
dan perzingan yang dilakukan dengan Saksi-2 (Sdn. SAKSEZ) namun tidak ada
hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejsk tanggal 12 Januan
2023 sewskiu diperiksa oleh Sertu Rig Mendagri sebagal Saksi dalam perkara tidak
pidana kesusilaan dan perzinaan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.
S AKSI-2) namun tidak ada hubungan keluarga:

3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Sertu Rio Menagri, Saksi hanya
membaty mengeprint hasil BAP pemeriksasn yang kemudian Saksi serahkan kepada

Sartu Rio Medagri;

4. Bahwa pemeriksaan yang dilakuakn cleh ol=h Serly Rio Mendagri dilakukan

sesual prosedur pemeriksaan yand diatur dalam Undang-undang dan setama dalam
proses pemenksaan tidak ada yang mengarahkan Saksi-2 meupun pada sast
pemeriksaan  ferdakwa untuk  memberikan  [@waban terienty, melakukan
pengancaman atau tekanan baik fieik maupun psikis kepada Saksi-2 dan Terdakwa;

5 Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Sertu Rio Mendagri dengan
cara tanya Jawab yang lansung diketik aleh Sertu Rio Mendagri dan setelah selesai
dilakukan pemariksaan BAF diserahkan kepada Saksi-2 begilu jUg3 setelah selesai
pemeriksaan terhadap Tardakwa hasil gap diserahhkan kepada Terdakwa uriik

dibaca kambali kemudian satalah setuju di paral dan ditandatangani:
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s 7 i G -'.thﬂl-n— sk PR
..__Mlﬂ-ﬁ"’““’-"ﬂ

wmwm“knﬁ.

.-—mwwwmnnnn-p---m
T .“."ﬂh-..p—.r-nuﬂlﬁ:unﬂm-.ml

Halaman 37



sesual dengan hasil print, selanjutnya di

raf satiap | [
pa P lembarnya dan ditandetangani oleh Saks).2 dan Serlu Rio Mendagri

selaku Pemeriksa;

9, Bahwa Seru Rio Mendagr melakukan

pemerikssan lerhadap Terdakwa
g&lama

! kurang lebih 2 (dua) Jam, semus pertanyaan dan jawaban dari Terdakwa
dikelik dan diprint, kemudian dibaca sendis oleh Terdakwa menerangkan bahwa
semua kelerangan vang diberikan telah benar dan sesuai dengan hasll print,
selanjulnya di paraf sefiap lembamya dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sertu
Rio Mendagri selaku Pemeriksa:

10. Bahwa menurul Saksl, keterangan Saksi-2 yang benar adalsh kelerangan
yang diberkan oleh Saksi-2 pada saat gilakukan pemeriksaan di kantor Denpom 173
Lampung yang dituangkan dalam Berila Acara Pemeriksaan (BAR) penyidik:

11. Bahwa menurul Saksi, keterangan Terdakwa yang benar adalah kelerangan
yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilabukan pemeriksaan di kanior Denpom
i3 Lampung yang dituangkan datam Berita Acara Pemerksaan (BAP) penyidik;

{2, Bahwa Seriu Rio Mendagri melaksanakan pemerksaan terhadap Saksi-2
mapun Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah
sesuai dengan SOP yang berlaku sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan dan

dasar pemeriksaan di persidangan.
Afss ketorangen Saksi-11 (Saksi Verbafisan) tersebutl di atas, Terdakwa

menyangkal sebagaian sebagai berikut:
Bahwa pada saat memberisan keterangan Saksi-11 ikut bertanya kepada

Tardakwa tidak hanya Saksi-10.
Terhadap bantahan Tardakwa tersebut, saksi-11 tetap pada keterangnnya semula.
Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalizan tersebut,

kemudian Majells Hakim melakukan konfrontir dengan Saksl-2, selanjutnya Saksi-2

menerangkan bahwa:
1. Bahwa selama melaku
atau perintah untuk menjawab sesual ke

kan pemeriksaan fidak mendapatkan lekanan, arahan
inginan Penyidik Denpom I3 Lampung;

+ AP (AN 2023
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pirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulusmiﬂﬂw. Kelerangan yang diberikan Saksi-2 pada $88!
dAilakukan pam&nifsaan di kantor Denpom 1113 Lampung adalah benar seperfi yang
tertulis dan -Saksl-E mencabul semys keterangan yang dituangkan dalam Berila
Acara Femwrl-t_iﬂaﬂ (BAF) penyidik tersebut dan yang banar keterangan pada sast
penmriksaan di Pengadilan Militer |04 Palembang;
3.  Bahwa selelah Seriu Rio Mendagri melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2
yang dituangkan dalam Berita Acara Pemenksaan (BAP) penyidik, kemudian hasinya
seleleh dipfint dan Saksi-2 membaca kembali dengan membubuhkan parafl pada
setiap lembarnya serta menandatanganinya,

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagal

berikut :
1. Bahwa Terdakwa (X008 TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada
tahun 2004 malalul pendidikan Secata PK. s=telsh selesai pendidikan ditantik dengan
pangkat Prada ditugaskan di yonif Mekanis 201/0Y dari tahun 2005 sampsi dengan
tahun 2010, kemudian pidah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai dengan
2020, selanjulnya tugas di Yonil 1420#J pada fshun 2020 sampai dengan tahun
2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuli pendidikan Secabareg lulus
selanjuinya pada tahun 2021 Terdakwa pindah tugas di XX00000O0X sampai
dengan sekarang dan sampai dengan lerjadinya tindak pidana yang menjadi parkara
sekarang ini dengan pangkal X000
2.  Bshwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-9 (Saksi-0) pada tahun 2009 saat
Terdakwa berdinas & Yonif Mekanis 201/J¥, Terdakwa dikenalkan aleh rekan kerja
Terdakwa atas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat 1B (lpn Bermalam)
Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 dan mulal berpacaran dengan Saksi-
8, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-9 memuiuskan untuk menikah
hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Terdskwa kenal Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan November 2021
pada sast Terdakwa sedang berada di RS DKT 02.07.04 Bandar lampung untuk
berobat kemudian bardemu Saksi-2 di kantin RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung
pada saal itu Saksi-2 menawarkan brosur perumahan kapada Tardakwa;
4 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (XXXXX SAKSI-1) walaupun
sama sama berdinas di jejaran Korem 043/Gatam karena beca tempat dinas
T ek B g SOCOOOO00K sedangkan Saksi-1 berdinas dl Makonem

04 Gatam,

5. Bahwa awal perken
berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar lampung kemudian beremu Saksi-2 di kantin

RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung eaat itl Saksi-2 menawarkan brosur perumahan
cetelsh fu kaml  bertukar nomor lelepon  dan  sering

glan Terdakwa dengan Saksi-2, saat Terdalwa sedang

kepada Tardakwa,

berkomunikasi;
Helaman 29 der 50 halsman Pufussn Nomor: B3-HAPM -04ADNINVER2S
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dengan  Saksi-2 hanya sebatas
Saksi- ' h sehin

Terdakwa berusahg m&"'ﬁc'll'mya- Bi=2 minta dicarikan tanah sehingga

7.  Bahwa Terdakwa diparsigy

fa Pemerils
B i 2o (AP Terdalowa yang dibekan dihadapan Penyidis Denpom 113
Lampung dengan alasan kareng Terdakwa merasa tertekan sehingga memberikan
keterangan yang tidak benar;

ngan menyatakan mencabut keterangan di Berita

; Ba T
8 R hwa Terdakwa mencabul semyg kelmmgannya yang diberlkan dihadapan
Penyidix Denpom i3 Lampung atas k

dari pihak Penyidik;

yang sebenamya adalah anar Saksi-2 dengan Terdakwa
tidak ada hubungan pacaran amy perselingkuhan dan tidak

T. Bahwa kelerangan

permnah melakukan
hubungan badan layaknya suami ietri fannya hubungan sebatas rekan kerja karena

Terdakwa mencarikan tanah unfuk peluang usaha Saksi-2;

8. Bahwa apabila bartemy dengan Terdakwa Saksi selalu dilemani stafnya hanya

sebatas membicarakan masalah kerjaan saja tidak ada melakukan perbuatan lain
dengan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa s&ring  meminjarm uang kepada Saksi kesbond karena

Terdakwa bekerja dengan Saksi sehingga dipinjaminan total pinjaman Terdakwa
sejumlah Rp, 50.000.000 {limapuluh juta rupiah):

1. Babhwa Saksi-2 parnah datang ke Kantor Balai Dasa dimana tempat Terdakwa

bardinas karena Tedakwa nawarin tanah gadiaian dan hasil bumi kepada Saksi-2 dan
tdak pernah menginap;

12.  Bahwa Terdakwa pemah berboncangan nalk kendarasn bermotor dengan
Saksi-2 karena pada saat Saksi-2 akan ke Kator Desa mobil Saksi-? ada kendala
sehingga dijemput oleh Terdakwa:

13, Bahwa yang membuat wdeo likiok adalah Saksi-2 saat di kamar hoted, pada
saal ity Saksl-2 mambarkan minuman agua yang dicampur CTM sehingga Terdakwa
ngatuk dan Saksi-2 langsung merekamnya dengan fujuan supaya Saksi-9 selaky kstri
Terdakwa marah alau cembuny;

14.  Bshwa pada langgal 22 Jull 2022, Saksi didampingl oleh Kaplen Sugeng
selaku Pasi Intel JOOOOOGCOGCRAE melakukan mediasi di Café das depan
Ma)oOOoooooondX, dan saatl dilakukan mediasi Terdakwa hanya dapat
mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 8.000.000.00 (Delapan Juta Rupiah);

15. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan lambahan oleh Oditur
Militer 1-05 Palembang a.n Kolonel Laut (HAW]} Toho Nemawaty Hutabaral, 5 .H.
pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kanlar Oimil

s BT dayi 60 haiwman Fulusan Momar - B3P L0GADAL00T
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repada Penyidik Den i keterangan yang Terdakwa berikan
a'rpﬂrangan Terdak i Lampung pada anggal 7 Februari 2023 adalah benar
K WA dan membenarkan parafl dan tandatangan yang ada dalam

Berita Zr;l"mrihsaaﬂ Terdakws di Denpom 1113 Lampung pada tanggal 7
Eehruar adalah paraf dan lanl:lal:angan Terdakwa yang sebenarnya,

| MﬂﬂImPann. Bahwa barang bkt yang diajukan Cditur Militer kepada Majelis
Hakim di persidangan sebaga besikut -

1. Barang :
- 1 !
(salu) buah fashdisk berisi 2 {dua) Vidia Tik Tok dengan durasi 10
detik dan 5 detjk.
2. Surat-surat:
a.

2 (dua) lembar foto Gazebe di Pantai Kedu JI. Sinar Laut, Kelurahan
Way LUrang, Kec. Kalianda, Kab, Lampung Selatan, Prov. Lampung;
0. 3 (tiga) lembar folo Motel Krakatay Kahal Beach di JIl. Raya Pesisir,

Desa batu Balak, Mo.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov.
Lampung;

€. 1 {sal) lembar bukli pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di JI,

Raya Pesisit, Desa batu Balak, Mo.99, Kec. Rsjabasa, Kab. Lampung
Selatan, Prov. Lampung;

d. 3 (tiga) lembar fots Hotel De Green di JI. Jendral Suprapto, Kee Tanjung
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

@, 1 (satu) lembar buktl pembayaran kamar Hotel, De Green di JI Jendral
Suprapto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
I 1 {satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A
a.n. TERDAKWA;
g. 3 (tiga) lembar folo Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 001, RW, 005
kKel. Bakli Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov, Lampung;
h. 1 (satu) lembar 3 (liga) buah folo Balai Desa Pematang Baru, Kec.
Palas, Kab. Lampung Selatan, prov, Lampundg;
I 3 (tiga) lemhar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP
pengelola Amenda Homestay ¢ Gang Jangkung, Kel Panegahan, Kec,
Tanjung Karang Pusat. Prov, Lampung;
I- 1 {satu) lembar folo HP inventans Amanda Homestay Bandar Lampung;
k. 1 {satu) lembar foto pertemuan antara Sdri, SAKS)-2 bersama satu
orang temanya dengan Kapt Inf SAKSEI-E dan XOO0(X TERDAKWA di Café
O'Sas di JI. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung
Selatan Prov. Lampund;
i 1 {satu) lembar 3 {tiga) buah foto Buku Mikah JO000K SAKSI-1 dengan
Sdri. SAKSI-Z;
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Tik Tok dengan durasi 180 delix
diperihalkan kepada para Saksi
Saksi-2 (Sdri. SaKs)
dan dijadikan baran
perkara Terdakws

dan 5  dafi barang tersebut  telah
dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh
"2} dan Terdakws batang tersebut disita oleh Pemyidik
9 bukti dalam perkara ni wnk kepentingan pembuktian
selelah Majelis Hakim mengliti barang bukl tersebut
temyaia berhubungan dengan perkara Terdakya yaitu vido tersebut diakul
oleh Saksi-2 maupun Terdakwa ¥ang merekamnya yaitu menggunkan HP
rmilik Saksi-2 tanpa sepengatahun Terdakwa pada sgal Terdakws fidur dan
dibual didalam kamar Hogel ¥ang ada hanya Saksi-2 bersama Terdakwa,
Majelis Hakim menital barang bukij lersebut dapat dijadikan sebagai barang

bukti dalam perkara Ini unik memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
dilakukan aleh Terdakws.

Surat-Surat ;

a. Bahwa barang bukti surat berupa 2 {dua) lembar fole Gazebo di Pantai

Kedu JI. Sinar Laut, Keluraban Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung

Selatan, Prov. Lampung, telah diperhatkan kepada Terdakwa maupun para

Saksi dan telah diskul oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukll berupa

folo Gazebo di Pantai Kedu JI. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec.

Kallanda, Ksb. Lampung Selatan, Prov. Lampung merupakan  bempat

pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 dimana ditfempal tersebul Saksi-2

tiduran di paha Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2, Majelis

Hakim meneliti barang bukli tersebut lernyala meruvpakan foto-fole yang

mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
dan barang buktl sural tersebut dapat dijadikan sebagal barang bukti dalam
parkara ini untuk memperkeat pembukiian atas parbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa;

b, Bahwa barang bukti surat berupa 3 (liga) lembar folo Hotel Krakatau
Kahai Beach di JI. Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab.
Lampung Selatan, Prov, Lampung dan 1 {satu} lembar bukhi pembayaran Hotel
Krakatau Kahai Beach dl JI. Raya Pesiir, Desa balu Balak, No.99, Kec,
Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov, Lampung, lelsh diperihatkan kepada
Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saks|-p
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dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara

il umuk  memperkuat pembuktian atps perbuatan yang dilakukan oleh
Tardakwa;

.

Bahwa barang bukti surat berupa 3 (liga) lembar folo Hotel De Green di
J. J

endral Suprapto, Kes Tanjung Karang Pusal, Kota Bandar Lampung dan 1
(saiu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel, De Green di Ji Jendral Suprapio,
Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) lembar hasil
Scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A an. TERDAKWA, telah
diperinatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan felah diakui oleh
Terdakwa bahwa yang melakukan pemesan kamar tersebut adalsh Terdakws
dengan cara mendatangi langsung dengan menggunakan identitas milflk
Terdakwa, selanjulnya biaya penginapan yang membayar Terdakwa sajumiah
HFLEEE.DI}D,HU (dua ratus dua puluh lima ribe rupiah), Majelis Hakim meneliti
barang bukb tersebut fernyata merupakan foto-folo yang mempunyai
hubungan dengan findak pklana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang
bukti surat-surat tersebut dapat dgadikan sebagal barang bukii dalam perkara
inl untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan olsh
Tardakwa,

g, Bahwa barang bukhi surat berupa 3 {liga) lembar folo Kosan di Dusun
Sindang Sarl, RT. 001, RW, 005 Kel. Bakli Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung
Salatan, Prav. Lampung yang pemilik kos tersebut Saksi-5 [(Sdri. Sulls
Tianingsih), Majelis Hakim meneliti barang bukli tersebud termyvata menipakan
foto-foto yang mempunyai hubungan dengan bindak pidana yang dilakukan
aleh Terdakwa dan barang bukli gurat-surat fersebul dapat dijadikan sebagai
barang buktl dalam perkara il untuk memperkual pembukiian atas perbuatan
yang dilakukan oleh Terdakwa;

4 Batwa barang hukli surst berupa 1 {satu] lembar 3 {tiga) buah foto Balai
Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Sﬂ';ﬂﬂ"l- prov. Lampung,
telah diperfihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diskui oleh

Terdakwa bahwa Terdakwa pemah tinggal di tempal lersebul dan Saksi-2
er
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pirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sa hhamahagke
putusampinm Baidesa torsehyy beberapa kali dan menginap ditempat

tersebul  den
9N Terdskwa dan tempat lersebut Terdakwa pemah

mﬂmbmi:E-'ﬂﬂl Saksi-2 dengan sepeda molor Terdakwa, Majelis Hakim maneliti
barang bukti tersebyt temyata merupakan foto-folo yang mempunyai
hubungan dengan findak pidana yang diak

bukti sural lersebut dapal dj e kan: pleih Tantaime daf bararlg_
untuk memperkuat pﬂmtpruu- ljadikan sebagai barang bukti dalam perkara ind

ian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakws,

e.  Bahwa barang bukli surat berupa 3 (liga) lembar foto Amanda Homstay
beseita 1 (salu) lembar folo HP pengelola Amanda Momestay di Gang
Jangkung. Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat, Prov. Lampung, telah
diperiihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakul aleh
Tardakwa kalau Terdakwa benar menginap di hotel tersebut dan Saksi-2 yang
memesan kamar di hotel tersebul melalui nomor HP inventaris Hotel sena
Saksi-2 juga yang membayar penginapan tersebut sejumiah Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah). Majelis Hakim menaliti barang bukti tersebul lemyata
merupakan foto-foto yang mempunyal hubungan dengan tindak pidana yang
dilakukan cleh Terdakwa dan bararg bukti surat-surat tersebut dapal dijadikan
sebagal barang bukli dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian alas
perbuatan yang dilekukan oleh Terdakwa;

. Bahwa barang bukt sural berupa 1 (satu) lembar folo pariemuan antara
Sdri. SAKSI-2 bersama satu orang lemanya dengan Kapten Inf SAKSI-8 dan
XXX TERDAKWA di Café D'Sas di J. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton
Koo, Kallanda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, telah diperlihatkan
kepada Terdakwa maupun Saksi-2 dan felah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-
2 bahwa pertemuan tersebut memang terjadi. Majelis Hakim meneliti barang
bukti tersebul lemyata merupakan foto pertemuan antara Terdakwa, Kapten

Inf SAKSI-8 dengan Saksl2 serfa seorang leman Saksi-2, namun fidak

menjelaskan secara detad mengenal isi pembicaraan dalam peremuan

tersebut membahas tentang apa dan Lidak ada buktl tertulis mengenai hasil
dari perfemuan tereebut, namun demikian oleh karena sejagk semulz folo
tersebut sudah ada di dalam berkas perkara sebagai barang bukti dalam
perikara ini dan juga diajukan Oditur Militer sabagal barang bukli, maka Majedis
Hakim akan tetap menjadikanmya sebagai barang bukli dalam perkara
Terdakwa ini.

g Bahwa barang bukti sural berupa 1 (satu) lembar 3 (liga) buah foto
Buku Mikah 3000 saKSH-1 dengan Sdri SAKSI-Z dan 1 (salu) lembar 2 (dua)
buah fato Copy KRP Persit Sari sAKS|-2, telah diperfihatkan kepada Terdakwa
maupun para Saks dan tafah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa

harang bukti tersebut menunjukan adanya ikatan tall perkawinan yang sah
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pirektori Putusan Mahka
putusamEMaREABENIun g0 o4

I Kesatys 0 ;
tersebut belum berakhir - N Serla sampal saat ini perkawingan

Mah Agung Republik Indonesia
KSH1) dengan Saksi2 (sdr SAKSLZ) dan

bukll tersebut ternyata pe

reesUaian dengan alat buky lai i
4 - mn sehi dapat
dijadikan sebagai barang bkt wnnyk rem st

yan{ didakwakan,
Menimbang,
berupa sural, yaitu :
1.

perkuat pembuktian atas perbuatan
b [ i
ahwa dipersidangan Saksi mengajukan bukti tambahan

TEHD“ (satu) lombar folocopy  Surat Parmchonan Damai darl XXX
N_'C"-“i'ﬁ (Terdakwa) kepada 300000 SAKSI (Saksi-2) tertanggal 16
Februan 2023 dan 1 (salu) lambar Surat Pernyataan Pardamaian antara X200

TERDAKWA (Terdakwa) dengan XXXxX SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan
bulan;

2. 1 {satu) lembar berisikan 7 (dua) lembar folo Kapten Cha Mohall dan

Sdr. Endang Suhendra (Kakak Terdakwa) beserta isti dan 2 {dua) orang
| lainmya;
| 3. 1 (salu) lembar Surai Permohonan Pencabutan Laporan darl XXXXX

SAKSI-1 (Saksi-1).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa sural yang
diajukan oleh Saksi-2 di persidangan lersebul. Majefis Hakim akan manilai dan
mamberikan pendapalnya sebagai berikut

¥ Bahwa barang bukfi sural berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat

Fermahonan Damai dad X500 TERDAEWA (Terdakwa) kepada XeOOOK

SAKS-1 (Saksi-2) tertanggal 16 Februar 2023 dan 1 {satu) lembar Surat

Pemyataan Perdamaian antara XXXX TERDAKWA (Terdakwa) dengan

KA SAKSH (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan, telah diperlihatkan kepada

Terdakwa maupun para Saks! dan telah diakui oleh Terdakwa, Saksl-1 dan

Saksi-2 bahwa barang bukfi berupa folocopy Sural Permehonan Damal dan

Surat Pemyataan Perdamaian antara X000 TERDAKWA (Terdakwa) dengan

WHHHY SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan bulan tersebul benar adanya

felzh dilakukan perdamalan oleh para pihak. Selalah Magelis Hakim meneliti

| barang bukli tersebut yang merupakan suabs benfuk pengakuan atas
perbuatan  tindak pidana perznahan dan Asusda yang lsiah diakukan
Terdakwa dengan Seksk2 yang menpakan s sah dari Saksi-1, Majells
Hakim berpendapat barang bukli surat tersebut mempunyal hubungan serta
bersesualan dengan buki-bukdi lainnya dalam perkara ini, alzh karena il
. barang bukli surat sereebul dapst dijadikan sebagai barang bukli dalam
perkara ini sebagai bukl petunjuk bagl Majelis Hakim uniuk memperkuat
rouatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

pembuktian atas pe
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sarta bers i ;
barang h::a ;EE:’:::;H:W@E dalam perkara ini, oleh karena itu

2 : pal dijadikan sebagai barang bukfi dalam
perkara Ini sebagai bukli petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperkual

pembuktian atas perbuatan yang dil i

g dilakukan okeh Terdakwa.
z;miiru;h:::gmzukﬁ berupa 1 (satu) lembar Surat Permchonan
+ Mengpekan surat permohonan pencabutan leporan dari

Saksi-1 (OO SAKSI-1) yang ditujukan kepada Kactmil 1-05 Palembang

dalam perkara Terdakwa ini. Setelah Majeks Hakim meneliti barang bukti

tersebut maka Majelis Hakim berpendapal terhadap Surat Permohonan

Pencabutan Laporan lersebut tidak dapat dijadikan barang bukli dalam perkara

inl karena tidak diberi tanggal dan bulan serta pejabat Korem 043/Gatam yang

menandatangani  surat fersebul dengan mengatasnamakan Danrem
043/Gatam fidak menysbutkan jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat permohonan lersebut Untuk itu terhadap barang bukti tambahan dari

Saksi-2 ini tidak dapat diterima dan dikesamgpingkan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa menganal keterangan
Saksi-5 (SAKSI-5), Sakei-6 (SAKSIE) dan Saksi-3 (SAKSI-9) serta Saksi Verbalisan
Saksi-10 (Sertu SAKSH10} dan Saksi-11 [(XXXX SAKSK11), pada pokoknya
Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa lidak peman mengaakan Saksi-2 adalah
islri Terdakwa kepada Saksi-B, SakskZ tidak pemah menginap di kosant milik Saksi-6
bersama Tedakwa, Saksi-2 hanya beberapa kali datang untuk menemul Terdakwa ke
Kantor Balai Desa Pematang Baru karena Terdakwa finggal atau menumpang di
Balal Desa Pematang Baru, Saksk2 lidak pemah finggal satu kamar atau menginap
bersama Tedakwa di Balal Desa Pematang Barne dan setiap kal datang Saksi-2
menginap paling 1 atau 2 malam setelah it pulang lagi ke Bandar Lampung,
Kemudian Terdakwa fidak berseiingkuh dengan Saksk2 dan tidak melakukan
hubungan badan layaknya suami Isiri dengan Gaksl-2, kemudian pada ada saat
memberikan keterangan di penyidik Denpam W3 Lampung Terdakwa tidak dalam
tangan dalam kaadaan {erborgol. pada saat memberikan
keterangan Saksi-11 lkut beranya kepada Terdakwa tidak Ranya Saksi-10. Majells
Hakim perfu menanggapi dan mengemukakan pandapatnya sebapal ekt bahwa

Keterangan Terdakwa yang diberikan ftidak konsisten spjak awal pemeriksaan alsh
palaman Putsan Namof ; A3 KPM -DUADV, "

keadaan bebas karena kedua
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perdasarkan fakla-fakta tersebut makg -
qlat bukli lain yailu keterangan Saks ﬁanﬂ;imi'ﬂ'l Terdakwa fidak diperkuat dengan
Terdakwa berdin sendif, Bahwa A EET'::'E. bukti surat sehingga sanghalan
dan Saksk3 (SARSI-9) sera Saksi-1g (Saksi 1.@,.;;5 :SME"_'-"?- Saksi-6 (SAKSI-6)
yand diberikan di bawah sumpah telsh sy :nsan}. Saksi-11 (Saksi Verbalisan)
arena mendasan pada ketentuan Pasal 173 amﬁ:-l Smn b o)
rahun 1987 tentang Peradilan Militer mgka h-etemn[ } nﬂi:'lr'lg-Um:.I:]ng oy
igiah membenkan kelerangan berdasarkan mm': mm Eak_g_l e
yand dialami dilihat dan didengar secara langsung, ket SN, el Y
ferdapal persesuaian aniara I:.Etﬁmngﬂn 4 .Erangan g S bemalf:rul
; : para Saksi, maka keterangan Saksi-3,
Sakei-6, Saksl-5, Saksi-10 (Saksi Verbalisan) dan Saksi-11 (Saksi Verbalisan) adalah
ketsrangan yang mempunyal nilai kekuatan pembuklian yang kual, sedangkan
keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, fidak
konsisten seria berdin sendiri karena tidak dilukung dengan alat bukll yo—
peterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan
keteniuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1887 tentang
Peraditan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya
candiri, keterangan Terdakwa merupakan alibi Terdakwa untuk menghindan tuntutan
hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majolis Hakim berpendapat kelerangan
yang banar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-
10 (Saksi Verbalisan), Saksi-11 (Saks| Vierbalizan) sehingga sangkalan Terdakwa
terhadap keterangan para Sakss terspbul lidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majells Hakim perlu mengemulkakan pendapatmya
terhadap keterangan Saksi Verbalizan yaitu Saks-10 (Seriu SAKSI-10) dan Saksi-11
(OOOC SAKSI-11), yang dikadirkan olah Oditer Milifer guna dilakukan pemeriksaan
barkzitan dengan pencabutan keterangan Saksi-2 [(SAKSI2) dan Terdakwa lanpa
endasar. Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan pamerksaan oleh

glasan yang m
Saksl-10 (Saksi Verbalisan), lerhadap Saksi-2 dan Terdakwa talah dilzksanakan
dengan cara-cara yang diteniukan dan diatur dalam Undang-undang, sebelum
pemeriksaan yang dilakuakan oleh Sacki-10 telah dilakukan peryumnpanan terdebin
dahuly terhadap Saksi2 dan apa yang dicacal dalam Beriia Acara Pemariksaan
(BAP) penyidik adalah yangd disampaikan oleh Saksl-2 dan Terdakwa pada saal
memberikan keteranganya di depan penyidik, karena setelah dicacal dalam Bertia
Acara Pemerksaan (BAP) Saksl-2 maupun Terdakwa sudah membaca kembali
keterangan yang telah diberkan tersebut, selanjuinya baik Saks-Z2 maupun
Tordakwa membarikan paraf dalam fjap lembaranya sedanjuinya pada lambar ierakher
menandatangani BAF yang artinya baik Saksi-2 mMaupun Terdakwa telah menyetujui
hasil dar BAP fersebul Mendasari ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayal (2), ayat (3)
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pirektori Putusan Mahkamap, A
Mmbh@mgﬁhn 1987 tentan

Peradi :
dilakuarn oleh Saksi-10 selaky - g Feradilan Militer pameriksaan yangd
Penyidik a

p Saksi-2 ai
4engan ketentuan U"danﬂ'“"'dang, dan Terdakwa sudah sesu

Menimbang, :
KSI-2) antaragu'bahwjﬂ S lerdapal perbedaan keterangan Saksi-2
[sp, = ! persidangan dengan "‘“E'Eﬂgannya pada BAP Soksi, maka

perdasarkan Pasal
Pan Iﬂ 157 Ul‘lﬂE'l'IQ'UI'IdEIng Republik Indonesia Namor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer, selanjutnya Majelis Maielis Hakim melakukan konfrontic atas

keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-10 (Saks! Verbaiisan) untuk menaul
kabenaran keterangan merekg masing-masing,

yang pada pokoknya ;
1.

Bahwa Saksi2 telap pada kelerangannya yang diberkan d depan
persidangan yailu bahwa keterangan Saksi-2 yang benar adalah keterangan yang
diberikan di depan persidangan yaitu Saksi-2 fidak ada hubungan pacaran dengan
Terdakwa, Saksi-2 tidak pemah melakukan hubungan badan layaknya suamai istri
baik dikamar hotel maupun di kosan mikk Terdakwa, kemudian Saksi-2 lidak permah
menginap di kosan Terdakwa maupun di kamar samping balal Desa dimana
Terdakwa menginap, begitu juga dengan Terdakwa mencabut semua keterangan
yang diberkannya saat di perksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangannya di
depan persidangan adalah yang sebenarnya;

2. Bahwa baik Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan di depan persidangan bafwa
keterangan Saksl-2 dan keterangan Terdakwa yang diberikan di depamn panyldik
adalah benar sebagalmana yang fercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan BAF)
penyidik;

3. Bahwa keterangan yang dibenkan oleh Saksi-10 (Sakst verbalisan) adalah
benar, Penyidik tidek pemah mengancam, membarikan lekanan, arahan unfuk
memberikan |awaban sesual keinginan Penyidik dan melakukan pemeriksaan
sebagaimana ketentuan Undang-undang.

4, Bahwa pencabutan keterangan balk olah Saksi-2 dan Terdakwa saal diperiksa
oleh Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lidak mempunyai
dasar alasan yang kual.

Bahwa lerhadap hasi konfrantis keterangan Saksi-2 dan Terdakwa dengan
Saksi-10 {Saksi Verbalizan) tersebul, Majelis Hakim mengamukakan penilaiannya,
bahwa Saksl-2 hadir di persidangan dan mamberikan kelerangan di bawah sumpah,
nakan keterangan saksl-2 di sidang berbeda dengan kelarangannya
yang terdapat dalam Berita Acara Pemerksaan Saksi, maka mendasar Undang-
undang Republik Indonesia Nomar 31 Tahun 1957 teniang Peradilan Militer Pasal
156 Hakim Wetua telah mengingstkan Saksi-2 tertang makna sumpah maupun

' - grut agama yang dianutnya apablia Saksi-2
sanksi pidana serta sanksl men ) _
o keterangan yang tidak benar dan berbohong, selanjuinya Haful'n_lr':ahm
::hr:z::}'ﬂhm +iasan Saksi-2 mengenai perbedaan keterangan yang diberikan di
80 fralsman Pulrsan Nomar ; 3-KPM SOEADASR02T

ramun dikane
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pysanpEitamah

pUrRNpe AWM0RERIRrangan yang diberikan saat d iclik, namun

5 ik a aat di BAP Panyidik,
Saksl- apal  memberikan  alasan an

erangannya tersebul d R J R
e 2N dengan tegas menyatak dalam
_ . Yalakan mencabul kelerangan
BAP Saksi yang diberikan dihadapan Pamidi dan
i Bk nyidik Denpom I3 Lampung

menya 'angan yang diverikan di persidangan adalah ketarangan
yang Denar. EE::rlmlf'ﬁ'a Sakgi-2 bersedia menanggung segala konsakwens! alas
dihadapan uharﬁ karena menurut Saksi-2 keterangannya dipersidangan tersebutiah
y_ang bEﬂﬂ_n sehingga Majelis hakim menilai Saksi-2 dalam meberikan kelerangnya
tidak konsisten ‘f"'alaF‘”“ Pada saal sebelum memberikan kelerangan pada penyidik
Saksi-2 telah disumpah begilu jugs pada saat sebelum memberkan kelerangan
dipersidangan Saksi-2 juga telah disumpah, sahingga Majelis Halém menilal Saksi-2
mempermainkan makna sumpah. Demikian juga hainya dengan Terdakwa, mencabut
keterangan yang diberikannya saat di periksa Penyidik tanpa memberkan alasan
yang mendasar, walaupun Terdakwa dalam memberikan kelerangan tidak disumpah
namun dengan mencabut kelerangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAF)
telah menunjukkan ketidakkonsistenan Terdakwa dalam memberikan keterangan dan

terkesan berbelt-belit dalam memberikan keterangan untsk menghindar dan jerat
hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa lerhadap perbedaan keterangan sebagaimana yang
diberikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa saat di pariksa Penyidik dengan kelerangan
yang dibarikan di depan persidangan, Majelkis Hakim berpendapat bahwa keterangan
Saksi-2 yang diberikan dihadapan persidangan fidak bersesuaian dengan keterangan
para Saksi yang lain, berdir sendin dan keterangan Saksi-2 yang dibenkan pada saal
penyidikan yang dicacat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAF) keleranganya
bersesuiankan dengan keterangan para Saksi, sehingga slasan pencabutan BAP
penyidik lidak beralasan dan begitu juga adasan pencabutan Benta Acara
Pemeriksaan (BAP] oleh Terdakwa lidak beralasan padahal Terdakwa membenarkan
keterangan yang diberikan aleh Saksi-10 {Saksi verbalisan) yang menerangkan
batwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pemydik lidak ada
malakukan fekanan ataupun mengarahkannya dalam memberikan kelerangan.
Dengan mendasar ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Momor 371 Tahun
1997 tentang Peradian Militer wajelis Hakim menilai keterangan Terdakwa hanya
dapat digunakan untuk dirinya sendi, ketarangan Terdakwa merupakan alibi
Terdakwa untuk menghindari uniuian hukum,

Bardasarkan uraian di  atas Majelis Hakim berpendapal pencabulan
keterangan pada Berita Acard Pemerksaan (BAP) olsh Saksi-2 dan Terdakwa tidak
dapat diterima dan kelerangan yang benar dan dipakai adalah keterangan yang
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Sk i

e P AL PR DY B
sia Pt e e AT 3 o, Pt b . i e G e i




irektori Pu
ﬂ:ﬂm’m“:fﬂ;hkﬂmah Aﬂung Republik Indonesia
helerangan Pada penyidik karena telah b rsasuaan

dengan kelerangan para Saks| maupun alat bukti igi
inya,

Menimbang, bahws ;
Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan

prdapalnya apaka

perkara ini dapat dijadikan seba
i .
sebagal berikut; 3l alat bukli dengan memberikan pendapalnya

hwa iti
i Ba selelah menaliti kelerangan para Saksi yang telah memberikan

rangan di :
:Tﬁsng?}. ;;:’:::::E:s;u:ansm POOOKK SAKSH1) dan Saks-2 (S,
Jibacaksn darl Befita Acara ,H..,.E,,k:g N
SAKSE-4), Saksi-5 (Sdn, Sulis El'xgn-aan g Eaﬁm (T, ARSIy ek ‘Edr'
Sunarti), Saksi-8 (Sdr. SAKSI-8) d o), S ( akThey SHeR B
_ an Saksl-9 (Sdri. SAKS|-9) serla pemeriksaan
lerhadap Saksl Verbalisan yaity Saksi10 (Sertu SAKSI-10) dan Saksi-11 (XXXX
SAKSI-11), para Saksi telah memberkan keterangan di bawah sumpah dan
menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendii dan keterangan para Saksl
saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yand
diperclen dari penilaian hasil pemeriksaan lersebul, dihubungkan dengan Pasal 173
ayat (1) jo ayat {6) hunsf 8 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1397 lentang Peradilan
Militar. maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoiah
alat bukti berupa keterangan Saksi;
2 Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai
keterangan yang telah diberikan aleh Terdakwa, Berdasarkan fakta-fakia yang
diparcleh dari penilain hasil pemerksaan lersebut, dihubungkan dengan Pasal 175
ayal (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 temtang Peradilan Militer, maka
Majelis Hakim berpandapal dalam perkara Terdakwa ini talah diperolen alal bukti
berupa keterangan Terdakwa.
Menimbang, bahwa tarhadap barang bukli berspa harang dan surat-surat
Millier serta barang bukll tambahan dari Saksi-2 di

yang diajukan oleh Ofibur
p perlu unfuk menilai barang buktl berupa

persidangan, Majelis Hakim mengangga
_eyral tersebut apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bakwa

kaseluruhan barang bukli yang diajukan oleh Oiditur Militer adalah barang bukb yang
sah karena dibuat menurut peraturan perUindang-undangan yang dipernumtukkan bag|
permbuktian sesuatu hal dalam hal inl adalah guna pembuktian dalam perkara
Tardakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Begitu juga tarhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-2 di
alah Majelis Hakim maka terdapat persesuaian dengan
apat dijadan sebagai bukli petunjuk untuk memparkuat
didakwakan kepaca Tedakwa,
kan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat
g} halaman Putusan Nomor : 83-K/PM 04 DVIR02E

barang dan surat

persidangan, selelah ditelit
alat bukti lainnya sehinggd d
pambuktian atas tindak pidana yand
jmbang, bahwa bardasar

Halsman 40 dan
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angkat P i i o
¢engan pangral Frada dilugaskan di yoni Mekanis 20110 dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2010, kemudian pigah tugas di Mabesad pada tahun 2010 sampai

dengan 2020, selanjutnys tugas di Yonif 142K pada tahun 2020 sampai dengan

ulus pada tahun 2021 selanjuinya Terdakwa pindah tugas di H0COODOEKG00
sampai dengan teradinys tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan
pangikal X

2z Banwa benar Terdakwa kemal dengan Sdr, SAKSI-D (Saksi-D) pada tahun
2009 saat Terdakwa bardinas di Yonif Mekanis 2014JY, Terdakwa dikenalkan oleh
rekan kerja Terdakwa alas nama Sertu Jaya, pada saat Terdakwa mendapat IB {liin
Bermalam) Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksl-0 dan mulai berpacaran
dengan Saksi-9, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-8 memutuskan
untuk menikah,

. 8 Bahwa benar Terdskwa fidak kenal dengan Saksi-1 (OO0 SAKS-1)
walapun sama-sama berdinas di [ajaran Korem 043/Gatam, karena beda tempat
dinas Terdakwa berdinas di 20000000000 sedangkan Saksi-1 berdinas i
Makorem 043/Gatam;

4, Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri, SAKSEZ (Saksi-2), pada bulan
November 2021 pada saal Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar
lampung dan berfemuy Saksi-2 d kantin Rumah Sakit lerscbul. saal u Saksi-2

menawarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah ilu Terdakwa dan Saksi-2

bertukar nomor telepon dan selanjuinya sering berkomunikasi, _
3 Bahwa benar pada tanggal 05 Dasember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2

untuk pergi ke Pantal Kedu Kallanda Lampung Selatan, saat berada di pantai
lersebut Terdakwa mengutarakan néatnya urtuk menjalin hubungan pacaran dengan

niatrya tersebul kondisi rumah tangga
Saksi-Z dan saat Terdakwa mengularaxsn .
Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 jika

jutnya Terdakwa mengajak Saks|-2
i mnggaw:!ﬁ:ﬂ d:n beranji akan menceralkan lstrinya Sdri. SAKSIE-0
untuk menjalin hu

mwn‘fmmwnwm'mwmmj
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6 Bahwa benar pads saat Saksi-2 dan

yand berlanpul dengan hubungan badan Terdakwa menjalin hubungan pacaran

. layaknya susmi i

seorang Prajurit TNI AD yang bertugas g mmﬂm Terdakwa adalah
an Saksi-9 sed dan sudah menikah

dend angkan stajus Saksl-2 merupakan isiri sah darl X000 SAKSH1

(saksi-1) yang merupakan anggata K
orerm (g3 -
Nikah Momor: 186/38/1 112007 tanggal 29 Juni EWGHE A1 Gt g U

7.  Bahwa benar bertempat di Pantaj _
adalah empat Terdakwa darEE Eaks::l::-u:::; iﬂi:;amwrg SI?IE.M o
a kali menjalin hubungan
perpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 berwisata di Pantai Ked i
: u Kalianda Lampung
Selatan kurang lebih sebanyak 3 (iga) kali, pada saat di da
Lampung Selatan Saksi-2 selafu men pa | .l Pantal Kedu Kakan
i s s .g,-gunﬂ:an p?z.man Minim dan sering memeluk
pipi sebelah kirl Terdakwa sehingga Terdakwa
membalas mencium kening Saksi-2;
g.  Bahwa benar pada saat di Pantai Kedu Kallanda Lampung Selatan Terdakwa
dan Saksi-2 sering bermesraan, bempelukan dan bergandengan tangan, Terdakwa
dan Saksi-2 pemah duduk di pondokan pantai Kedu sambil menikmati pemandangan,
caat ity Saksi-2 tiduran dipaha Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan celana levis
pendek satu jengkal di atas dengkul dan di Pantai Kedu Kaliznda Lampung Selatan
larsebut Terdakwa pemah berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda
mator Terdakwa sambil Saksi-2 memeluk Terdakwa darl belakang,
9. Bahwa benar pada fanggal 10 Desember 7021 pertama kall Saksi-2
melakukan hubungan badan layaknya suami istrl dengan Terdakwa di Krakatau
Kahai Beach Hotel, yang melakukan pamesanan kamar adalah Saksi-2 dangan
menggunakan KTF Gaksh? serta Saksi-2 yang membayar sewa kamar tersebul
sebesar kurang lebih Rp A00,000,00 (gelapan ratus ribu rupsah);
40. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak Saksi-2
urituk merayakan malam ahun haru di Hotel Grend Elty dan di kamar haotel tersebut
ungan badan layaknya sLEami istri;
o022 Saksi-2 Oan Tardakwa, menyewa
dang Sari, RT. 001, RW. 005, Kel, Bakl

Saksi-2 dan Terdakwa malakukan hub
11. Bahwa benar pada awal Januari

kamar kos yang beralamat di Dusun SN
Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung gelatan, saat tinggal di sana Saksi-2 diperkenalican

oleh Terdakwa sebagai istinya kepada pemilk Kos an Sdi Sulis Styaningsih
(Saksi-5) dan selama 1 (satu) bulan Terdakwa finggal di sana, Saksi-2 sering
berkunjung dan sesekali menginap 4i tampat kos tersebut sarta melakukan hubungan

badan dangan Terdakwa; | |
12. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakws nindiah tempat tinggal ke
Mes Balgi Desa Pematang Bart
Terdakwa tinggal di Mes \ereabut, Terda
Haigman 42 dar B0 halaman

Kec. Palas. Kab., Lampung Selatan, pada saat
kwa memperkenalkan Saksl-2 kepada

Putusan Nomor : S3-K/PM F0GADNVIK2023

S ““WJWLﬂMHﬂkmmum|
r "_.a....l.-rllﬂ"b'.:" e iy’ g P I, B Pk A PG A SR S e i
..._..u-.'.uumi-:“'“'""w- o

T e R e |




Direktnri Putusan Mahkamah a
apka e Merguin g gung Republik Indonesia
pybe® il BB sebagai jeir Twaki dm‘:ﬂmlz g;ﬁg e

dan menginap di mes tersebyt ———
4an kalau Saksi-2 masak maka kan hubungan batan dengan Terdakwa

makan bersama;

13, Bahwa benar pada tanggal 2 e
B 2022 sekira pukul 1 g (Sdri.
caKSI-9) selaku st Terdakwa mendapat pukul 18.30 WIB, Saksi8 (5d

slaf
alau petugas perangkat desa sering dikasin atau

: informasi dan i Saksi-Z
melalui pesan WhatsApp (Wa) mengenai : pengakuan dar
o ) perselingkuhan Saksi-2 dengan Tardakwe
yang U ah terfadl sejak bulan Desember 2021
. . atau sudah berlangsung selam 7
(tujub) bulan;
. Bahwa benar selanj ' ;
1 anjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Saksi-8
mendatangl tempat Terdakwa berdinas di XXXXOOUXNXX dan melaporkan
parbuatan Terdakwa tersehut kepada — Tardalwa yailu
rersebul selanjutnya dilakukan mediasi oleh Kapten Cha Siswoko antara Terdakwa
dengan Saksi-8 dengan hasil kesepakatan sebagai berikul :
a.  Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-Z;
b, Terdakwa mengakul dan  beranj  tidak  akan mengulangi
persalingkuhannya dengan Saksi-2 maupun dengan wania iam;
. Apabila dikemudian har Terdakwa mengulangi perbuatannya maka
harsedia menerima tindakan atau sanksi sesuai dengan hokum yang berdaku.
15  Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa sudah mulai menghindar dan
&aksi-2 dan memutus komunikasi dengan Saksi-2 serta Terdakwa menitipkan samua

barang-barang Saksi-2 yang berada di Mes Balai desa Palas kepada Sdr. Sobr

tetangga depan Mes tersabut;
16, Bahwa benar pada bulan Jull 2022, ka
dimanfaatkan oleh Terdakwa maka Saksi-? meminta bantuan kepada Kapten

Siswoko untuk membaniu Saksi
digunakan olah Terdakwa yang jumlahnya kurang leb

{lima puluh juta rupiah),
47. Bahwa benar pada tanggal 22 Jul 2022, Saksi-2 didampingi cleh Kapten

laku Pasi Intel S OOOOOO0K metakukan mediasl di Café das depan
MaOOOOOOOOOKKK  dan  saal diakukan mediasi Terdakwa hanya dapat
mengembalikan uang Saksi-2 sejumiah Rp B.000.000.00 (Delapan Juta Rupiah),
setelah itu Saksh-2 sudah mersakan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk fokus
dengan [strinya sera melupakan Saksi-2 totapi Terdakwa tetap kukuh akan

.
fys 2022 Saksl-2 diminta Terdakwa untuk

rena Saksi-2 merasa dikhianati dan

.2 menagih semua uang Saksi-Z yang sudah
in sebesar Rp 50.000.000,-

menceraikan istrinya dan menika Saksi

18, Bahwa benar pada tanggal 2 Agus
ke Jakara dengan mengendarai sepeda motomya unluk

Kantor BPTWP Pusal sefelah i antara Terdakwa dengan

mengantar Terdakwa

I pindah tugas BKO di
Hafaman 47 dant §t) halaman Putusan Nomar ! BF-AUPM O DVAL023
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strinya  serta berjanji N Terdakwa letap Ingin menceraikan

ahi Saksi.
ui Terdak - 2, sehin - '
menemul 1Er0akwa apabida Sapeio sedang herada :ﬂ j;ﬂkﬂli masih sering
| Aa umtuk mengurls

ghkerjaannya maka Saksi.o _
P h 3kan menginap di Hotel dengan T -
metakukan hubungan badan: gan Terdakwa selanjuinya

ang

berita tersebul Saksi-2 merasy ditipu dan
Saksi-2 melaporkan Perselingkuhan Sajs|
yaity Saksi-g;

dikhianat lagi oleh Terdakws sehingga
-2 dengan Terdakwa kepada isti Terdakwa

Saksi-2 kemudian pada ke&sutani o R s e
: afinya langgal 26 Desember 2022, Saksi-1
mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Terdalowa ke Denpom 11/3 Lampung;
21.  Bahwa benar kemudian perwakian pihak keluarga Terdakwa dalam hal ini
kakak Terdakwa beserta istrinya yang tinggal di Bekasi datang ke Lampung menemui
Saksi-1 (KARXX SAKSI-1) untuk mengajukan permohoran damad terkait perbuatan
perzinahan dan asusila yang dilakuan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istr
Saksi-1 dan dari pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Permohonan Damal
dan permintaan maaf kepada Saksi-1 (000K SAKSI-1) tertanggal 16 Februar 2023
yang ditandatengai oleh Terdakwa dan XXO00{ SAKSE1 (Saksi-1) sera diketahui
oleh Danramil atas nama Kapten Cha Mohali serta kakak Terdakwa atas nama Sdr.
Endang;
2% Bahwa benar dari barang bukli tambahan yang diajukan cleh Saksi-2 di
parsidangan Majelis Hakim telah mendapatkan bukli petunjuk kalaul Tordakwa telah

melakukan perbuatan Zina dan Asusila dengan Saksi-2.
Menimbang, bahwa mengenai tuntulan Odilur Militer, Majelis Hakim

mengemukakan perdapatnya sebagal bertkul

1,  Bahwa mengenai keterbuklian unsur-unsur tncak pidana sabagaimana yang
dibuktikan Oditur Militer di dalam tuntutannya, Majels Hakim akan membukiikan
sandiri keterbuktian unsur-unsur lindak pidana dalam Dakwaan altematif kedua
dibubungkan dengan fakia hukum yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa mengenal tuniutan pidana pokok penjara oleh Oditur Militer kepada
para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperlimbangkannya tersendii mengenai
pidana yang akan dijatunkan kepada Terdakwa setelah memperhatkan dan
mempertimbangkan motivasi dan skibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang
dan memberatkan serta halhal yang mempengaruhi sehingga

maringankan
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
44 clarf 60 halaman Pulusan Nomar : 83-K/PM 1-04/ADAVIV2023
ki Iy bahin Tl dguen pied (R ETINEA DRl FEFIESTRE FAT AIUS AT
Rt i e e e e B e e e sl




Mmembebankan kepada Terdakwa
da prinsipnya sependapal namun

disampaikan ufeh Tardal.:wa. Majelis Hakim akan menanggapl bersama-sama pada
saat memberikan perimbangan mengenai perjaluhan pidana terhadap din
Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakla-fakta hukum

turaebut: O 188, Ramun Ui dapalnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan
keseluruhan unsur-unsur dar pasal yang didekwakan serta kepada Terdakwa dapat
pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan nya.

Menimbang, bahwa tindsk pidana yang didskwakan oleh Oditur Militer
disusun dalam benluk dakwaan Alternatif yaitu Perlama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf
a KUHP alau Dakwaan Allematif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP, Oleh karena Pasal
284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (jdacht defict) dan di
depan peesidangan Saksi-1 menyatakan mencabu! pengaduannya sehingga syaral
formal pengaduan unfuk dakwaan allematif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2
huruf @ KUHP tidak terpenuhi, oleh karena iu Majslis Hakim akan membukiikan
Dakwaan Altermatif Kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa mengenal uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan
altermnatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagal berikut :

1. Unsur Kesalu : Barang siapa.
3 Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai yrgian unsur-unsur lindak pidana pada
Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut:
Unsur kesatu : “Barang siapa’.
Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa
| tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapal diperanggung jawabkan
sebagai subyek hukurm pidana di Indonesia gerta mampu berianggung [awab g:njn}.-a
dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hiukum, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 sampal dengan Pasal 5 Pasal 7, Pasal B HU.HP' subyek
hukum terssbut meliputi semua orang sebagal warga negara Indonesia lermasuk

bagai Prajurit TNE
yang berstatus sebaga adalah seorang Prajurit THI, maka pada waktu

Dalam hal Subyek hLﬂTs Har 60 halamin Putusan Nomor | B3-KIPM HIMADAIN2023
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negara B, juga anggeta TNI dimana
dengan siatusnya tersebut, dianggap sebacai
2ai orang va bert b
dihadapan hukum. il ki
Berdasarkan fakta

~fakia hukum yang terungkap di persidangan |
1. Bahwa benar

Terdakowa (300K TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI-AD
pada tahun 2004 melalul pendidikan Secala PK, selelah sslasai pendidikan dilantik
dengan pangkat Prada dilugaskan dij yonif Mekanis 201/0Y dari tshun 2005 sampai
dengan tahun 2010, kemudian pidah tugas di Mabesad pada tshun 2010 sampai
dengan 2020, selanjuinya tugas di Yonif 142K pada tahun 2020 sampal dengan
tahun 2021, dan pada tahun 2020 Terdakwa mengikuli pendidikan Secabareg lulus
selanjulnya pada tahun 2021 Terdakwa pindah lugas di XXKXXOOOCOUK sampai
dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi parkara sekarang Ini dengan pangkat
YOO
2. Bahwa benar sampai saal ini Terdakwa belum pemah mengakhii atau diakhir
ikatan dinasnya sebagai anggota THI hal i diperkual dengan keterangan para Saksi
dan juga adanya Keputusan Penyerashan Perkara dari Danremn 043/Gatam selaku
Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/VII2023 tanggal 18 Juni 2023 tentang
Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Milier pada Oditurat Miiter 1-05
Palembang Nomor Sdak/63/VIiZ023 tanggal 26 Juni 2023,
3 Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam
TMI AD, lengkap dengan tanda panghat, Inkasi Kaesatuan dan atribut tesinnya serla
masih menerima rawatan kedinasan dar negara medalul THI;
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab perianyaan-perianyaan
yang digjukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia
yang mudah dimengerti dan dipersidangan ldak ditemukan fakla-fakta vang
menunjukkan Terdakwa terganggu partumbuhan jwvanya alaupun lergangou Karena
suaty penyakit sehingga dapal mwm”“”wm_ar_’ m”_mm'

Dari uraian dan faka-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpandapat unsur

kesatu, yaitu “"Barang siapa” telah terpenubi.

Unsur kedua * "Dangan sengaja dan tarhuka melanggar kesusilaan
. - | Meman Van Toelichting (MVT) atau memofi penjelasan yang
ru B L) -
d W i angaja’ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sualu
imaksud "dengan S
- Hatgman 48 dan & halaman PLusan Weamor - B3P H0HADATF2023




sengaja itu harus menghendag;
akibainys.

vang dimaksud “terbuka®
ka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, aau

serta i :
Mmenginsyafi tindakan tersebut dan/atau

gesuatu tempat yang dapat . _
maupun di tempat-tempat :: l:ﬂ:?:;::iﬁ:a f'_"'ff“ jalan, lorong, @sm.
giakukan ditempat yang bukan fempat umum w mpat TR il
; , bidak disyaratkan diketahul oleh Si
pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat |
ke lempal i, atau apakah umum dapat o Gk s’ gompar sttt I
vang dimaksud dengan ~|emm s il
: uka® menurut pengertian bahasa adalah tidak
teriutup, fidak terlarang juntuk umumj yaitu mudah didatangi dan diihat cleh umum
ﬂl‘l‘liﬁﬂln:'l"a tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan
sebagainya), maupun di lempat yang mudah dilihal erang lain dar lempal urmUm
meskipun dilakukan di tempal yang bukan umum { Putusan Haoge Raad/HR tanggal
12 Mei 1202).

Bahwa SR Siantur, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut
I uralannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau
~sacara terbuka® (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat
di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempal yang dapat dilihat,
didengar, atau disaksikan oleh umum (yang harada di tempat it atau di tempat
lainmya).

Yang dimaksud “Melanggar kesusilaan® adalah, perbualtan yang malanggar
nomma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang beraku, yang berhubungan
dengan kelamin alau bagian badan lerteniu lginnya, yang dapat menimbulkan
perasaan mald, perasaan jijik atau terangsandanys nafzy birahi orang lain, dan
perbuatan tersebul juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.
Karena adanya bermacam-macam yhuran kesusilgan menunut adat istiadat (suku
hangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie peru mempertimbangkan ukuran
dan keadaan ditempat tersabut.

kesusiaan yang berlaku menurut tempal
UHP serla Komentar-komenlarnya,

Bahwa R. Scesilo, SH dalam bukunya, K
merusak kesopanan dimuka umum irtinya perbualan
ja dilakukan di tempat yang dapat dihal oleh umum
gedung bloskop, di pasar

menjelaskan bahwa sengaja

merusak kesopanan i £anga ;
atau didatang orang banyzk. misalnya di pinggr jakan, di

dsh
tg, 5.H. dalam hukunya KUHP dan KUHAP

Bahwa R. Soenarlo Goerpdibra . - .
(dilengkapi dengan yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press
halaman 167 menyatakan hahwa Yand dirmaksud dengan melanggar kesusilaan
secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan diternpal umum maupun dilempat

e

yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditampat yang
ang
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pirektori Putusan Mahkam
puuwmm-gq,mﬂ- 1
dart jendela dari seberang jalan h:jﬁ:':il Sualy perbuatan yang hanya dapat dilinat
k
yang menentukan bukankan - aRukan dimuka wmum (HR & Oktober 1914),

Berdasarkan fakis

Yang la . .
1. Bahwa benar Te 9 terungkap di persidangan :

Telakow,
A Kenal dengan sarl. saksi.g (Saks-8) pada tahun

berpacaran

dengan Saksi-8, sehingga pada tahun 201p TR iy B . ronera bl
yniuk menikah;

2. Bahwa benar Terdakwa fidak kenal dengan Saksi1 [XXXXX SAKSE1)

walspun sams-sama berdinas di jajaran Korem 043/Gatam, karena beda tempat

dinas Terdakwa berdinas oi dOOOOOOOOE00E sedangkan Saksi-1 berdinas di
Makorem D43 Gatam,;

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdi. SAKSI-2 (Saksi-2), pada bulan
November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02,07.04 Bandar
lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, saat itu Saksi-2
manzwarkan brosur perumahan kepada Terdakwa, setelah v Terdakwa dan Saksi-2
berukar nomor telepon dan sslanjulnya senng berkomunikasi;

4. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2
untuk pergi ke Panial Kedu Kallanda Lampung Selstan, saal berada di pantal
tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjalin hubungan pacaran dengan
Saksi-? dan saat Terdakwa mengutarakan niatnya lersebut kondisi rumah tangga
Saksi-2 sedang mengalami masalah dan Terdakwa berkala kepada Saksi-2 [ika
rumah tangganya juga sedang bermasalah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2
untuk menjalin hubungan dan berjanji akan menceraikan istrinya Sdri. SAKS-8

(Saksi-9) dan akan menikahi Saksi-2Z;
5 Bahwa bernar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran

yang berlanjut dengan hubungan badar kayaknya suami istr, status Terdakwa ad?lah
seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di HIW dan sudah menikah
dangan Saksi-0 sedangkan status Saksi-2 merupakan istri sah dari mm: SAKSI-
(Saksi-1) yang merpakan anggota Korem 043/Gatam barIGARTIH Kot Sy

129 Juere 200E;
Ni . 405/28/111/2007 tangga
ﬁlkﬂh Eﬁ benar bertampat di pantai Kedu Kaianda Lampung Selatan tersebut
L E

terpat Terdakwa dan Saksi-2 harwisala dan periama kali menjalin hubungan
:dajah ElT rdakwa dan Saksi-2 herwisata di Pantai Kedu Kalianda Lampung
erpacaran, e

Sela lebih sabanyak 3 (tiga) kall, pada saat di Pantal Kedu Kalianda
o haarman Pulusan Nomor : B3-KFM -0LADVINE02S
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pirektor Putusan Mahkamah a
gpory SehITS 1NN 80Kl o nai gung Republik Indonesia
Terdakwa sera pemah mencium pipi mrn pakaian Minim dan sering memeluk
58 i :
merl‘“:lﬂlﬂs FIEnCium l{'E'ﬂ:lnﬂ EElhsi—E ) kln TEI‘dﬂkm Hh"‘ﬂgﬁ THHEI:WH
7, Bahwa benar pada saat di Pantai
a :
Saksi-2 sefing berm | Kedu Kaliznda Lampung Selatan Terdakwa
.l esraan, bempelukan d
dan Saksi-2 pemah duduk di pondokan : an bergandengan tangan, Terdakwa
aat iy Saksi-2 liduran di pantai Kedu sambil menikmali pemandangan.
5 ndek satu jengkal di paha Terdakwa dan Sakel-2 menggunakan celana levis
pe 5:: - n::n; al di atas dengkul dan ¢i Pantal Kedu Kalianda Lampung Selatan
B
ferseiu a FHEE-ITIEH berboncengan dengan Saksi-? menggunakan sepeda
mator Terdakwa sambil Saksi-2 memeluk Terdakwa dad belakang;
B. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2021 pertama kali Saksi-Z
melakukan hubungan badan |ayaknya suami isti dengan Terdakwa di Krakatau
Kahal Beach Hotel, yang mefakukan pemesanan kamar adalah Saksi-2 dengan
menggunakan KTP Saksi-2 serla Saksi-2 yang membayar sewa kamar tersehut
sabesar kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak Saksi-2

g,
[ tersebut

uniuk merayakan malam tahun baru di Hotel Grend Elty dan di kamar hole
Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isir;

Bahwa benar pada awal Januarn 2022 Saksi2 dan Terdakwa, menyewa
kamar kos yang baralamat di Dusun Sindang Sari, a1 001, RW. 005, Kel Bakt
Rasa, Kec. Sragi, Kab. Lampung Salatan, saal tinggal di sana Saksi-2 diperkenalkan
oleh Terdakwa sebagai istrinya kepada pemilik Kos a.n sdn. Sulis Styaningsih
(Saksi-5) dan eelama 1 (zatu) bulan Terdakwa tinggal di san3, Saksi-2 sefing
i menginap di tempat kos warsebut serta melakukan hubungan

10.

harkunjung dan sesekal
badan dengan Terdakwa;

14. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindab tempat tinggal ke

Mes Balai Desa Pematang Baru, Kee. Palas, Kab. Lampung Salatan, pada saat
Tardakwa tinggal di Mes tersebut, Terdakwa memparkenalkan Saksi-2 kepads
parangkat Desa Pematang Baru sabagai istri Terdakwa dan Saksi-2 sering datang
dan menginap di mes tersebut serla melakukan hubungan badan dengan Terdakwa
dan kalau Saksi-2 masak maka otaf atau petugas perangkat desa sering dikasin atau

makan bersama;

12, Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2022 sekia pukul 18.30 WIB, Saksi-8 (Sdri.

SAKSI-8) selaku istri Terdakna mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-2
melalui pesan WhatsApp (WA) mangenal perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa
yang sudah terjadi sejak bulan Desembear 2021 atau gudah berlangsung gelam T

{tujuh) bulan; |
13. Bahwa benar salanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Saksl-0
- nas di Keramil 471-D8/Palas dan melaporkan

mendatangi tempal Terdakwa berdi
Faiamarn Bupfaesar) Nomar B3 KPR BOADAIRED 2T
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PEK RAXKK X K atas r:::“ g s s

00K a Kapten Cha Siswoko dan atas laporan Saksi-9

ersebul selanjutnya dilakukan mediasi
oleh Kapten Cba Siewo
3 ; ko antara Terdakwa
gengan Saksi-3 dengan hasil kesepakata
N sebaoar 3
” Zian barikut -

Terdakwa mengakui tindakan perselingkuhannya dengan Saksi-2;
b. Terdakwa mengakui  dan beian Eilak
perselingkunannya dengan Saksl-2 maupun dengan hj'tanil:.a !:in'
bila dike ' ;
E‘I:Eﬂm-'r:: tinr.'lakan::::::il ::T e R R R
44. Bahwa benar pada bulan Juni 21::; I e yeng o
gaksl-2 dan memutus komunikasi den I Ter.dahwa sudah mulal menghindar daf
gan Saksi-2 serta Terdakwa menitipkan semua
parang-barang Saksi-2 yang berada di Mes Balai desa Palas kepada Sdr. Sobri
tatangga depan Mes tersebut;
45, Bahwa benar pada bulan Juli 2022, karena Saksi-?2 merasa dikhianati dan
gimanfaatkan oleh Terdakws maka Saksi-2 meminta bantuan kepada Hapten
Siswoko untuk membantu Saksi-2 menagih semua uang Saksi-2 yang sudah
digunakan cleh Terdakwa yang jumiahnya kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiai};
16, Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2022, Saksi-2 didampingi oleh Kapten
Sugeng selaku Pasi Intel XXXXXXHXKALRA melakukan mediasi di Café das depan
MaIOOOOOOOOKONK dan saat  diakukan mediasl Terdakwa hanya dapat
mengambalikan uang Saksi-2 sejumiah Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah},
setelan itu Saksi-2 sudah merelakan Terdakwa dan meminta Terdakwa uniuk fokus
dengan islrinya serta melupakan Saksi-2 tetapi Terdakwa telap kukuh akan

akan  mengulangl

mencaralkan istrinya dan menikahi Saksi-2:

17, Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus o027 Saksi-2 diminta Terdakwa uniuk
mengantar Terdakwa ke Jakarla dengan mengendarai sepeda motarnya uribuk
pindah tugas BKO di Kanlor BPTWE Pusatl satalah ity antara Terdakwa dengan
Saksi-2 masih menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa tetap ingin mencaraikan
a benanji akan menikahi Saksi-2, sehinggs Saksl-2 masih sering
dang berada di Jakarla untuk MENGUrlLS
Hotel dengan Terdakwa selanjuinya

istiinya sert
menemui Terdakwa apabila Saksi-2 =8
pekerjaannya maka Saksi-2 akan menginap di

metakukan hubungan badan,
18 Bahwa benar pada buian september 2022, Saks-2 mendapat kabar jka

Yeadialowa akan pindah tugas i Kodam /Sy dan rul cengen TR S
barila tersebut Saksi-2 [rEErasga ditipu dan dikhianati I.angi sleh Terdakwa sehingga
Saksi-2 melaparkan perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada istd Terdakwa

Agung Republik Indonesia

vailu Saksi-9; .
18,  Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2022 sokira pukul 22.00 WIB Saksi-2
Hafarman 50 du 0 halaman Puliisan Nomor F3-FAPM HALWIL2023
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saksi-2 kemudian pada keesokan hariy "\ S manowaniah asinle feel”
mengajak Saksi-2 untuk melaporkan Terd ::.. tanggal 26 Desember 2022, Saksi-1
rda
2. Bahwa benar kemudian p a ke Denpom 11/3 Lampung;
wakak Terdakwa besera istr kilan pihak keluarga Terdakwa dalam hal inl
gaksi-1 (XEXKK SAKSI-1 V& yang tinggal di Bekasi datang ke Lampung menemu
-1) untuk men
gajukan permohonan da
rzinahan dan asu mai terkait perbuatan
::ksl-1 dan dari nenzl: yang dilkuan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istn
kit uan tersebul Terdakwa membual Swal Permohanan Damai
da Sa—— mﬁ:&pﬁda Saksi-1 (XXX SAKSE1) lertanggal 16 Februan 2023
?-I‘iﬁﬂnanmma 3::. I Terdakwa dan X000 SAKSI-1 (Saksi-1) sera diketahui
alen & nama Kaplen Cbha Mohali sera kakak Terdakwa atas nama Sdr.
Endang:
21, Banwa benar darl barang bukli tambshan yang disjukan oleh Saks
idangan Majeli i 4
pacicang ajelis Hakim telah mendapatian bukti petunjuk kalau Terdakwa telah
melakukan perbuatan Zina dan Asusila dengan Saksi-2.
Dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapal unsur

kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan™ telah terpenuhi.

bahwa dengan telah lerpenuhinga kesaluruhan unsur-unsur tindak
akwaan

-2 di

Menimbang,

pidana dalam Dakwaan Allermatit Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat ™)

Alternatif Kedua telah terbukii secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa herdasarkan halhal yang diuralkan di atas yang
dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

kan Terdakwa bersakah telah melakukan
“Barang siapa dengan sengaja dan
dan diancam pidana pada Pasal

merupakan fakta yang diperoleh
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakin
tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua,
terbuka makanggar kesusilaan®, sebagal mana diatur

281 ke-1 KUHP.
Menimbang,. bahwa dengan

pidana datam Diakwaaan aiternatif kedua
jutan Oditur Militar lerhadap

ielah terpenuhinyg SEMUa UNSUF-UNSUL tindak
Ofitur Maiter Pasal 281 ke 1 KUHP tarsebut
¢ atas, maka tun keterbukdian unsur-unsur dalam
dakwaan tarsebut dapal ditenma.

Menimbang, bhahwa selama pemerksaan di
ditemukan adanya alasan pemaal pada diri Terdakwa mau
pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadic
jasmani maupun ranahl serd Terdakwa fidak dalam keadasn kurang sempuma

Pasal 44 KUHP sehingga

akalnys atau sakit jiwanya cehagaimana dimaksud dalan

Terdakwa mampu m&rﬂpeﬂﬂl‘lﬂguﬂgjawﬂbkﬂﬂ sagala akibat dar perbuatannya serta
yang dapat menghapLskan peranggungjawaban

I:IHFE! drpmanggummﬂﬂbm sebagai subjek findak
dinyatakan parsalah maka Terdakwa harus dipidana
Futsan Nomar | B3-KFM HOMNDAI2023

dalam persidangan tidak
pun alasan pembenar
dalam keadaan sehat

Hidak ditemukannyad hal-hal

pidananya, sehinggs Tardakwa

pidana, cleh karend Terdakwa
gn 51 daf & halainan
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8 i
-HEﬂimhang. bahwa ljuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis
Hakim tidak semala-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau
wemantaatan belaka, akan tetapi juga tetap ha . m
. p harus diupayakan keseimbangan anfara
katiga tujuan hiukum tersebul
lﬂ:nl-mhang.. bahwa di dalam memeriksa dan mengadill perkara Terdakwa ini
cpcara UMUM tujuan Majelis Hakim adalsh untuk menjaga keseimbangan antar@
kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.
4. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan
keadilan dalam masyarakat. Bahwa cleh karena Terdakwa dinyatakan tarbukti secara
<ah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka
untuk menjaga tetap tegaknya hukum maks Terdakwa harus dijatuhi pidana sesual
dengan kesalahannya sehingga penjaluhan pidana pada diri Terdakwa akan
memberikan rasa keadilan bagi masyarakal Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga
akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di
THI dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
7 Menjaga kepentingan umum dalam arli melindungi masyarakat dan harkat seria
martabatnya  sebagai manusiz  darl  tindakan  sewenang-wenang. Bahwa
terganggunya kepantingan umum  dalam dalam perkara ini adalah perbuatan
Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap dan penyelahgunasn Markolika yang
nyata-nyata merupakan musuh Negara dan musubh masyarakat;

3. Menjaga kepentingan militer dalam arli dapal mendukung kelancaran

petaksanaan tugas pokck THI dan dapal mendorong semangatl mentalitas dan
kajuangan Prajurit, sehingga dalam sibuasi yang bagaimanapun sulitnya tetap
mamatuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Bahwa
Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan
dijatuhkan kepada Terdaxwa telap hamnus memperimbangkan kepentingan militer
dalarm arll dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan

ngat mentalitas dan displin anggota prajurit bahkan dapat

menurunkan Sama
meningkatkan semangal. disiplin dan loyalitas saria kepercayaan seluruh prajurt THI
kum sesuai dengan tingkal kesalahannya.

| pada perimbangan terakhir datam mengadili
akibat darl perbuatan Terdakwa garta

hahwa setiap yang hersalah akan dihy
Menimbang, balve gehelsm SaMmpa

perkara ini, Majels Hakim akan menilai motivasl dan

hal-hial kain yang rampargaruhl sebagai berlkul 2

1.  Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara inl yaitu karena tidak

blsa menahan hawa nafsunya Gan Terdakwa merasa kesepian jarang pulang

yaltu Saksi-8 sehingga pada saat berkenalan dengan Saksl-2 dan

manamul istnnya
EAING herkomunikasl sehingga antara

saling tukar nomor telepon kamudian

H-,amﬂmﬁn algman Putusan Nomar EI-FPMY ALV R02T
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sayang, sampai E-lkh.““?ﬂ fanjian dan berwisata ke Pantai Kedy Kaliands Lampung
gelatan lempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesraan, berpelukan dan
pergandengan tangan seria berboncengan berdua sk gaedil ToOr
Terdakwa dan Saksi-2 memelyuk Terdakwa:
2 Auibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1
dengan Saksl-2 terganggu tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan
hubungan rumah tangga Terdskwa dengan Saksid menjadi lidak harmonis, sefing
pertengkar dam  SaksiS bernial menggugat cers Terdakwa. Disampng fu perbuatan
Terdakwa merusak citra dan nama baik THI karena seharusrys mengaiahui bawa Saksi-2
merupakan ibu persil selaku istri dari Saksl-7 yang berdinas & Korern 043/Gatam,
Menimbang, bahwa tjuan Majslis Hakim fidaklah semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyal
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyal dan kembali ke jalan
yang benar, menjadi warga negara yang baik sesual dengan falsafah Pancasila,
oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini, peru terebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat
memberatkan dan meringankan pidanamya, yailu ;
Keadaan-keadaaan yang memberatkan :
1. Bahwa Tedakwa dipersidangan lidak koperalif berbelit bellt dalam memberikan
walerangan;
7 Bahwa Terdakwa bdak konsisten dalam memberikan keterangan dimana
keterangan yang diberikan Terdakwa saat di BAP Penyidik sangat berolak
belakang dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;
4 Bahwa Terdakws merusak kerukunan rumahiangga Saksk1 dengan Saksi-Z
sehirgga rumah tangganya Lidak harmonis dan sefing terjadi pertengkaran, begitu
juga dengan rumah langga Terdakwa dan Saksi-8 menjadi fidak harmonis dan
sering bertengkar;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa berlentangan dengan nilai-nilai yang lerkandung
dalam Sapta Marga kelima, yailu "Memegang taguh disiplin, patuh dan taat kapada
pimpinan serta mEnUNUNG linggl sikap dan kehormatan prajurit” dan Sm.'n_pah
Prajurt kedua, yaitu T unduk kepada hukum dan Temagang teguh dusq:nfn
keprajuriian” serta Delapan wajib T, yaits “Menjunjung g Retopmlon waala’
5  Bahwa perbuatan Asusila tersebut diiakukan s d?.ljam Jmﬁz
2l
yang cukup lama sera barulgnﬂﬂng dan ::1 W:LTEF:WE ::m pe
\ersebut dilaparkan ke Polisi Mter yang srimya
Terdakwa untuk menghentikan perbuatan L

anﬂﬂmwnwmm.'m:mﬁma

Ty "
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pirektori Putusan Mahkamah

ptus AR BRI T gy, mencemarkan citra
khususnya satuan Kodim 0421/Lampung Sejat E
Keadaan-keadaan yang meringankap, - "

TNI AD di mata masyaraket

Bahwa Terdakwa sudah berg|
INas sm :
— bagai prajurit TN AD kurang lebih 18

imban
Menimbang, Bahwa alas permohonan dar Oditur Militer dalam tuntutannya

mE.I‘IIEPEnal p-da.n.*m pokok berupa penjara dan pkdana laibahan dipacal dail dinas
mMiliter yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpend :
berkul: rpendapat sebagal
T T DA BN K s PO St
¥a yaitu pidana pokok penjara selama 1 (seiu) tahun
dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama penahanan semertara, Majelis Hakim
mengemukakan pendapal sebagai berikut -
a. Bahwa dalam memariksa dan mengadill perkara ini, Majelis Hakim akan
menilai seluruh fakia-fakla secara obyekfif dengan memperhatikan aspek
kepastian, kemanfastan dan keadlian secara berimbang dan hukurman yang
akan dijatuhkan kepads Terdakwa haruslsh dapal memberikan manfaat dari
tujuan pemidanaan ity sendiri yailu memberikan rasa keaddan kepada semua
pihak;
b, Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaal pidana penjara yang
dianggap sesuai, selaras dan salimpal untuk dijatuhkan terhadap i Terdakwa
gesual dengan perbuatan dan kadar kesalahanmya, maka Majelis Hakim
berpendapal unfuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukisman yang
spsual dengan asas dan lujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada
sanksl yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan
tetapd supaya dapat menimbulkan efek jera bagl Terdakwa dan bagi prajurit
yang lainnya agar tidak medakukan tindak pidana yang sama.
Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibal
yang ditimbufkan darl perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang
membaratkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada difl Terdakwa
carla dengan pestimbangan asas keadilan penjatehan pidana, untuk ity
lerhadap Terdakwa periu dijatunl pidana pokok penjam Y5n3 fablh berst agar
menjadi efek jera bagi Terdakwa eandlri dan menjadi contah bagi parajurit THI
AD lainnya gar tidak melakukan pertsuatan seperti yang dilakukan Terdakwa.
Dengan demikian maka terhadap permahonan Oditur Miiter menganal untutan

pidana pokok DErupa pidana penjara selgma 1 (tahun) tahun dan & (enam)
bulan, Majedis Hakim menilai masih terialu ringan sehingga periu diperberal

mpai dengan batas-batas yand adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan
54
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dimohenkan oleh Terdakwa tigag dagial

,  Bahws oleh karena Oditur Milijer dalam tuntutannya mohan
idana tambahan berupa pemecatan ch
mmhﬁlhm 1]

masif

a. Bahwa secara yuridig

dikabulkan,

Terdakwa dijatubi
dari dinas Militer, selanjutnya Majetis Hakim akan

Rertimbangan-penimbangan
: apakah Terdakwa tersebul
iayak untuk dipertahankan datam dinas Mifer sebagai berikul -

landa ; ;
Hakim adalah Pasal 26 HUHPMELDWE:HW” F“d'!l:la tambahan pu:nmr.?natan h.agl
dengan au tanpa pencabutan hak Eﬂ E'"!r'ﬂtﬂhan. RTR g Ub TR
tambahan tersebul dapal diatuhk ) |'|"‘HIT|E_I5U|-|:1 Arigslan Derasplaty. Pilens
penjatuhan pidana pokok hepad o *.H“m kaharengen  demgan. pHREES
. @ =eorang militer yang berdasarkan kejshatan yang
dilakukan dipandangnya lidak layak lagi tetag dalam kalangan militer”, namun KLIHPM
titak memberikan parameterukuran seseorang dipandang fidak layak sebagai searang
prajusit, penilaan terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
b. Bahwa untuk mengukur kefidaklayakan begi prajurit uniuk dapat atsu fidak
dipertahankan dalam ginas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomoar 3
Tahun 2015 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapal Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana
pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer uniuk menghindari subjeltifitas  Hakim,
penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilinat dari aspek pelaku (subjektif),
gspek perbuatan (objekil), aspek skibalidampak yang ditimbulkan  dan  aspak
keadaaan-keadaan yang menyerai perbualan pelaku;
o, Bahwa dalam Kasus lindak pidana yang dilzkukan oleh Terdakwa dalam perkara
inl dikorelasikan dengan tofak ukur sebagarnana dsebutkan di atas, maka Majslis
Hakim mangemukakan hal-hal sebagai berikul :
1) Mangenai aspek petaku (subyekiif) yailu kepangkatan dan jabatan pelaku

katika melakukan tindak pidana;
a) Bahwa ketika Terdakwa melakikan tindak pidana yang didakwakan
dalam perkara inl, Terdakwa herpangkat Sersan Dua dengan fabatan
Bobinsa, dimana dengan StAUS papangkatan dan jabatan Terdakwa
seharusnya Tardakws menanamian pada dirnya uniuk menjadi fara|urit
yang dapat meanjadi panutan tagi bawahannya dan masyarakat binaannya
garta menag kehidupan rumah lEngge sesama prajurit THI dan bukan
rranssaknyga dandan memberikan  contoh  perbuatan  yang buruk;
sshagaimana yang takah dilakuhan Terdakwa:
b} Bahwa tarlepas dari slapa yang parinisatil leblh duks dalam menjalin
hubungan asmara pada kenyalaannya Terdakwa dan Saksi-2 telah
berulangkall melakukan persetubuhan yang didasarl perasaan suka
cprta melakukan perbuatan Asusila di tempat-tempat
padahal Terdakwa sebagal seorang Babinsa
il parnutan bagi masyarakat sckiiarmya;,

s 51.|h3|
terbuka uniuk umLm
yang sehanssnys men|a
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Direktgri Putusan Mah kama
F““ﬁammﬂ]kamﬂhgagﬂﬂd Perbuatan
Terdakwa, lama pidang yang difaty

al

h Agung Republik Indonesia
(obyeklif) yaitu tindak picana yang dilakukan

Batwa dillhat hkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus RS

memiliki |
' Bl dan mengetshui Saksiz adalah isti dari Saks1 yang

merupakan seorang prajurit

TNl AD yang juga sama-sama berdinas di

kezatuan :
e r:; SAMA yailu s5lu jajaran di Korem 043/Gatam, semestinga
Enocai &alan lersebul dengan melahukan perbuatan

asusila dengan istri Saksi-1:
b}  Bahwa Terdakwa telah

melakukan perbuatan yang tercela dan sangal

tidak terpujl yang merssak nama balk kesaiuan bahkan perbuatan
Terdakwa membual rusaknva hubungan rumah tangga antara Saksi-1
Ijf-"-"lElﬂl'l Saksk2 dan rumsah tangga Terdakwa sendiri, perbuatan ini diancam
pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama

keluarga besar ThI.
)

Mengenal aspek akibat yailu dampak tethadap nama baik saluan,

pembinaan disipn prajueil di kesaluan dan menyulitkan dalam pembinaan prajut

di kesatuan;
a)

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaakan kesampatan dengan

dangan kedekstamya dengan Saksi-Z yang awal mulanya berkadl dengan

bisnis persmahan maupun
dengan Saksi2 sanpal

tanah dengan manjalin hobungan @smara
dengan melskukan persetubuhan  secard

berulangkall di beberapa tempat, selain (U juga melakukan parbuatan
asusia di muka umum nyata-nyata merupakan perbualan yang sangat

pambingan dislplin prajunt
lainmya;
b)

angal
Terdakwa

peTi

gan menumukan

tegas agar lidak menggand
c) Babhwa
Tarda
4) Mengenai weadaan-kead
Terdakwa menjadi
Terdakwa s&b
lingkugan THI &b dan
semara dengan sesamd kel

dinas keprajuritan, olah karenany
tan dari dinas praditer

uarga

pemecH

meﬂgmﬂﬂﬂh'fﬂ-
Ha

Banwa dilihal der kepentingan mitil
merusak sendi-sendi  penegakan  deiphin khususnya disatuan

ngatan dari Pimpinan untuk fidak melakukan parbu

sasama keluarga besar THI dan tirdaka
qu TS Es| di Kesatuan.

melihal darl lamanya p
jwa, sarta ferdib admintslras

efakiif lagi apabila Terdakwa Letap
aan yang rrienyertai

prajuril Thil AD &8

agai prejurit yang 8
Terdakwa m

] q}ah“ﬂ Tenda
i

farnan 58 dar 60 &

tercela dan merusak citra T AD di masyarakat dan dapat mengpanggy

di kesatuan karena dapsi difiru ofeh prajusl

ar maka perbuatan Terdakwa

jatl diri Terdakws yang mengabakan segala
atan gsusila dengan

nini hanes disarikan kuman yang

wans penfara yang akan dijalani
i di Sstuan Terdakwa maka sudah lidak
gipertashankan unluk berdings di THI AL
perbuatan Terdakwa. Bahwa
jak tahun 2005 sehingga digandang bahwa
udah mengetahul bagasmana berdinas di
engetahui konsekuensi menjalin b bungan
pasar THNI dapat peralgat pembarhentEn dan
lowra dijtuhi hukuman fambahan

sesungquhnya Terdakwa sendifi yang

me:mﬁmﬂ#ﬂma
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Menimbang, bahwa seta)ap, menelili
atas, Majelis Hakim berpendapat
pawah ini adalah adil dan seimbang

Menimbang,

dan memperlimbangkan hal-hal tersebut di
ﬂ ")

Pidana sebagaimana tercantum pada diktum i
dengan kesalahan Terdakwa.

bahwa
iy selama  wakyy Terdakwa berada dalam panahanan
sEme Iwuranghan seluruhrya dan pidana vang dijstuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukt datam perkara ini berupa :
1. Barang: .

1 {satu) buah flashdisik beris| 2 {dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10
delik dan 5 detik.
Bahwa fleradap barang bukti tersebut di atas, disita oleh Penyidik dari
Terdakwa, lelah selesai di periksa dan fidak dipergunakan fagi untuk
pembuklian dalam pemeriksaan perkara lainnya, oleh karemanya terhadap
barang tersebut perlu ditentukan statusrys dalam amer putusan inl agar
dirampas uniuk dimusnahkan.

2, Surat-surat :
a. 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantal Kedu JI. Sinar Laut, Kelurahan Way
Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
b. 3 (tiga) lembar folo Holed Krakatau Kahal Beach di JI. Raya Pesisir, Desa
batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
c. 1 {zatu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di JL Raya
Pesisir, Desa batu Balak, No.89, Kec. Rajabasa, Kab, Lampung Sefatan, Prow.
Lampuna;
d. 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di JI. Jendral Supraplo, Kec Tanjung

Karang Pusal, Kota Bandar Lampung;

e. 1 (salu) lembar bukli pembayaran kamar Hotel, De Green di J Jendral

Supraplo, Kec. Tanjung Karang Pusal, Kota Bandar Lampung;
i.1 (satu) lembar hasil Sean identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n.

TERDAKWA,;
3 (tiga) lembar folo Kosan di

g Dusun Sindang Sari, RT, 001, BW, 0035 Kel.

Bakli Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov, Lampung
h 1 {satu) lembar 3 (tsgar) buah fato Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas,
Kah. Lampung Selatan, prov. Lampung;

i3 (liga) lembar foto Amanda Homstay
pengelola Amanda Homestay di Gang Jangku

Karang Pusal. Prov. Lampung: |
i . HP Inventaris amanda Homestay E;nﬂar LampLng;
j. 1 (satu) fembar folo HF W 60 hataman Putusan Nomar ; B3-KPM L04ADVII2023

beserta 1 (satu) lembar folo HP
ng, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung
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I 1 (zatu) lembar 3 {tig
Sdri. SAKSI-2;
m. 1 {salu) lembar
Lestari.
n. 1 (setu)

a) buah foto Buku Mikah XHAKK SAKSI-1 dengan
P
(diz) buah fotocopy KRP Persit Sari Meri Noviana

lembar folocopy  Sural Permohonan Damai dari  XXXX

TERDAKWA (Terdakwa) hepada XX(xxx¢ SAKSL1 (Saksi-2) tertanggal 16

Februari 2023 dan 1 (satu) lembar Syrgy p 3 i

TERDAKWA (Terdakwa) g e

Bngan XX0O0X SAKSI-1 (Saksi-2) tanpa tanggal dan
bulan;

0. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Kapten Cha Mohali dan Sdr.

Endang Suhendra (Kakak Terdakwa) beserta istri dan 2 (dua) orang lainnys;

p. 1 {satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Laporan daf 00000

SAKSI-T (Saksi-1).

Bahwa terhadap barang bukll berupa surat-sural lersebul, oleh karena seluruh
barang bukli lersebul memspakan kelengkapan berkas parkars Terdakwa yang
barhubungan lamgsung dengan lndak pidana yang dilakukan Tesdakwa dan tdak
dipergunakan lagi dalarm parkara lain serta dalam hal penyimpanannya fidaklah sulit
maka akan ditentukan statusmya dalam amar pulusan ini uniuk letap dilekatkan datam
berkas perkara,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan
apabila Terdakwa dibebaskan dari lahanan dikhawalirkan akan melarkan dir, maka
dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1897 tentang Peradiian Militer, Majelis Hakim berpendapat

Terdakwa harus tetap ditahan.
Menimbang, bahwa aleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia hans

dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26
Kitat Undang-Undang Hukum pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan Ef?m
(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tai'!un 1897 tentang Peradilan
Militer dan Ketentuan Peraturan ParUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADIL!:
Tardakwa tarsebut di awEs yaill TERDAKWA, XXX NRP
e rhukti secara gah dan mayakinkan persalah talah metakukan
D kesusilaan®.
tindak pidana "Dengan cengaja dan tarbuka melanagesr

ilu dengan -
2. Memidana Terdakwa 'J'E:J" E’:;am haigman Putusan Nomor : BI-KIPM HI4ADVIF2023
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ﬂirekt”ﬂ Putusan Mahkamah a
saridutsFnRiagUNg.oBddiars seloma o
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{dua) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3, Menetaphan barang bukii benpa -

a.

Barang :

=1

1 {satu) buah fashdisik berisi 2 (dua) Vidio Tik Tok dengan durasi 10
detik dan 5 detik.

Dirampas unluk dimusnahkan.,
Surat-surat ;

1). 2 (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu JI. Sinar Laul, Helurahan
Way Lrang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung,
2}, 3 (tiga) lembar foto Hotel Krakatau Kahai Beach di Ji. Raya Pesisir,
Desa batu Balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov.
Lampung;
). 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Krakatau Kahai Beach di JI.
Raya Pesisir, Desa batu Balak, No.B9, Kec, Rajabasa, Kab, Lampung
Splatan, Prov,  Lampurndg;, -
4). 3 (tiga) lembar fato Hotel De Green di JI. Jendral Supraplo,

| Lempung;
Tanjung Karang Pusal, Kola Bandar e
5L 1 (satu) lermbar bukli pembayaran kamar Hatel, De Green dl,
Jendral Suprapto, Kec Tanjung Harang Pusal, Kota Bandar mwnﬂ;m
6). 1 (satu) lembar hasil Scan identitas tamu Hatal De Green berupa
A a.n. TERDAKWA, | . o
7). 3 (tiga) lenbar foto Kosan di Dusun Sindang Sari, RT. 0o, R'l.l':.'.
m;1 Bakti Rasa, Kec. Sragi. Kab. Lampung Zelatan, Prov. Lanm;::_: o

| 1 {gatu) lembar 3 (tiga) buah fato Balal Desa Pematang : ;
8). .

glatan, prov. Lampung:

o . . da Homsiay beserta 1 (satu) jembar folo HP
g). 3 (liga)lembar fobo Amands

] Panagaha.l'l, Heo,
Gang Jangkung, K&l

nda Homestay o

pangelola AMa

. Lampund,
; rang Pusat. Prov Bandar
s Ilgiembar oo HP Inventars Amanda Homesisy
10). 1 (salu

v : |-2 bersama satu

S tu) lembar foi0 perteruan aniars o SM: ROMONWA di Café
u T

11). 1 (82 e dangan Kept inf GAKSI-S dan XXXX

. kalianda Kab.
J1. Trans gumatera K 45 Kel. Kedalon Kec. Ka
Orsas di - _
| ampung Selatan Prov, Lampung-

: 40 frafaman Puisan Nomor : 83-KPM -04ADAI2023
el i)

gung Republik Indonesia




pirektori Putusan Mahkamap A
: : gung Republik Ind [
Putusan matibam abegun g 1 i publik Inaonesia
dengan Sdri. SAKSI2: o8) buah foto Buku Nikah XX00( SAKSI-1
13). 1

14). 1 (=atu) |
TERDAKWWA ]{T:mm: folocopy Surat Permohonan Damai dari XXXX
d
Fabruan 2023 dan IWE] Kepada XXXKX SAKS-1 {Saksi-2) tertanggal 16
XXX TERDAKWA {Emu::,h"“’“’ Surat Pemyataan Perdamaian antara
\Terdakwa) dengan KxXKxX SAKSK1 (Saksi2) tanpa
tanggal dan bulan;

15) 1 {za ,
S-.‘: Ha{h:k': embar beriskan 2 (dua) lembar foto Kapten Cha Mehali dan
2 erdakwa beserta istri dan 2 (dua) orang lainnya;

16). 1 (salu) lembar Surat p
‘armeohonan Pancabutan L dan WK
SAKSI-1 (Saksi-1). wkigjorsteat i

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4, Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara Inl ssjumiah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
5, Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majekis Hakim Pengadilan Militer [-04
Palembang pada hari Salasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Syawaluddinsyah, SH.,
M.H., Letkol Chk NRP 110100024681171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M.
Siahaan, S.H., M.Hum_, Letkol Chk NRP 2820087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten
Chk NRP 14120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang divcaphan
pada harl dan tanggal yang sama oleh Hakim Kelua dalam sidang yang erbuka
untuk umum dengan dihadinl oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Milter
Owi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21 930083860873, Panitera Penggant
Sapriyanio, S.H, Peltu NRP 21 060346860074 serla di hadapan umum dan Tardakwa.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Kelua

Ttd CAPTH

J.M. Sighaan, S.H..M Hum. syawaluddinayah, S.H, MH.
Letkal Chik NRF 2020087781171 Letkol Chk NRP 11010002461171

Tid

sugiarta, 5.H.
Kapten Chk NRF 11 420031710786
panitera Pengganti

Tid

sapriyanto. 5.H.
Peltu NRF 21960346660974
Halgmarn 50 ot 60 Fralamie PULSET Nomar : B3-HPM HADAIR023
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